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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkanب ba b be
ت ta t te
ث s\a s\ es (dengan titik di atas)
ج jim j je
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah)
خ kha kh ka dan ha
د dal d de
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas)
ر ra r er
ز zai z zet
س sin s es
ش syin sy es dan ye
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah)
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah)
ط t}a t} te (dengan titik di bawah)
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain g ge
ف fa f ef
ق qaf q qi
ك kaf k ka
ل lam l el
م mim m em
ن nun n en
و wau w we
ـﻫ ha h ha
ء hamzah ’ apostrof
ى ya y ye
ix
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:
 َﻒـْﻴـَﻛ : kaifa
 ْﻮـَﻫ َل : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah a a َا
kasrah i i ِا
d}ammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fath}ah dan ya>’ ai a dan i َْﻰـ











a dan garis di atas
kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas
u dan garis di atas
ﻰـــِــ
xContoh:
 َتَﺎـﻣ : ma>ta
ﻰـَﻣَر : rama >
 َﻞـْﻴِـﻗ : qi>la
 ُتُْﻮـﻤَـﻳ : yamu>tu
4. Ta>’ marbu>t}ah
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔـَﺿْوَر ُ◌ َﻷا ِلﺎَﻔْﻃ : raud}ah al-at}fa>l
ﺔَـﻨْـﻳِﺪـَﻤْـَﻟا ُ◌ﺔَﻠــِﺿَﺎـﻔْـَﻟا ُ◌ : al-madi>nah al-fa>d}ilah
ﺔــَﻤـْﻜـِﺤْـَﻟا ُ◌ : al-h}ikmah
5. Syaddah (Tasydi>d)
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d ( ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana >
 َﺎﻨــَْﻴـّﺠَـﻧ : najjaina >
 ّﻖـَﺤْــَﻟا ُ◌ : al-h}aqq
 َﻢِــّﻌُـﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>.
Contoh:
 ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
xi
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-).
Contoh:
 ُﺲـْﻤـﱠﺸَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔَــَﻟﺰْــﻟﱠﺰَﻟا ُ◌ : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﺔَﻔـَﺴْﻠـَﻔْــَﻟا ُ◌ : al-falsafah
 ُدَﻼِـــﺒْــَﻟا : al-bila>du
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 َْﺄـﺗ َنْوُﺮـُﻣ : ta’muru>na
 ُعْﻮـﱠﻨــَﻟا : al-nau‘
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُتْﺮـُِﻣأ : umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-




9. Lafz} al-Jala>lah (ﷲا)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.
Contoh:
 ُْﻦـﻳِد ِﷲا di>nulla>h ِﺎﺑ ِﷲ billa>h
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ْﻢـُﻫ ِْﰲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ِﷲا hum fi> rah}matilla>h
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat,
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu>
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
xiii
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-sala>m
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4
HR = Hadis Riwayat
IT = Islam Terpadu
YFM = Yayasan Fathul Mu’in
YWI = Yayasan Wahdah Islamiyah
WI = Wahdah Islamiyah
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d
Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)
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Tesis ini membahas “Karakteristik dan Peranan Wahdah Islamiyah dalam
Penerapan Hukum Islam di Kota Makassar.” Tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan karakteristik pemikiran hukum Islam Wahdah Islamiyah,
menjelaskan bentuk-bentuk peranan Wahdah Islamiyah terhadap upaya
implementasi hukum Islam dan menguraikan faktor pendukung dan penghambat
yang dihadapi Wahdah Islamiyah terhadap penerapan hukum Islam di Kota
Makassar serta solusinya.
Penelitian berlokasi di DPD Wahdah Islamiyah Kota Makassar dengan teknik
pengumpulan data riset lapangan, meliputi teknik  observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologi normatif,
historis dan sosiologis. Adapun sumber data dipilih secara purposive dan bersifat
snowball sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan reduksi data, penyajian
data dan verifikasi.
Hasil penelitian menunjukkan karakteristik pemikiran hukum Islam Wahdah
Islamiyah adalah reformis fundamentalis bermanhaj al-salaf al-s}alih yang
mengusung prinsip purifikasi dan puritanis. Bentuk-bentuk peranan Wahdah
Islamiyah terhadap upaya implementasi hukum Islam berupa fatwa-fatwa yang
bersifat mengikat kepada kader dan sebagai himbauan kepada masyarakat. Peran
DPD Wahdah Islamiyah Makassar direalisasikan melalui Departemen Kaderisasi,
Departemen Dakwah, Departemen Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, Departemen
Informasi dan Komunikasi, Departemen Sosial dan Kesehatan serta Departemen
Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Pengajaran Al-Qur'an. Wahdah Islamiyah
pada bidang politik memberikan keleluasaan kepada kader untuk mendukung calon
pemimpin yang dianggap dapat merealisasikan amar makruf nahi munkar. Faktor-
faktor yang mendukung upaya Wahdah Islamiyah yaitu legalitas formal yang
memberikan ruang dalam merealisasikan berbagai program kerja, pola komunikasi
yang baik, kualitas kader, desain manajerial organisasi yang efektif dan efisien
dengan kurikulum pendidikan yang jelas, dan respon aktif masyarakat terhadap
dakwah dan tarbiyah Wahdah Islamiyah. Sedangkan faktor penghambatnya adalah
adanya stigma negatif yang disebabkan generalisasi dan pergerakan yang belum
menyentuh semua level masyarakat.
Implikasi dari penelitian ini yaitu idealnya Wahdah Islamiyah merumuskan
standarisasi istimbat hukum, membuka diri dengan berbagai pihak baik yang ingin
mengenal maupun memberikan kritik konstruktif dan saran positif, menentukan
sikap berkenaan dengan kebijakan politik sehingga terhindar dari stigma politik
ambivalen atau klaim gerakan yang dianggap inkonsistensi, mengkonsolidasikan
semua DPD Wahdah Islamiyah dan meminimalisir perbedaan, mengupayakan
keberadaanya diterima oleh kalangan umum muslim Indonesia dengan melakukan
kegiatan-kegiatan sosial dan berupaya mendirikan sebuah institusi agama yang
sangat terpusat, diisi oleh tokoh-tokoh Wahdah Islamiyah terkemuka dan memiliki
otoritas penuh untuk pembentukan basis konstituen.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Perkembangan hukum Islam seiring dengan tumbuhnya agama Islam. Agama
Islam pada hakikatnya adalah himpunan akidah, akhlak, dan hukum amaliah.
Hukum-hukum amaliah ini pada masa Rasulullah saw. telah dibentuk dari beberapa
hukum yang telah ada dalam al-Qur’an. Hukum Islam pada periode pertama merujuk
pada hukum Allah swt. dan Rasul-Nya, sumbernya adalah al-Qur’an dan sunah.1
Pada zaman al-khulafa> al-ra>syidu>n wahyu telah berhenti, sementara berbagai
peristiwa hukum bermunculan, sehingga memerlukan penyelesaian hukum. Mulailah
usaha menganalogikan peristiwa hukum baru tersebut kepada peristiwa hukum yang
secara tekstual dinyatakan kedudukan hukumnya, baik dalam al-Qur’an maupun
dalam sunah.
Jika ditemukan kejadian-kejadian baru yang tidak pernah terjadi pada masa
Rasulullah saw., para mujtahid berijtihad dalam menetapkan beberapa hukum syariat
Islam yang disandarkan kepada hukum-hukum pada periode Nabi saw., sesuai
dengan hasil ijtihadnya. Perwujudan hukum-hukum fikih dalam periode ini adalah
terjadi dari hukum Allah swt. dan Rasul-Nya, serta fatwa sahabat dan keputusannya.
Jadi sumbernya ialah al-Qur’an, sunah dan ijtihad para sahabat.
Pada periode ijtihad dan kemajuan Islam, lahir ahli-ahli hukum baik dari
kalangan sahabat maupun tabi’in yang tersebar pada beberapa kota seperti Madinah,
Mekah, Kufah, dan lain sebagainya. Pada masa ini, sumber hukum Islam selain al-
1‘Abdul Wahha>b Khalla>f, ‘Ilmu Us}u>l al-Fiqh (Cet. II; Kairo: Maktabah al-Da‘wah al-
Isla>mi>yah Syaba>b al-Azhar, 2002), h. 12.
2Qur’an ,sunah, dan ijmak ulama menambahkan dengan qiya>s. Mazhab-mazhab fikih
seperti Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali, telah melahirkan karya-karya
orisinal dalam bidang hukum dan meletakkan dasar-dasar pengembangan hukum
Islam.2
Hukum Islam terkait dengan hampir seluruh kegiatan lahiriyah manusia,
yakni mulai dari kegiatan yang bersifat ibadah, maupun muamalah (ekonomi,
pidana, perdata, perdamaian, perang, hubungan antaragama, dan lain sebagainya).3
Keberadaan hukum Islam bertujuan menjelaskan berbagai aspek kehidupan manusia.
Penjelasan ini membuat bidang muamalah terasa telah memiliki landasan hukum dan
keabsahan sehingga tidak saja diakui oleh pemerintah melainkan juga oleh agama.
Prospek perkembangan hukum Islam membutuhkan kinerja aktif semua
pihak, sebab mewujudkan hukum universal membutuhkan kerja kolektif segenap
komponen yang ada. Perumusan hukum Islam membutuhkan perhitungan yang
cermat agar dapat dikontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat setempat.
Proses perumusan ini selanjutnya membuka ruang bagi usaha kolektif semua
komponen yang kemudian melakukan penerapan hukum Islam secara kolektif dalam
sebuah wadah organisasi masyarakat.
Penerapan hukum Islam idealnya tidak hanya mencakup persoalan-persoalan
legal dan jurisprudensial, melainkan juga praktik-praktik ibadah ritual, teologi, etik
dan juga kesehatan personal dan tatakrama yang baik. Ibadah ritual meliputi aturan
tentang salat, puasa, zakat, haji, nazar, dan sebagainya yang bertujuan untuk
mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Ketentuan hukum ibadah ini,
2Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner, Normatif
Perenialis, Sejarah, filsafat, Psikologi, Sosiologi, Manajemen, Teknologi, Informasi, Kebudayaan,
Politik, dan Hukum (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010),  h. 327.
3Abuddin Nata, Ilmu Pendidikan Islam dengan Pendekatan Multidisipliner…, h. 320.
3semula diatur secara global (mujmal) dalam al-Qur’an, kemudian dijelaskan oleh
sunah Rasul, berupa ucapan, perbuatan dan penetapannya dan diformulasikan oleh
para fukuha ke dalam kitab-kitab fikih.
Pada prinsipnya dalam masalah ibadah, kaum muslimin menerimanya sebagai
ta’abbudi>, artinya diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, tanpa terlebih
dahulu merasionalisasikannya. Hal ini karena arti ibadah sendiri adalah
menghambakan diri kepada Allah, zat yang berhak disembah. Manusia tidak
memiliki kemampuan untuk menangkap secara pasti alasan (‘illat) dan hikmah apa
yang terdapat di dalam perintah ibadah tersebut.
Berangkat dari pemahaman di atas, usaha penerapan syariat Islam tidak
hanya meliputi aspek keagamaan yang bersifat individual, melainkan juga sejumlah
aturan menyangkut kehidupan sosial-politik dan bahkan kenegaraan. Sekecil apapun,
harus tetap ditegakkan dengan kekuatan yang memungkinkan (bi qadr al-imka>n),
meskipun sementara ini tidak menjadi dasar negara.
Semangat penerapan hukum Islam di Indonesia tampaknya tidak pernah
padam dari dahulu hingga sekarang. Sejak Islam masuk di Nusantara sejak itu pula
kerajaan Islam berusaha menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.
Eksistensi kerajaan-kerajaan besar Islam, seperti kerajaan Samudera Pasai, kerajaan
Demak, kerajaan Mataram, kerajaan Tidore, Kerajaan Gowa, kerajaan Bone dan
kerajaan Islam lainnya di Nusantara, semuanya merupakan kerajaan Islam yang
dengan gigih memperjuangkan penerapan hukum Islam sebagai ideologi kerajaan
masing-masing.4
4Lihat Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum
Islam Di Indonesia, edisi VI (Cet. XIV; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 209-210.
4Usaha menempatkan hukum Islam sebagai dasar negara telah dilakukan oleh
para pemimpin Islam dalam berbagai kesempatan yang terbuka. Ketika Badan
Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan terbentuk dan bersidang pada zaman
pemerintahan Jepang untuk merumuskan dasar negara. Sidang tersebut membahas
dan menentukan hukum dasar negara Indonesia yang merdeka dikemudian hari, para
pemimpin Islam yang menjadi anggota badan tersebut berusaha memulihkan dan
memosisikan hukum Islam dalam Negara Indonesia.
Upaya tersebut tidak sia-sia karena setelah bertukar pikiran melalui
musyawarah di antara pemimpin Islam, kalangan kebangsaan dan Nasrani, para
pemimpin Indonesia yang menjadi perancang dan perumus UUD Republik Indonesia,
yang kemudian dikenal dengan UUD 1945, menuangkan persetujuan mereka itu ke
dalam suatu piagam yang kemudian terkenal dengan nama Piagam Jakarta. Di dalam
Piagam Jakarta yang dijadikan Mukaddimah atau pembukaan UUD 1945 itu
dinyatakan antara lain, bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.5
Pada konteks keindonesiaan sendiri telah banyak organisasi masyarakat Islam
yang berusaha melakukan serangkaian usaha kolektif dalam merumuskan dan
menerapkan rumusan penegakan hukum Islam. Penerapan hukum Islam secara
organisasional pada gilirannya terbentur oleh konsensus yang berbeda-beda dari
segenap organisasi masyarakat yang ada.
Semua organisasi masyarakat yang ada memiliki interpretasi sendiri terhadap
rumusan penerapan hukum Islam sesuai dengan konteks keindonesiaan. Perbedaan
5Juhaya S. Praja. Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1991),  h. 74.
5cara pandang tersebut diperparah lagi dengan adanya perbedaan kepentingan praktis
yang diperjuangkan masing-masing organisasi.
Perbedaan rumusan, sudut pandang dan kepentingan masing-masing
organisasi masyarakat Islam tersebut merupakan hal yang normal apabila dipandang
dari unsur keragaman cara berpikir manusia. Perbedaan yang terjadi pada setiap
organisasi masyarakat Islam apabila ditelusuri dengan pendekatan rasional
ditemukan persamaan peran yang cukup berarti. Persamaan peran tersebut terjadi
dalam usaha merumuskan konsensus penegakan hukum Islam di bidang kerjanya
masing-masing.
Persoalan bangsa ini sangat besar, tidak bisa hanya diselesaikan oleh
pemerintah, partai politik atau kelompok-kelompok tertentu. Pada konteks
penerapan hukum Islam dan semangat pengamalan pemurnian pembaruan dan slogan
kembali kepada al-Qur’an dan hadis, ormas Wahdah Islamiyah sebagai bagian dari
komponen bangsa, salah satu ormas Islam, diharapkan dapat menjadi bagian dari
solusi bangsa ini, bisa bekerja sama dengan pemerintah dalam membangun
masyarakat yang Islami.
Wahdah Islamiyah pada mulanya merupakan suatu gerakan Islam lokal yang
menisbahkan dirinya kepada penyadaran syariat Islam, pencerahan, moral/akhlak,
dan pendidikan, kini telah meluas ke berbagai wilayah di tanah air dengan jaringan
organisasi yang cukup rapi dan kesadaran di kalangan aktivisnya mengenai
pentingnya pembinaan hukum Islam dan pemberdayaan umat.6
Sebagai ormas Islam sekaligus gerakan keagamaan, Wahdah Islamiyah telah
memiliki cukup banyak cabang yang tersebar di berbagai wilayah Propinsi dan
6Syarifuddin Jurdi, Islam dan Politik Lokal Studi Kritis atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah
(Yogyakarta: Pustaka Cendikia Press, 2006), h. 147.
6Kabupaten/Kota. Konsep Wahdah Islamiyah yang bergerak di bidang hukum Islam,
pendidikan, dan konsepsi keagamaan menjadikan ormas ini berkembang cukup pesat.
Namun, tidak dapat dinafikan bahwa ormas Islam Wahdah Islamiyah yang memiliki
corak pandangan sendiri tentang konsep penegakan hukum Islam, belum bisa
diterima semua umat Islam yang selama ini akrab dengan kultur dan adat istiadat
yang telah lama dipegangi dan diyakininya.
Di Kota Makassar, ormas Wahdah Islamiyah cukup memberikan perhatian,
sebab kiprah dakwah, penerapan hukum Islam, dan gerakan keagamaan yang mereka
peragakan terkesan ekslusif, tidak dinamis menimbulkan permasalahan pada level
tertentu, terutama di tingkat umat beragama akar rumput. Padangan-pandangan
terhadap penerapan hukum Islam yang berusaha mengembalikan ke konsep salafi
dan tekstual, oleh sebagian masyarakat muslim dianggap dapat mencederai
keberagaman dalam kehidupan, dan eksistensi ritual agama yang salama ini telah
berakar di kalangan masyarakat Islam kota Makassar.
Wahdah Islamiyah Kota Makassar meskipun tergolong baru dibanding
dengan organisasi Nahdatul Ulama ataupun Muhammadiyah, namun nama Wahdah
Islamiyah telah dikenal oleh banyak kalangan. Pandangan-pandangan elit Wahdah
Islamiyah di Makassar tentang dasar-dasar ajaran Islam ternyata menimbulkan
persoalan, terutama konsepsi cara penerapan hukum Islam dalam masyarakat Kota
Makassar. Hal tersbut menarik bagi penulis ingin menelusuri sifat terjang peranan
ormas Wahdah Islamiyah terhadap penerapan hukum Islam di Kota Makassar.
7B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian
Adapun fokus penelitian dalam tesis ini adalah organisasi masyarakat
Wahdah Islamiyah di kota Makassar dengan periode kepengurusan tahun 2008
sampai dengan tahun 2012. Pada penelitian ini memokuskan pada bentuk-bentuk
peranan dalam memformulasikan produk hukum dan metode penerapannya.
2. Deskripsi Fokus Penelitian
Pada penelitian ini difokuskan pada peran Wahdah Islamiyah dalam
penerapan hukum Islam di kota Makassar. Untuk menghindari terjadinya penafsiran
yang keliru terhadap judul tesis ini, perlu dideskripsikan beberapa istilah sebagai
berikut:
a. Wahdah Islamiyah
Wahdah Islamiyah adalah ormas Islam yang mengusung ide pemurnian
ajaran agama dengan prinsip kembali kepada al-Qur'an dan hadis berlandaskan pada
pemahaman al-salaf al-s}a>hih}.7 Pada penelitian ini peranan8 Wahdah Islamiyah yang
dimaksud adalah hal-hal yang berkenaan bentuk-bentuk implementasi penerapan
hukum Islam baik pemurnian maupun pembumian corak pemikiran Wahdah
Islamiyah dari aspek teologi, fikih, politik dan sosial kemasyarakatan.
7Moh. Salim Aldjufri, Wahdah Islamiyah Di Gorontalo (Tesis, Program Pascasarjana UIN
Alauddin, Makassar, 2010), h. 15.
8Menurut Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata peran memiliki arti: 1. Pemain
sandiwara, peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam film sandiwara. 2.
Seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat,
peranan berarti bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Departemen Pendidikan Nasional,
Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi III (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 854.
8b. Hukum Islam
Hukum Islam merupakan peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan
kehidupan berdasarkan al-Qur’an dan hadis; hukum syarak.9 Kaidah, asas, prinsip
atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa
ayat al-Qur’an, hadis Nabi saw., pendapat sahabat dan tabiin, maupun pendapat
yang berkembang di suatu masa dalam kehidupan umat Islam.10 Hukum Islam
biasanya dikenal dengan nama Fikih (yang tadinya memiliki arti bahasa memahami),
sering juga disebut Syariat (yang semula berarti hasil perbuatan). Penamaan dengan
istilah fikih ini menunjukkan totalitas luas lingkupnya dalam kehidupan sehingga
penerapannya dalam segenap aspek kehidupan mencakup hukum syariah dan hukum
fikih.
Tabel 1.1
Matriks Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
Wahdah Islamiyah
1. Karakteristik bidang teologi, fikih, politik
& sosial kemasyarakatan.
2. Peran DPD Wahdah Islamiyah Kota
Makassar.
Hukum Islam Upaya penerapan prinsip-prinsip hukum Islam
berdasarkan manhaj al-salaf al-s}a>hih }.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang terdahulu, masalah pokok yang diangkat dalam
penelitian ini adalah: “Bagaimana Karakteristik dan Peranan Wahdah Islamiyah
dalam Penerapan Hukum Islam di Kota Makassar.” Adapun sub masalah yang
diangkat sebagai berikut:
9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 411.
10Ensiklopedi Hukum Islam (Cet.V; Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), h. 575.
91. Bagaimana karakteristik pemikiran hukum Islam Wahdah Islamiyah ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk peranan Wahdah Islamiyah terhadap upaya
implementasi hukum Islam?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Wahdah
Islamiyah dalam penerapan hukum Islam di Kota Makassar?
D. Kajian Pustaka
Kajian tentang peranan Wahdah Islamiyah dalam upaya penerapan hukum
Islam, sejauh penelusuran yang dilakukan calon peneliti terhadap sejumlah literatur
belum ada. Literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini dapat ditemukan dari
beberapa tulisan baik yang berbahasa asing maupun berbahasa Indonesia dengan
masing-masing aspek kajiannya. Di antara hasil penelitian yang relevan dengan
penelitian ini adalah:
Karya ilmiah dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Abdul Fattah dalam
tesisnya “Kecenderungan Manhaj Wahdah Islamiyah dalam Pengkajian Hadis” tesis
ini menggambarkan bahwa Wahdah Islamiyah dalam memahami hadis Nabi saw.
cenderung tekstual. Hal itulah yang membuat berbeda dengan kajian penelitian ini
yang akan mengkaji Wahdah Islamiyah secara khusus dari sisi penerapan Hukum
Islam di Kota Makassar. Meskipun berbeda, penelitian ini tetap memiliki keterkaitan
dengannya karena manhaj pengkajian hadis merupakan bagian yang tak terpisahkan
dalam penerapan Hukum Islam.
Ahmad Rofiq, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Islam di Indonesia:
yang mengulas tentang hukum Islam di Indonesia; pengertian, latar belakang
keberadaan dan kekuatan hukumnya, dengan menjelaskan atau menunjukkan antara
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syari’ah dan fikih memiliki hubungan yang sangat erat, dengan demikian hukum
Islam sama juga dengan syariah atau fikih, maka penerapan hukum Islam di
Indonesia tidak bisa lepas dari consensus dengan istilah syariah dan fikih.
Akhmad Mujahidin, dalam bukunya yang berjudul “Aktualisasi Hukum Islam
Tekstual dan Kontekstual” dalam penerapannya yang berkaitan dengan historisitas
hukum Islam dengan pemaparan berfokus kepada masalah kodifikasi hukum Islam
pertama, pemikiran hukum Islam yang banyak memaparkan hukum Islam di mata
orientalis, dan aktualisasi hukum Islam yang membahas masalah penanggulangan
krisis dan pemulihan sistem hukum di Indonesia dan pembaharuan hukum Islam di
Indonesia. Dari berbagai permasalahan ini dapat digambarkan dalam penulisan tesis
dalam sebuah karya.
Buku-buku yang dipaparkan tersebut secara umum mengkaji pada domain
hukum atau hukum Islam secara keseluruhan tentang berlakunya hukum Islam mulai
pada masa Rasululullah, pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, sampai
sekarang. Oleh karena itu, penelitian ini penulis mencoba memberi ruang pada aspek
penerapan hukum Islam di Kota Makassar.
Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka yang menjadi fokus penulisan tesis
ini tidak hanya mendeskripsikan kajian hukum Islam, tetapi juga menjelaskan pesan-
pesan yang terkandung dalam peranan Wahdah Islamiyah dalam penerapan hukum
Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannnya, dan yang
mengatur antara manusia dengan sesamanya, menggali informasi terhadap hukum
Islam di Indonesia dengan mengklasifikasikan dan mengkategorikan syariat-syariat
Islam yang relevan dan sinkron terhadap hukum yang terkandung dalam al-Qur’an,
Sunah dan Ijmak ulama. Memformulasi hukum tersebut ke dalam fikih Islam yang
11
berkaitan dengan perbuatan manusia sehingga hukum Islam yang terkandung di
dalam al-Qur’an dan sunah Nabi dapat terealisasi.
Hukum Islam merupakan bagian integral ajaran Islam yang tidak mungkin
bisa dilepas atau dipisahkan dari kehidupan umat Islam, atas dasar keyakinan
keislamannya. Kaum muslim akan mengalami ketenteraman batin dalam kehidupan
beragama jika hukum Islam menjadi landasan dan tatanan hidup mereka.
Penerapan hukum Islam merupakan permasalahan hampir di setiap negara,
khususnya bagi negara-negara yang penduduknya mayoritas umat Islam,
permasalahan hukum Islam sangat banyak dan beragam, baik kualifikasinya maupun
modus operandinya. Banyaknya masalah hukum tersebut, banyak pula yang belum
atau bahkan mungkin sulit untuk dapat diselesaikan. Salah satu masalah yang masih
melilit adalah penerapan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat terjadi secara
kompleks dan sistemik. Oleh karena itu, pembenahannya perlu dilaksanakan secara
sistemik.
Menurut Friedman, sistem hukum mencakup tiga aspek yaitu: aspek
structural, subtansial dan cultural. Agar supremasi hukum Islam dapat berwujud,
tentunya ketiga sub sistem tersebut harus dilakukan secara simultan. Struktur
hukum yang dimaksud di sini mencakup dua hal, yaitu kelembagaan hukum dan
aparatur hukum, substansi hukum Islam adalah norma hukum, sedangkan kultur
hukum adalah bagaimana hukum Islam dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat.11
Secara teoretis hukum Islam berfungsi untuk menciptakan keadilan,
keamanan dan ketentraman hidup dalam masyarakat. Demikian pula hukum Islam
bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat demi
11M. Lawrence Friedman, Law and Society: An Introduction (Englewood Cliff: Prentice Hall
Inc, 1977), h. 71-74.
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tegaknya keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan dengan peran hukum Islam,
termasuk hukum lainnya, sebagai kontrol sosial yang menjadi bagian dari sistem
yang mengintegrasikan individu ke dalam masyarakat dan sebagai social enginering
(a tool of social enginering) yang merupakan sarana penegakan masyarakat yang
ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan hukum
Islam.12
Sejalan dengan fungsi hukum Islam sebagai kontrol sosial, peran hukum
Islam menjadi titik sentral kajian dalam upaya memformulasikan hukum di
Indonesia dengan fokus beberapa hukum, diantaranya penerapan syariat Islam di
Indonesia, seperti undang-undang perkawinan, bertolak dari hal tersebut, hukum
Islam telah memaparkan hukum berdasarkan dalil al-Qur’an dan sunah.
Secara substansi hukum Islam dibuat berorientasi kepada kemaslahatan dan
mencegah kejahatan manusia. Islam memperkenalkan suatu konsep sebagai kerangka
teoretis berupa teori maslahat dalam menanggulangi perbuatan-perbuatan yang
syubhat. Dilihat dari sisi kekuatan substansinya, baik dari tataran d}aru>riya>t (primer,
sangat utama), atau berada pada tingkat ha>jiyah (sekunder, kebutuhan) dan berada
pada tingkat tah}si>niyah ( tersier, kebaikan).13
Kemaslahatan d}aru>riya>t yaitu kemaslahatan yang harus ada untuk tegaknya
kebahagiaan, kemaslahatan bagi manusia, baik ukhrawiyah maupun dunyawiyah.
Apabila d}aru>riyya>t tidak ditegakkan, maka akan terganggu keharmonisan kehidupan
manusia di dunia dan akan mendapatkan siksaan di akhirat. Kemasalahatan h}a>jiyah
12Todung Mulya Lubis, Hak Asasi Manusia dan Pembangunan (Jakarta: YLBHI, 1987), h.
21.
13Lihat, Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, edisi Revisi (Jakarta: Renika Cipta, 1994),
h. 28.
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yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghindari kesulitan,
sedangkan tah}si>niyah yaitu kebutuahan yang tidak sampai pada tingkatan primer
dan sekunder dan hanya sekedar pelengkap.14
Hal tersebut sejalan dengan teori maqa>s}id al-syari>’ah. Prinsip maqa>s}id al-
syari>’ah adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia.15 Kemaslahatan itu tidak
hanya dilihat dalam arti teknis belaka, juga dalam upaya dinamika dan
pengembangan hukum Islam dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis
dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu,
pengetahuan dan pemahaman maqa>s}id al-syari>’ah dari al-Qur’an dan sunah nabi
sebagai sumber pencarian maqa>s}id al-syari>’ah merupakan aspek penting dalam
melakukan istimba>t} hukum.16
Dilihat dari aspek yuridis, teori maqa>s}id al-syari>’ah meletakkan prinsip-
prinsip yang menjadi pertimbangan pokok dari tujuan hukum Islam, yaitu
terwujudnya kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan
tersebut termaktub dalam al-mas}a>lih al-khamsah atau lima kebutuhan pokok dalam
kehidupan manusia yang mencakup pemeliharaan agama (hifz} al-di>n) jiwa (hifz} al-
nafs), keturunan dan kehormatan (hifz} al-nasl), harta (hifz} al-ma>l) dan akal (hifz} al-
‘aql).17
14Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: Teras, 2008), h. 93-96.
Lihat Mahmud Bilal Mahran, Mausu>‘a>t al-Tasyri>’ al-Isla>mi> (Kairo: al-Majlis al-A‘la>, 2009), h. 619.
15Abu> Isha>q al-Sya>t}ibi Ibra>him bin Mu>sa al-Garna>t}i al-Ma>liki, al-Muwa>faqa>t fi Us}u>l al-
Syari>’ah, jilid II (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 4.
16Syamsul Bahri, Metodologi Hukum Islam, h 185.
17Al-Sya>t}ibi, al-Muwa>faqa>t fi Us}ul al-Syari>’ah, jilid I, juz I, h. 195.
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Perilaku manusia merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami
dari berbagai sisi yang berbeda. Hal itulah dalam keseharian seseorang dapat
menangkap berbagai komentar suatu peristiwa dalam lingkungan masyarakat yang
berbeda satu dengan lainnya, baik pandangan itu dilakukan di dunia nyata maupun di
dunia alam gaib, fenomena kehidupan manusia itu dilakukan di dunia gaib. Karena
kehidupan manusia tidak mengenal waktu dan tempat, maka kehidupan manusia di
manapun dan kapanpun pada dasarnya memiliki implikasi yang sama, hanya
memiliki sedikit perbedaaan tingkat kadar yang diakibatkan.
E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini bertujuan untuk:
a. Mendeskripsikan karakteristik pemikiran hukum Islam Wahdah Islamiyah
b. Mengeksplanasi bentuk-bentuk peranan Wahdah Islamiyah terhadap upaya
implementasi hukum Islam
c. Menguraikan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Wahdah
Islamiyah dalam penerapan hukum Islam di kota Makassar
2. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:
a. Manfaat teoretis
Secara teoretis dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu
pengetahuan dan bentuk formulasi hukum, khususnya kepada lembaga Wahdah
Islamiyah di Kota Makassar.
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b. Manfaat Praktis
Selain manfaat teoretis yang diharapkan dalam penelitian ini tentu manfaat
praktis juga sangat diharapkan yaitu:
1. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Wahdah Islamiyah
dalam penerapan Hukum Islam di Kota Makassar dan dalam mengambil
kebijakan yang berkenaan dengan peningkatan kualitas organisasi.
2. Sebagai bahan masukan bagi organisasi Wahdah Islamiyah Kota Makassar,
dalam mengintrospeksi diri dalam melaksanakan, menguatkan, dan
meningkatkan peranannya di Kota Makassar. Bahan masukan bagi Wahdah





A. Sejarah Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia
1. Formulasi hukum Islam di Indonesia
Hukum Islam adalah hukum yang bersandar dari agama Islam dan menjadi
bagian dari agama Islam. Sebagai sistem hukum yang mempunyai beberapa istilah
kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, istilah tersebut adalah istilah syari‘ah
(syara‘) dan fikih. ada yang memaknai syari‘ah sebagai din dan millat. Ada pula
yang membedakan syari‘ah dan fikih, ada juga yang memaknai syariah adalah
hukum-hukum yang telah jelas nashnya, atau qat {‘i> sedangkan fikih adalah hukum-
hukum yang z}anni yang dapat dimasuki pemikiran manusia (ijtiha>di>). Maka untuk
memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengertian hukum Islam, terlebih dahulu
akan dijelaskan pengertian syari‘ah dan fikih.
a. Syariah
Kata syariah, secara etimologis, kata al-syari>‘ah mempunyai konotasi
masyra‘ahal-ma>’ (sumber air minum).1 orang arab tidak menyebut sumber tersebut
dengan sebutan syari‘ah kecuali jika sumber tersebut airnya melimpah dan tidak
pernah kering.2 Pada bahasa arab syara‘a berarti nahaja (menempuh) secara harfiah,
syariah artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai.
Penggunaannya dalam al-Qur’an diartikan sebagai jalan yang jelas yang membawa
kepada kemenangan. Terminologi ulama usul fikih, syariah adalah titah (khitab)
1Ibn al-Manz}u>r, Lisa>nul ‘Arab, juz I (Bairu>t: Maktabah Lubna>n, 1999), h. 175.
2Ibn al-Manz}u>r, Lisa>nul ‘Arab, juz I.
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Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf (muslim balig, dan berakal
sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat atau
penghalang).3 Jadi konteksnya, adalah hukum-hukum yang bersifat praktis
(‘amaliyah).
Kata syariah meliputi semua aspek ajaran agama; yakni akidah, syariah
(hukum) dan akhlak. Ini terlihat pada syariah setiap agama yang diturunkan sebelum
Islam.Bagi setiap umat, Allah memberikan syariah. Namun karena agama-agama
yang sebelum nabi Muhammad saw, inti akidahnya adalah tauhid (mengesakan
Tuhan).Dapat dipahami bahwa cakupan syari‘ah adalah amaliah sebagai konsekuensi
dari akidah yang diimani setiap umat. Kendatipun demikian ketika digunakan kata
syariah, maka pemahaman akan tertuju kepada semua aspek ajaran Islam.
Mahmud Syaltut dalam bukunya al-Isla>m, Aqi>dah wa Syari>‘ah,
mendefinisikan bahwa syariah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada
manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya,
dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.4 Sebagai penjabaran dari akidah,
syariah tidak bisa terlepas dari akidah. Keduanya memiliki hubungan
ketergantungan. Akidah tanpa syariah tidak menjadikan pelakunya (muslim) menjadi
selamat, demikian juga syariah tanpa akidah akan sesat. Sebagaimana dalam firman
Allah dalam QS Ali Imra>n/3: 64.
 ِﺮْﺸُﻧ َﻻَو َﻪﱠﻠﻟا ﱠﻻِإ َﺪُﺒْﻌَـﻧ ﱠﻻَأ ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑَو ﺎَﻨَـﻨ ْـﻴَـﺑ ٍءاَﻮَﺳ ٍﺔَﻤِﻠَﻛ َﱃِإ اْﻮَﻟﺎَﻌَـﺗ ِبﺎَﺘِﻜْﻟا َﻞْﻫَأَﺎﻳ ْﻞُﻗ َﻻَو ﺎًﺌْﻴَﺷ ِﻪِﺑ َك
 َﺬِﺨﱠﺘَـﻳ َنﻮُﻤِﻠْﺴُﻣ ﺎﱠَﻧِﺄﺑ اوُﺪَﻬْﺷا اﻮُﻟﻮُﻘَـﻓ اْﻮﱠﻟَﻮَـﺗ ْنَِﺈﻓ ِﻪﱠﻠﻟا ِنوُد ْﻦِﻣ ًﺎﺑَﺎﺑَْرأ ﺎًﻀْﻌَـﺑ  ﺎَﻨُﻀْﻌَـﺑ .
3Abdul Wahab al-Khallaf, Ilm Us}u>l al-Fiqh (Kuawait: Da>r al Qalam, 1978), h. 96.
4Mahmud Syaltut, al-Isla>m, ‘Aqi>dah wa Syari>‘ah (Mesir: Da>r al-Qalam, 1966), h. 12.
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Terjemahnya:
Katakanlah: Hai Ahli Kitab, marilah bersatu dalam suatu kalimat  (ketetapan)
yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu, bahwa kita semua tidak
sembah kecuali Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka :
Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang meyerah diri kepada Allah.5
Dapat dipertegas bahwa syariah adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah
swt, yang dijelaskan oleh Rasul-Nya, tentang pengaturan semua aspek kehidupan
manusia, dalam mencapai kehidupan yang baik, di dunia dan di akhirat kelak.
Ketentuan syariah terbatas dalam firman Allah swt, dan sabda Rasul-Nya.6 Agar
segala ketentuan (hukum) yang terkandung dalam syariah tersebut dapat diamalkan
oleh manusia, maka manusia harus bisa memahami segala ketentuan yang
dikehendaki oleh Allah swt., yang terdapat dalam syari‘ah tersebut.
Syariah Islam, diturunkan secara bertahap dapat dibagi dalam dua periode,
yakni periode Mekkah dan Madinah. Keseluruhannya memakan waktu sekitar 22
tahun 2 bulan 22 hari. Sehubungan dengan hal tersebut muncul istilah teknis syar‘i>
(legislasi atau pengundangan). Istilah ini dikemudian hari, menjadi salah satu
perbendaharaan istilah penting dalam kajian fikih (hukum Islam). Jadi syariah adalah
produk atau materi hukumnya, tasyri‘ adalah bentuk undang-undangnya dan yang
memproduk disebut sya>ri‘i adalah Allah swt.
b. Fikih
Secara etimologi, fikih berarti paham yang mendalam (al-fahmu al-‘ami>q).
Hal ini dapat dibedakan dengan kata ‘ilm yang artinya mengerti. Ilmu bisa diperoleh
5Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Yayasan
Penyelenggara  Penerjemah Al-Qur’an, 2009),  h. 64.
6Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Ismail Muhammad Syah,
Filsafat Hukum Islam (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 16.
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secara nalar atau wahyu. Fikih menekankan pada penalaran meski penggunaannya
nanti ia akan terikat pada wahyu, atau kumpulan hukum syar‘i> yang berkaitan
dengan perbuatan atau tindakan bukan akidah yang terambil dari dalil yang spesifik.7
Fikih secara harfiah berarti memahami atau mengerti tentang sesuatu dan
dalam pengertian ini fikih dan paham adalah sinonim. Kata fikih pada mulanya oleh
orang-orang Arab bagi seseorang yang ahli dalam mengawinkan unta yang mampu
membedakan mana yang betina dan mana yang jantan. Dengan sendirinya, ungkapan
fikih di kalangan mereka sudah lumrah digunakan.8 Dari ungkapan ini, dapat diberi
pengertian “pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang suatu hal’.9
Al-Qur’an menggunakan kata fikih dalam pengertian “memahami” secara
umum sebanyak 20 kali.10 Ungkapan al-Qur’an menunjukkan bahwa pada masa
Rasul istilah fikih tidak hanya digunakan dalam pengertian hukum saja, tetapi
mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek kehidupan dalam Islam, baik
teologis, ekonomi dan hukum. Pada periode awal ditemukan sejumlah istilah seperti
fikih, ilmu, iman, tauhid, tazkir dan hikmah, yang digunakan dalam pengertian yang
sangat luas, tetapi dikemudian hari arti yang banyak itu menyatu dalam pengertian
yang sangat sempit dan khusus.
Alasan terjadinya perubahan ini adalah karena masyarakat muslim semasa
hidup Rasul tidaklah kompleks dan beraneka ragam sebagaimana tumbuh
berkembangnya Islam kemudian. Pada masa awal Islam istilah fikih dan ilmu sering
digunakan bagi pemahaman secara umum. Rasul pernah mendoakan Ibnu Abbas
7Abdul Wahab al-Khallaf, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh, h. 11.
8Ibnu Munz}u>r, Lisa>nul-‘Arab, jilid 8, h. 253.
9Jalaluddin al-Suyu>ti, al-Munzir (Kairo: t.p., t.th.), h. 638.
10Muhammad Bassa>m Rusydi al-Zaini, al-Mu’jam al-Mufahras lima‘a>ni al-Qur’an (Bairu>t:
Da>r al-Fikr al-Mu‘a>s}ir, 1995), h. 905.
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dengan mengatakan (ya Allah berikanlah dia pemahaman dalam agama).11 Dari
statemen tersebut bisa ditangkap bahwa maksud dari pemahaman tersebut adalah
bukan hanya bidang hukum semata, melainkan juga pemahaman tentang Islam
secara luas.12 Perlu diketahui juga bahwa kalam dan fikih tidak dapat dipisahkan
sampai masa awal al-Makmun (w. 218). Berarti hingga abad ke-2 Hijrah fikih
mencakup masalah-masalah theologis dan masalah-masalah hukum. Dalam kitab
fikih al-akbar, karya Imam Abu Hanifah menyanggah kepercayaan pengikut
Qadariyah tentang prinsip-prinsip dasar Islam, seperti keimanan, keesaan Allah,
sifat-sifat-Nya, kehidupan alam akhirat dan lain-lain.13 Masalah-masalah ini adalah
masalah-masalah kalam dan bukan masalah-masalah hukum, hal demikian
menunjukkan bahwa kalam juga dicakup oleh istilah fikih pada masalah-masalah
awal Islam, dikarenakan artinya yang umum dan komprehensif.
Berdasarkan pengertian etimologis inilah bahwa terminologi fikih berarti
memahami dan mengetahui wahyu (baik al-Qur’an maupun sunah) dengan
menggunakan penalaran akal dan metode tertentu sehingga diketahui bahwa
ketentuan hukum dari mukallaf (subjek hukum) dengan dalil-dalil yang rinci.
Metode yang digunakan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum ini
kemudian menjadi disiplin ilmu tersendiri yang dikenal dengan ushul fikih, yang
dapat diterjemahkan dengan teori hukum Islam. Usul fikih memuat prinsip-prinsip
penetapan hukum berdasarkan kaidah-kaidah kebahasaan (pola penalaran baya>ni>),
11Ibnu Sa‘ad, al-T{abaqat al-Kubra (Beiru>t: t.p., 1959), h. 363.
12Orang Arab Badwi pernah meminta kepada Rasul agar mengutus kepala suku mereka untuk
mengajarkan mereka masalah agama. Dari sana dapat dipahami bahwa orang Badwi tidak hanya
minta diajari masalah hukum saja, tetapi seluruh aspek yang berhubungan dengan masalah agama.
Lihat Ibnu Hisyam, al-Sirah (Kairo: t.p., 1329), hal. 32.
13Abu Hanifah an-Nu’man bin Tsabit al-Ku>fi>, al-Syarah al-Masyir ala al Fiqhain al-Asbah
wa al-Akbar al-Mansubain li Abi Hani>fa (t.tp: Maktabah al-Furqa>n, 1999), h. 163.
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kaidah yang berdasarkan rasio (penalaran tah}li>li>) dan kaidah pengecualian (penalaran
istis}na>i>>).14
Akan tetapi dalam perkembangan berikutnya, muatan terminologi fikih tidak
lagi bersifat umum, melainkan bersifat khusus pada hukum-hukum syariah yang
berkaitan dengan perbuatan manusia.
Secara istilah definisi fikih yang dikemukakan oleh fukaha bekisar:
ﺔﻴﻠﺼﻔﺘﻟا ﺎﻬﺘﻟدأ ﻦﻣ ﺐﺴﺘﻜﳌا ﺔﻴﻠﻤﻌﻟا ﺔﻴﻋﺮﺸﻟا مﺎﻜﺣﻷﺎﺑ ﻢﻠﻌﻟا
Maksudnya:
Ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliah yang ditemukan dari dalil-
dalil yang rinci.15
Berdasarkan definisi tersebut, paling tidak ada empat hal yang membedakan
istilah fikih sebagai salah satu disiplin ilmu keislaman dengan selainnya, yaitu:
Pertama, fikih adalah suatu ilmu, sebagai suatu ilmu, fikih memiliki tema
pokok dengan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip khusus. Karenanya, dalam
mengkaji fikih mujtahid para manggunakan metode-metode atau pendekatan
tertentu, seperti qiyas, istih}sa>n, mas}lah}ah mursalah, atau metode ijtihad lainya.
Kedua, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah, penggunaan kata
“tentang hukum-hukum syariah” menunjukkan bahwa kajian dan ruang lingkup fikih
menyangkut ketentuan-ketentuan yang bersifat syar‘i> dan tidak mencakup pada
persoalan di luar hukum syarak, seperti hukum-hukum akal. Seperti satu adalah
separuh dari dua, tidak termasuk ke dalam pengertian fikih menurut istilah.
14Alyasa Abu Bakar, Ahli Waris Sepertalian Darah (Jakarta: INIS, 1998), h. 7.
15Wahbah al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh (Dimaskus: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 14.
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Ketiga, fikih adalah ilmu-ilmu syarak yang bersifat ‘amaliah. Kata ‘amaliah
menunjukkan bahwa hukum-hukum fikih selalu berkaitan dengan perbuatan yang
dilakukan manusia baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Dengan demikian
hukum-hukum di luar ‘amaliah, seperti masalah-masalah yang berkaitan dengan
masalah iman (‘Itiqa>diyah) serta cabang-cabangnya tidak termasuk dalam kajian
fikih.
Keempat, fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat
amaliah yang ditimbulkan dari dalil-dalil yang tafs}i>li>. Artinya hukum-hukum fikih
diambil atau digali dari sumbernya yaitu nas al-Qur’an dan hadis melalui proses
istidla>l (pencarian hukum dengan dalil), atau istinba>t} (deduksi atau penyimpulan),
atau naz}ar (analisis). Pengetahuan tentang kewajiban salat lima waktu, salah satu
contoh, bukan termasuk dalam pengertian fikih, karena itu secara langsung (tekstual)
dapat ditemukan dalam nas. Adapun kata tafs}i>li> dimaksudkan adalah satuan dalil
yang masing-masing menunjukkan kepada suatu hukum dari suatu perbuatan
tersentu, apakah wajib, haram, makruh dan kategori hukum lainnya.16
Penjelasan definisi fikih tersebut dapat dipahami bahwa fikih berbeda
dengan syariah. Perbedaan itu dapat dilihat, antara lain dari segi masa di mana
syariah itu bersifat tetap dan pasti karena berasal dari kehendak Allah (sebagai
Sya>ri‘atau pembuat syariah), seperti ditegaskan bahwa hanya Allah swt. yang berhak
menetapkan hukum syarak, sementara fikih, tidak bersifat tetap. Fikih bisa saja
berubah sesuai dengan perbedaan tempat, perubahan waktu, serta lingkungan dan
dinamika kultur masyarakat tersebut diterapkan.
Kebenaran dan keadilan fikih tidak besifat pasti akan tetapi relatif atau nisbi,
sifat fikih demikian disebabkan fikih adalah interpretasi terhadap hukum syarak.
16Saifuddin al-Amidi, Ah}ka>m fi> Us}u>l al-Ah}ka>m (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), h. 8.
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Berdasarkan fakta sejarah pembentukan fikih, bahwa faktor sosiokultural, politik,
dan faktor lainnya ikut mempengaruhi bentuk dan corak suatu fikih.
Syariah bukan fikih, akan tetapi hubungan keduanya sangat erat dan tidak
dapat dipisahkan, karena syariah adalah asal, pokok sari atau inti, ajaran yang ideal
serta berlaku universal, sementara fikih adalah cabang (furu’) atau perwujudan dari
syariah. Fikih harus responsif terhadap persoalan-persoalan disekitarnya, oleh karena
itu formulasi fikih tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh bersifat kultural, dan
karenanya, masa berlakunya bersifat temporal sesuai dengan kebutuhan ruang dan
zaman tertentu. Konsekuensinya, perubahan dan perbedaan fatwa dan opini hukum
dapat terjadi dengan perubahan waktu, tempat, situasi tujuan, niat dan adat istiadat.
Hal tersebut adalah suatu keniscayaan sehingga fikih sebagai perwujudan   syariah
memiliki adaptabilitas dengan dinamika kehidupan sosial yang setiap saat terus
berubah dan berkembang.
Letak penting fikih bagi syariah adalah syariah sebagai ajaran yang yakini,
selalu up to date (s}a>lih} likulli zama>n wa maka>n), hanya bisa dibuktikan melalui fikih.
Konsep-konsep fikih yang ideal dan untuk kategori hukum yang behubungan dengan
kategori kemasyarakatan umumnya bersifat global harus diterjemahkan dalam
tataran praktis, wujud nyata atau dibumikan dalam realitas sosial, hal tersebut dapat
decapai melalui fikih.
Dengan demikian, pengembangan syariah sangat tergantung pada fungsi dan
pola fikih. Pengamalan hukum-hukum fikih adalah bagian dari pengamalan syariah




Khazanah hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai
penggabungan dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Hukum menurut Oxford
English Dictionary, sebagaimana yang dikutip Muslehuddin adalah kumpulan
aturan, baik sebagai hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, suatu negara
atau masyarakat tertentu mengaku terikat sebagai subyeknya.17
Pengertian hukum yang lebih luas dikemukakan Mc Donald, yaitu bahwa
hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah-laku yang
diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat. Definisi yang
dikemukakan tersebut jika dipahami secara parsial, agaknya tidak representatif
untuk mengemukakan terminologi hukum Islam. Namun jika dipahami secara
konvergensi, akan sedikit menggambarkan definisi hukum Islam. Untuk itu perlu
dipahami istilah yang kedua, yaitu Islam.
Kata Islam secara harfiah berarti menyerahkan diri atau selamat, atau juga
kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikuti Islam, ia akan memperoleh
keselamatan dan kesejahteraan dunia dan akhirat. Menurut Mahmud Syaltut, Islam
adalah agama Allah yang dasar-dasar dan syari‘ahnya diturunkan kepada Nabi
Muhammad saw, dan dibebankan kepadanya untuk menyampaikan dan mengajak
mengikuti kepada seluruh umat manusia.18 Apabila kedua kata tersebut yakni kata
hukum dan Islam digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat dipahami sebagai
hukum yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan
17Muhammad Mislehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, terj. Yudian
Wahyudi Asmin (Cet. I; Yogjakarta: Tiara Wacana, 1991), h. 13.
18Mahmud Syaltut, al-Isla>m, ‘Aqi>dah wa Syari>‘ah, h. 12.
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dipedomani umat manusia guna mencapai tujuan hidupnya, selamat di dunia dan
sejahtera di akhirat.
Selanjutnya, istilah hukum Islam menurut Hasbi Ash Shiddieqi seperti
dikutip Amir Syarifuddin adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk
menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.19 Jadi hukum Islam adalah
peraturan-peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan Sunnah Rasul-Nya
tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi
semua pemeluk Islam. Dengan demikian, kedudukan hukum Islam sangat penting
dan menentukan pandangan hidup serta tingkah laku mereka.20 Disinilah hukum
Islam merupakan formulasi dari syari‘ah dan fikih sekaligus. Artinya, meskipun
hukum Islam merupakan formula aktivitas nalar, ia tidak bisa dipisahkan
eksistensinya dari syari‘ah sebagai panduan dan pedoman yang datang dari Allah
sebagai al-Syari>‘ah.
Pengertian hukum Islam tersebut, meliputi berbagai aliran hukum dalam
wacana barat seperti yang telah dikemukakan secara teologis, hukum sangat jelas,
hukum Islam sangat mengedepankan konsep tahqi>q masalah al-na>s} atau
merealisasikan kemaslahatan umat manusia yang dipandu firman Allah swt, antara
lain pada QS al-Anbiya>’/21: 107.
ﺎَﻣَو َكﺎَﻨْﻠَﺳَْرأﻻِإ ًَﺔْﲪَر َﲔِﻤَﻟﺎَﻌِْﻠﻟ)١٠٧(
Terjemahnya:
Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi
semesta alam.21
19Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, h. 18.
20Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Yogjakarta: Gama Media, 2001),
h. 23.
21Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahnya,  h. 508.
26
Dapat dipahami dengan jelas bahwa prinsip keadilan merupakan kata kunci
dalam hukum Islam. Meski harus diakui bahwa manusia kadang-kadang mengalami
kesulitan untuk menangkap prinsip-prinsip dan norma-norma keadilan yang
ditujukan Tuhan dalam syariat-Nya menurut aturan nalarnya, terlebih lagi yang
menyangkut hubungan vertikal manusia dengan khalik-Nya.
Oleh karena itu, sangat menarik yang dikemukakan oleh Abi Ishaq Ibrahim
Ibn Musa Al-Sya>t}ibi> dalam bukunya Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m dengan kaidah
yang berbunyi :
 َا َﻻ ْﻟِﻻْا َنْوُد ُﺪﱡﺒَﻌﱠﺘَﻟا ِﻒﱠﻠَﻜُﻤﻟا َﻰِﻟا َِﺔﻨﱠﺴﻟِﺎﺑ ِةَدَﺎﺒِﻌﻟْا ِﻰﻓ ُﻞْﺻ َاو ِﻰﻧﺎَﻌَﻤﻟْا َﻰـِﻟا ِتَﺎِﻔﺘ َﻻ ُﻞْﺻ
 ََتادﺎَﻌﻟْا  ِﻰﻓ َ.ِﻰَﻧﺎﻌَﻤﻟْا َﻰِﻟا ُتﺎَـِﻔﺘْﻟ َِْﻻا22
Maksudnya:
Pada prinsipnya dalam masalah ibadah, diterima dan dipatuhi, tidak berpaling
pada rasionalisasi makna, dan pada prinsipnya dalam masalah adat adalah
berpaling kepada rasionalisasi makna.”
Ruang gerak pembaharuan hukum Islam adalah dalam hal-hal yang berkaitan
dengan permasalahan muamalah. Hal ini pula akal atau rasio dapat memberikan
pertimbangan mana yang bermanfaat dan mana yang mendatangkan mudarat bagi
kehidupan manusia.
Pada dasarnya hukum Islam, baik dalam pengertian syariah maupun dalam
pengertian fikih secara ringkas dapat dibagi dua yaitu (1) Mengenai bidang ibadah
dan (2) Mengenai bidang muamalah. Tata cara berhubungan dengan Tuhan
melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dalam mendirikan (melaksanakan)
shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan ramadan dan menunaikan ibadah
22Abu Ishak Ibrahim Ibn Musa al-Syatibi, Al-Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Ah}ka>m, juz. II (Beiru>t:
Da>r al-Fikr, t.th), h. 211.
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haji, termasuk dalam kategori ibadah yang tidak berpaling pada rasionalisasi makna.
Maksudnya mengenai ibadah yakni tata cara manusia berhubungan langsung dengan
Tuhan, tidak boleh ditambah atau dikurangi.23 Tata hubungan itu tetap tidak
mungkin dan tidak boleh diubah-ubah. Ketentuannya telah pasti diatur oleh Allah
sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh rasul-Nya karena sifatnya ta‘abbudi>.
Masalah ibadah ini berlaku asas umum yakni semua perbuatan ibadah
dilarang dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan yang dengan tegas ada
perintah.Untuk dilakukan petunjuk-petunjuk yang menyatakan bahwa itu adalah
perbuatan suruhan yang terdapat di dalam al-Qur’an dan hadis yang memuat sunah
Rasulullah.24 Masalah ibadah tidak mungkin ada perubahan mengenai hukum,
susunan, cara dan tata cara pelaksanaannya. Jika dihubungkan dengan al-ah}ka>m al-
khamsah atau hukum takli>fi, kaidah ibadah adalah larangan (haram).
Dengan demikian, kalau dihubungkan al-Ah}ka>m al-Khamsah atau hukum
takli>fi, maka kaidah asal muamalah adalah kebolehan. Artinya semua perbuatan
yang termasuk kedalam kategori muamalah, boleh saja dilakukan asal tidak ada
larangan untuk melakukan perbuatan itu.Sebab sifatnya yang demikian, kecuali
mengenai yang dilarang itu, perumusan kaidah-kaidahnya dapat saja berubah sesuai
dengan perubahan zaman. Pada bidang ini dapat saja dilakukan modernisasi asal saja
modernisasi itu sesuai atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan jiwa
hukum Islam pada umumnya.
Kedudukan hukum Islam sangat penting dan menentukan pandangan hidup
serta tingkah laku umat Islam, tidak terkecuali bagi pemeluk Islam di Indonesia.
Disinilah, kata hukum Islam merupakan terjemahan atau penjabaran dari syariah dan
23Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 48.
24Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 49.
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fikih secara umum.  Jika dalam sepanjang sejarah, kata hukum Islam (Islamic Law)
diasosiasikan sebagai fikih, maka dalam perkembangan, produk pemikiran hukum
Islam di Indonesia, tidak didominasi oleh fikih. Setidaknya masih ada tiga jenis
produk lainnya:
Pertama, fatwa adalah hasil ijtiha>d seorang mufti sehubungan dengan
peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi fatwa lebih khusus dari pada fikih
atau ijtiha>d secara umum.25 Hal ini disebabkan karena, boleh jadi fatwa yang
dikeluarkan seorang mufti, sudah dirumuskan dalam fikih, hanya saja belum
dipahami oleh yang meminta fatwa, para ulama dalam hal ini menentukan seorang
mufti haruslah memiliki syarat sebagai mana seorang mujtahid. Fatwa juga memiliki
dinamika yang relatif tinggi, terlebih lagi perhatian dari fatwa tersebut adalah bagi
orang yang meminta fatwa saja.
Kedua, keputusan pengadilan. Produk pemikiran ini merupakan keputusan
hakim pengadilan berdasarkan pemeriksaan perkara di depan persidangan. Dalam
istilah teknis disebut dengan al-qad}a> atau al-h}ukm, yaitu ucapan dan atau tulisan
penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi kewenangan (al-
wila>yah al-qad}a>). Ada yang mendefinisikan sebagai ketetapan hukum syar‘i
disampaikan melalui seorang kadi atau hakim yang diangkat untuk itu.26 Idealnya,
seorang hakim juga memiliki syarat sebagaimana seorang mujtahid atau mufti.
Mengingat, keputusan pengadilan, selain sebagai kepentingan keadilan pihak yang
berperkara, ia dapat sebagai referensi hukum (yurisprudensi) bagi hakim yang lain.
25Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, h. 8.
26Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, h. 8.
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Ketiga, undang-undang. Peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislatif
(sultah al-syar‘iyah) yang mengikat kepada setiap warga negara ketika undang-
undang itu diberlakukan yang apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. Undang-
undang sebagai hasil ijtiha>d kolektif (jama>‘i>) dinamikanya relatif lamban. Biasanya,
untuk mengubah suatu undang-undang memerlukan waktu, biaya, persiapan yang
tidak kecil.
Produk pemikiran hukum jenis undang-undang ini, memang tidak setiap
negara muslim memilikinya. Saudi Arabia misalnya belum dijumpai adanya undang-
undang.Mereka merasa cukup dengan ketentuan hukum syari‘ah atau dalam batas-
batas tertentu pada wilayah garapan fikih. Walaupun belakangan terdengar, dibentuk
lembaga legislatif namun belum diketahui perkembangannya. Mayoritas negara
muslim di dunia, seperti al-Jazair, Mesir, Irak, Yordania, termasuk Indonesia telah
memiliki undang-undang sebagai peraturan organik tentang masalah tertentu.27
Sesuai dengan  persoalan yang ada di masyarakat.
Adanya uraian tersebut diatas dapat dipahami dengan tegas bahwa hukum
Islam di Indonesia adalah peraturan yang di ambil dari wahyu Allah dan hadis.
Rasulullah yang dipormulasikan dalam ke empat produk pemikiran hukum Islam,
fikih, fatwa-fatwa para ulama, keputusan pengadilan dan undang-undang yang
dipahami dan ditaati serta diberlakukan bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
2. Teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia
Hukum Islam masuk ke Indonesia  bersamaan dengan masuknya Islam ke
Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad I hijriyah atau abad ke VII
27Ahmad Rafiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, h. 9.
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Masehi yang dibawah oleh para saudagar Arab.28Versi lain, ditemui perdebatan
panjang antara para ahli sejarah dalam menentukan: tempat asal kedatangan Islam,
para pembawahnya, dan waktu kedatangnya. Menurut Azyumardi Azra, sejumlah
sarjana asal belanda memegang teori bahwa asal mula Islam di Nusantara adalah dari
anak benua India, bukan dari Arab ataupun dari Persia.
Teori ini dikemukakan oleh Pijnapel dan dikembangkan oleh C.Snouck
Hurgronje, Moquatte seorang sarjana Belanda lainnya berkesimpulan bahwa asal
Islam Nusantara adalah Gujarat. Pendapat ini telah dibantah oleh Fatimi yang
menyatakan bahwa asal Islam Nusantara adalah wilayah Bengal. S.M.N.al-Attas
sangat gigih memegang teori Arab dan menentang teori India. Hal ini berdasarkan
teori pada dua hal: pertama, sebelum Abad XVII Masehi, seluruh literatur
keagamaan Islam tidak menyebut dan mencatat satu pengarang muslim India atau
suatu karya dari India. Kedua, dari nama-nama, gelar-gelar pembawa Islam di
Nusantara menunjukan bahwa mereka adalah orang Arab atau Persia.29
Menurut pendapat yang disimpulkan dari seminar masuknya Islam di
Indonesia yang di selenggarakan di Medan Tahun 1963, Islam telah masuk ke
Indonesia pada Abad I Hijriah atau abad ke-7/8 Masehi. Pendapat lain mengatakan
Islam baru sampai di Nusantara ini pada abad ke 13 Masehi. Daerah yang pertama
28Amir Nuruddin dan Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Kencana;
Perpustakaan Nasional, 2004), h. 2.
29Lihat, Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad
XVII-XVIII (Bandung: Mizan, 1994), h. 24-36.
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didatangi adalah pesisir utara pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat
Islam pertama di Aceh Timur dan kerajaan Islam di Sumatera Pasai, Aceh Utara.30
Pada masa penjajahan Belanda, hukum Islam masih berlaku pada tataran
khusus saja, Belanda cenderung membatasi penggunaan hukum Islam yang
sebelumnya pernah berlaku di kalangan rakyat Indonesia. Hingga menjelang
berakhirnya kekuasaan Belanda tahun 1942. Islam dan hukum Islam terus
terpojokkan dan melemah.31
Era kolonial jepang, hukum Islam tidak mengalami perubahan nyata. Hal ini
karena Jepang memilih tidak mengubah beberapa hukum yang telah ada sebelumnya.
Walaupun demikian, masa pendudukan Jepang masih lebih baik dari Belanda dari
sisi adanya pengalaman baru bagi para pemimpin Islam dalam mengatur masalah-
masalah keagamaan.32
Bersamaan dengan itu hukum Islam berjalan sesuai dengan masuknya Islam
di Indonesia. Untuk kejelasan sejarah dinamika pemikiran hukum Islam di Indonesia
dapat kita lihat pada teori-teori pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sebagai
berikut:
a. Teori Kredo
Teori kredo atau teori syahadat adalah teori yang mengharuskan pelaksanaan
hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kaliamat syahadat sebagai
30Endang Saifuddin Anshari, Wawasan Islam: Pokok-pokok Pikiran Tentang Islam dan
Umatnya (Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 1991), h. 253.
31Ramli Hutabarat, Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia dan
Peranannya dalam Pembinaan Hukum Islam (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas
Indonesia, 2005), h. 72.
32Bahtiar Efendy, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di
Indonesia (Jakarta: Para Madinah, 1998), h. 83.
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konsekkuensi logis dari pengucapan kredonya. Teori ini dirumuskan dari al-Qur’an
yaitu Surat al-Fa>tihah ayat 5, al-Baqarah ayat 179, al-Imra>n ayat 7, al-Nisa > ayat 13,
14, 49, 63, 69, dan 105, al-Ma>idah ayat 44, 45.33
Teori kredo Ini sesungguhya merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam
filsafat hukum Islam (falsafah al-syari>‘at al-Isla>miyyah). Prinsip tauhid
menghendaki setiap orang yang menyatakan beriman kepada perintah dalam al-
Qur’an sebagimana ayat-ayat yang telah disebutkan di atas dan sekaligus pula taat
kepada rasul. Sebagaimana dalam firman Allah swt., dalam QS al-Maidah/4: 44-45
dan 47 yakni.
 َنوُﺮِﻓﺎَﻜْﻟا ُﻢُﻫ َﻚَِﺌﻟوُﺄَﻓ ُﻪﱠﻠﻟا َلَﺰْـَﻧأ َﺎِﲟ ْﻢُﻜَْﳛ َْﱂ ْﻦَﻣَو ُﻢُﻫ َﻚَِﺌﻟوُﺄَﻓ ُﻪﱠﻠﻟا َلَﺰْـَﻧأ َﺎِﲟ ْﻢُﻜَْﳛ َْﱂ ْﻦَﻣَو
 َنﻮُﻤِﻟﺎﱠﻈﻟا َنﻮُﻘِﺳﺎَﻔْﻟا ُﻢُﻫ َﻚَِﺌﻟوُﺄَﻓ ُﻪﱠﻠﻟا َلَﺰْـَﻧأ َﺎِﲟ ْﻢُﻜَْﳛ َْﱂ ْﻦَﻣَو
Terjemahnya:
Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan
Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Dan barang siapa yang tidak
memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu
adalah orang-orang yang zalim. Dan barang siapa yang tidak memutuskan
hukum menurut apa yang diturunkan Allah  maka mereka itu adalah orang-
orang yang fasik.34
Hukum Islam telah dilaksanakan oleh masyarakat, tidak semata-mata di
Aceh tetapi juga ditempat lain dan telah menjadikannya sebagai hukum yang hidup
(living Law). Tidak semata-mata dalam bidang hukum perdata tetapi juga pidana,
bahkan dalam bidang hukum tata negara.35 Dengan demikian, hukum Islam pada
masa itu berlaku sesuai teori otoritas hukum Islam yang dijelaskan oleh Gibb. Ia
33Lihat, Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam (Cet. I;  Bandung: ININUS, 1995), h. 133.
34Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 167-168.
35Amrullah, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Mengenang 65 Tahun
Prof.Dr. H. Bustanul Arifin, SH (Cet I; Jakarta: Gema Insani Pres, 1996), h. 69-81.
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menyatakan bahwa orang Islam yang telah menerima Islam sebagai agamanya
berarti ia telah menerima otoritas hukum Islam atas dirinya.36
Menurut analisis Jaih Mubarak sebagaimana dikutip oleh Dedi Supriyadi,
bahwa teori ini bersifat idealis karena tidak dibangun lebih banyak berdasarkan
dokrin Islam dan cendrung mengabaikan pengujian empirik di lapangan. Meskipun
Gibb sendiri mengakui tingkat ketaatan masyarakat Islam terhadap hukum Islam
mesti berbeda-beda, karena tergantung pada kualitas ketakwaan kepada Allah,
sehingga ada yang taat terhadap seluruh hukum Islam dan ada pula yang taat hanya
kepada sebagian aspek hukum Islam.37
Teori ini sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Imam Mazhab,
seperti Syafi’i dan Abu Hanifah ketika menjelaskan teori mereka tentang politik
hukum Internasional Islam (siya >sah al-dauliyah) dan hukum pidana Islam (fiqhul-
jina>i al-Isla>m). Mereka mengenal teori teritorialitas dan non teritorialitas. Teori
terioritas dari Abu Hanifah menyatakan bahwa seorang muslim terikat untuk
melaksanakan hukum Islam selama ia berada di wilayah hukum Islam diberlakukan.
Sementara teori non teritorialitas dari Imam Syafi’i menyatakan bahwa
seorang muslim selamanya terikat untuk melaksanakan hukum Islam ketika hukum
Islam diberlakukan sekalipun dalam wilayah ketika Islam tidak diberlakukan.”38
Pemahaman tersebut tentu saja relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang
36H.A.R. Gibb, The Modern Trends In Islam (IIInois: The Universitiy of Chicago, 1950),
sebagaimana dikutip oleh Imama Asyaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam Indonesia dan
Relevansinya bagi pembangunan Hukum Nasional (Cet I: Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2006), h.
69.
37Dedi Supriyadi, Sejarah Hukum Islam di Indonesia: Dari Kawasan Jazirah Arab sampai
Indonesia (Cet, I; Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 310.
38Juhaya S. Praja. Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1991),  h. 143.
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sebagian bermazhab Syafi’i. Oleh karena itu teori ini pada dasarnya sudah mengakar
ke setiap individu disamping diperkuat oleh Mazhab Syafi’i dan mazhab Hanafi.
b. Teori Receptio in Complexu
Sebelum pemerintah kolonial belanda datang ke Indonesia, hukum yang
berlaku di bumi Nusantara ini adalah hukum Islam bagi penduduk yang beragama
Islam dibawah kewenangan para Sultan dan hukum Adat bagi penduduk yang bukan
beragama Islam. Ketika VOC (Vereenigde Oos Indische Compagnie) datang ke
Indonesia pada tahun 1596 suasana mulai berubah. Misi VOC sebagai perpanjangan
tangan pemerintah belanda mempunyai dua fungsi yaitu sebagai pedagang dan
sebagai organ pemerintah Belanda, agar kedua fungsi itu dapat berjalan bersamaan.
VOC menggunakan hukum dan peraturan yang berlaku di negara Belanda pada
daerah yang telah dikuasai serta membentuk badan peradilan. tapi karena pengaruh
hukum masyarakat sangat kuat, maka usaha VOC ini banyak mengalami hambatan
dalam pelaksanaannya.
Setelah tahun 1800 telah diakui oleh para ahli hukum dan kebudayaan
Belanda bahwa di Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berlaku hukum Islam.
Masa ini dikenal dengan masa reception in complexu. Teori ini menyatakan di
Indonesia berlaku hukum Islam walaupun dengan sedikit penyimpangan. Teori ini
pertama kali di kemukakan oleh Van Den Berg (1845-1927).39 Van Den Berg
berpendapat bahwa hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang, jika ia
beragama Islam maka hukum Islamlah yang berlaku baginya. Menurutnya, orang
Islam di Indonesia telah melakukan resepsi hukum Islam menjadi kesatuan yang
utuh.
39Muh. Idris Ramulyo, Asas-asas Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1977), h. 54.
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Catatan historis menjelaskan pula, bahwa dalam rangka pembaharuan hukum
yang akan diusahakan di Indonesia,  pada tahun 1848 pemerintah Belanda
mengangkat Hageman untuk melakukan penelitian dengan tujuan hukum mana yang
tepat diberlakukan bagi bangsa Indonesia. Apakah hukum adat atau mereka
dimasukkan dalam lingkungan asas persamaan  hukum yang dilaksanakan oleh
pemerintah Hindia Belanda.
Setelah Hagemen mengadakan penelitian beberapa tahun lamanya di
beberapa tempat di Indonesia, hasil penelitiannya diterbitkan dalam suatu karya
Ilmiah. Hagemen berpendapat bahwa asas kesatuan hukum (unifikasi baginsel)
adalah asas yang baik dan cocok untuk diterapkan di Indonesia, baik untuk orang
belanda maupun untuk orang Indonesia asli. Namun hasil kerja Hagemen itu
dianggap kurang memadai dan diragukan efektifitasnya.
Kemudian pemerintah Belanda membentuk panitia ahli yang diketuai oleh
Scholten Van Oud Haarlem. Panitia ahli ini diberi tugas untuk mengadakan
perancangan dan penelitian tentang hukum-hukum baru yang akan ditetapkan di
negeri Belanda yang pada gilirannya akan diberlakukan juga di Indonesia. Tetapi
Scholten Van Oud Haarlem mengusulkan agar pemerintah Belanda tidak
memaksakan hukum Belanda untuk diterapkan di Indonesia bahkan dengan tegas
juga menolak penerapan asas kesatuan hukum yang disarankan oleh Hagemen.40
Catatan Scholten Van Haarlem tersebut, rupanya sangat menyadarkan
pemerintah Belanda akan arti pentingnya hukum Agama Islam dalam kehidupan
umat Islam di Indonesia, sehingga menjadi faktor pengubah hukum oleh pemerintah
40Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis,
legalisasi dan yurispridensi (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 33.
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Belanda yang dirumuskan dalam pasal 75 Regeering Reglement. 1855, yang menjadi
dasar bagi bupati dan pengadilan untuk menggunakan peraturan agama dan
kebiasaan-kebiasaan lama sejauh tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan
keadilan yang diakui oleh umum.
Sejalan dengan berlakunya hukum Islam itu pemerintah Hindia Belanda
membentuk Pengadilan Agama di mana berdiri peradilan Negeri dengan Staatsblad
1882 No. 152 dan 153, yang merupakan pengakuan sejarah terhadap eksistensi
hukum Islam di Indonesia.
Teori Recetio in Complexu mengatakan bahwa bagi orang Islam berlaku
penuh hukum Islam walaupun masih dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-
penyimpangan.Teori ini dalam konteks Indonesia dibentuk berdasarkan amaliah
umat Islam yang begitu terikat dengan hukum Islam di bidang ibadah dan ah}wa>l
syakhsi{yah. Adapun bidang mua>malah, jina>yah, dan siya>sah, masih banyak diabaikan
oleh umat Islam Indonesia.
c. Teori Receptie
Pelopor teori ini adalah Cristian Snouck Hurgronje (1875-1936), yang
merupakan penasehat Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Dalam hal
ini, Cristian Snouck Hurgronje menentang pendapat Van Den Berg dengan Teori
receptie in complexu-nya. Teori ini menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada
dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku kalau norma hukum Islam telah
diterima oleh masyarakat.41
41Tjun Sumardjan, Hukum Islam di Indonesia: perkembangan dan pembentuknya (Bandung:
Rosdakarya, 1991), h. 124.
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Beserta ahli hukum Belanda lainnya, Cristian Snouck Hurgronje mulai
dengan jalan pikiran baru yang berlawanan sama sekali dengan pemikir sebelumnya
tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pendapat Cristian Snouck Hurgronje
ini dikenal dengan nama teori reseptie, menurutnya Hukum Islam tidak berlaku
dalam masyarakat Islam, yang belaku adalah hukum adat,  yang telah masuk unsur-
unsur Islamnya, tetapi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat adat itu, bukan
lagi hukum Islam karena telah menjadi hukum adat.42
Pemikiran strategi yang diutarakan oleh Snouck Hurgronje dengan teori
receptie ini adalah untuk membentuk hukum tandingan yang mendukung politik
pecah belah (devide et Impera) kolonial belanda,  yang nantinya dapat mendesak dan
menghambat kemajuan hukum Islam dengan dalih mempertahankan kemurnian
hukum adat di Indonesia. Bagi C. Snouck Hurgronje, musuh kolonialisme bukanlah
Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Hal ini karena ia
melihat kenyataan bahwa Islam sering menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan
Belanda. Meski Islam di Indonesia, terkesan banyak campur dengan kepercayaan
animisme dan Hindu, ia tahu bahwa orang Islam di negeri ini memandang agama
sebagai tali pengikat.43
Adapun langkah-langkah yang Hurgronje tempuh sehubungan dengan politik
Islamnya itu, disampaikan di depan sivitas akademika NIBA (Nederlandsche
Indische Bestuurs Academie) Delft tahun 1911 yaitu: pertama, terhadap dogma dan
perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral. Kedua,
42Lihat, Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrapindo, 1997), h. 16.
43Lihat, Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, h. 17.
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masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam menuntut penghormatan.
Ketiga, tidak ada satupun bentuk Pan Islam boleh diterima oleh kekuasaan Eropa.44
Melalui usaha terus menerus dan sistematis itulah mereka berhasil mengganti
teori receptie in complexu menjadi teori Receptie. Pasal 134 ayat (2) Indische
taatsregeling (IS) menyatakan: “dalam hal terjadi perkara sesama orang Islam akan
diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh
hakim adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonansi”. hukum Islam akan
mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemeluknya, apabila hukum Islam
tersebut telah diresepsi oleh hukum Adat. Belanda senantiasa mendekati golongan
masyarakat yang akan menghidupkan hukum adat, mendorong kepada mereka untuk
mendekatkan golongan Hukum adat kepada pemerintah Belanda.
d. Teori Receptie Exit
Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori receptie pemerintah kolonial Belanda
di Indonesia yang bersumber  dari ajaran Snouck Hurgronje yang dikukuhkan dengan
pasal 134 ayat (2) IS. Teori receptie exit pertama kali dikemukakan oleh Hazairin
dalam suatu Rapat kerja Departemen Kehakiman di Salatiga tahun 1950. Hazairin
mengemukakan suatu anlisis dan pandangan agar hukum Islam itu diberlakukan
kembali, sebagaimana teori receptie in Complexu, tidak berdasarkan oleh hukum
Adat sebagaimana yang diatur oleh teori receptie.45
Menurut teori receptie exit, Pancasila-lah yang paling tepat untuk dijadikan
rujukan bagi segala hukum di Indonesia karena Pancasila adalah dasar dan falsafah
kenegaraan dari bangsa Indonesia. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, menurut
Hazairin sebagaimana dikutip oleh Idris Ramulyo, bahwa diatas demokrasi Pancasila
44Agus Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Cet. I; Jakarta: LP3ES, 1986), h. 13.
45Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam…, h. 302.
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masih ada kedaulatan lagi yang harus diperhatikan, yaitu kedaulatan Allah swt yang
disebut ketuhanan yang maha esa dalam sila pertama Pancasila. sehingga dalam
pembentukan hukum, maka harus berpegang teguh pada ajaran kedaulatan tuhan.46
Teori receptie exit ini, telah memberi andil yang cukup besar terhadap
lahirnya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan
kehakiman, yang dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan. Dalam Undang-
undang tersebut diakui kembali eksistensi peradilan Agama yang nyaris terhapus
berdasarkan Undang-undang No. 19 Tahun 1948.47 Perkembangan lebih lanjut teori
receptie exit ini dikembangkan oleh para ahli hukum Islam seperti Muh. Daud Ali,
Sajuti Thalib, Bustanul Arifin, dan Hasbi Ash Shiddieqi.
e. Teori Receptie a Contrario
Teori ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib dalam bukunya Receptie a
Contrario: Hukum adat dengan hukum Islam, merupakan kelanjutan atau
pengembangan dari teori receptie exit.Teori receptie secara harfiah lawan (contrario)
dari teori receptie menyatakan bahwa hukum adat berlaku bagi umat Islam kalau
hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam.48Misalnya menyangkut hukum
perkawinan dan kewarisan, bagi orang Islam, berlaku hukum Islam, karena hal itu
sesuai dengan cita-cita batin, dan moralnya. Sedangkan hukum adat baru berlaku,
jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.
Lebih lanjut teori ini mengemukakan bahwa didalam negara Republik
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, semestinya orang-orang yang
46Ramulyo Mohd Idris, Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan
Hukum Perkawinan (Cet I; Ind, Hiil Co, t,th,), h. 69.
47Afdol, Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi
Hukum Islam di Indonesia (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 52.
48Lihat, Sajuti Thalib, Receptio a Contrario: Hukum Adat dengan Hukum Islam (Cet, I;
Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 6-10.
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beragama Islam harus taat kepada hukum agamanya. Kemudian hukum Adat dapat
berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Meskipun demikian jika
bertentangan antara adat dan Syarak, maka diusahakan agar dikompromikan.
Masalah sosial kemasyarakatan Islam memiliki daya akomodasi yang tinggi,
kecuali itu, jika masih belum ditemukan cara penyelesaiannya kompromi, maka
keputusan final diambil dari sarak, seperti tersebut dalam lontara: “Narekko moloiko
roppo-roppo, namutabbutu’ lesuko ri ada’e. Narekko tabuttu mupo lesuko ri sara’e,
nasaba apettung puang” (jika engkau menghadapi persoalan dalam masyarakat,
kemudian tertumbuk langka, maka berpeganglah pada adat, jika masih tertumbuk
langkah, maka berpeganglah pada sarak, karena sarak adalah keputusan Tuhan).49
Menurut teori receptie a cantrario, Adat adalah rekayasa keilmuan
pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan untuk menghambat lajunya
perkembangan hukum Islam, sekaligus dalam rangka pelaksanaan politik devide at
impera. Dalam pandangan teori receptie a contrario, hukum Islam tidak dapat
dipisahkan dari Islam dan masyarakat Islam. Hukum Islam adalah pegangan utama
bagi masyarakat Islam.
Telah diakui bahwa Islam sebagai agama yang dipeluknya maka ia harus
menerima pula otoritas dan kekuatan hukum Islam untuk dilaksanakannya. Lahirnya
departemen agama dan peradilan agama menampakkan pengakuan pemerintah
terhadap teori receptie a contrario.Namun bila ditinjau dari sudut perundang-
undangan hukum Islam di Indonesia masih merupakan hukum tidak tertulis.
49Lihat, Ahmad M. Sewang, Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Sulawesi Selatan, dalam
Jurnal Mimbar Hukum, No.63 (Jakarta: Al-Hikmah dan DITBINPERA XV, 2004), h. 114.
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f. Teori Eksistensi
Teori ini dikemukakan oleh H. Ichtijanto S.A., menjelaskan bahwa hukum
Islam ada dalam hukum nasional Indonesia, yaitu terdapat dalam Undang-Undang
No.5 Tahun 1960. Peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977, Undang-Undang No.
1974 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang No. Tahun 1954.50
Menurut Ichtijanto sebagaimana dikutip oleh Cik Hasan Bisri, bahwa bentuk
eksistensi Hukum Islam dalam hukum Nasional Indonesia Yaitu; (1) ada, dalam arti
sebagai bagian Integral hukum nasional Indonesia; (2) ada, dalam arti adanya dari
kemandiriannya yang diakui adanya dan kekuatan wibawahnya oleh hukum nasional
serta diberi status sebagai hukum nasional, (3) ada, dalam hukum nasional dalam arti
norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional
Indonesia. (4) ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional
Indonesia. 51
Menurut teori eksistensi, dalam pembagunan hukum Indonesia tidak boleh
mengabaikan nilai-nilai batin yang terdapat dalam ajaran agama. Menjadi ajaran
hukum tersendiri, maka negara berkewajiban menciptakan hukum baru yang berasal
dari hukum agama Islam dalam tatanan hukum nasional. Dalam hukum baru yang
diciptakan, hendaknya teori receptie tidak boleh lagi digunakan dalam tata hukum
nasional sebab bertentangan dengan ajaran agama. Khususnya ajaran Islam, dalam
tata hukum nasional hendaknya moral agama masuk dan berada di dalammya,
mempunyai fungsi untuk mempengaruhi ajaran dan rumusan hukum.52
50Lihat, Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam, h. 309.
51Cik Hasan Basri, Hukum Islam di Indonesia, Pengembangan dan Pembentukan (Bandung:
Rosda Karya, 1991) h. 137.
52Ichtijanto, Pembangunan Hukum dalam perspektif Moral, dalam politik Pembangunan
Hukum Nasional (Yogyakarta: UII Press, 1992), h. 75.
42
Adanya hubungan yang sinergis antara hukum Islam dan hukum Nasisonal,
maka dapat menjadi suatu indikator bahwa hukum Islam telah eksis dan semestinya
diakomodasi sebagai sumber hukum Nasional.53 Maka sejarah perjalanan hukum
Islam di Indonesia, menunjukkan bahwa kehadiran hukum Islam dalam hukum
nasional merupakan perjuangan eksistensi. Teori eksistensi ini merumuskan keadaan
hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa kini, serta akan datang, menegaskan
bahwa hukum Islam adalah hukum nasional Indonesia, baik tertulis ada dalam
lapangan kehidupan hukum dan praktif hukum masyarakat Indonesia.
g. Teori Eklektisisme
Teori ini dikemukakan oleh A. Qodri Azizy dalam bukunya yang berjudul
“Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum
Umum.” Menurutnya, bahwa dalam perkembangan hukum di dunia telah terjadi dan
akan selalu terjadi eklektisisme  dalam sistem hukum. Tampaknya akan selalu terjadi
kompetensi yang orientasinya pada masa depan mana diantara sistem hukum yang
ada di dunia yang akan mampu memberikan kemampaatan lebih besar untuk
kemajuan peradaban dunia dimasa yang akan datang.54
Teori Eklektisisme menurut Syaukani, disebut teori Interdependensi.55
Bahwa setiap hukum tidak bisa berdiri sendiri tidak terkecuali hukum Islam. Ia
sebelum dalam bentuknya yang mutakhir pasti berinteraksi dengan sistem-sistem
sosial lainnya, interaksi ini berjalan ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun, dan
53A. Rahmat Rosyidi, dan H. M. Rais Ahmad, Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif
Tata Hukum Indonesia, edisi: I (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 89.
54A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum
(Cet. I; Yogyakarta: Gama Insani, 2002), h. 103.
55A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Kompetisi, h. 103.
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selama itu pula kesemuanya saling mempengaruhi. Terjadinya proses saling mengisi
satu dengan yang lainnya, saling konvergensi dan akhirnya pada suatu titik tertentu,
ada sebagian yang dapat dikenali wujud aslinya, dan sebagian sudah tidak dapat
dilacak wujud aslinya. Fenomena ini wajar terjadi. A.Qadri Azizy memberi  contoh
terjadinya timbal balik pengaruh antara hukum Islam dan Barat, seperti dalam kasus
hukum dagang. Dengan mengutip pernyataan de-Santilana:
Diantara perolehan-perolehan positif dari hukum Islam ada beberapa institusi
hukum seperti perkongsian terbatas dari beberapa dasar-dasar teknik tertentu
mengenai hukum dagang. Namun meskipun dengan menghilangkan ini semua, tidak
dapat diragukan bahwa standar etika yang tinggi dari beberapa bagian tertentu
hukum Islam telah bertindak untuk mendukung pengembangan konsep-konsep kita
yang modern dan disanalah terletak kebaikan/jasa yang abadi (dari hukum Islam
kepada hukum Eropa).56
Sebaliknya hukum Islam yang sangat mengadopsi adat kebiasaan lokal atau
secara nasional umum akan sangat mungkin terpengaruh oleh hukum Barat dalam
suatu negara atau daerah. Setelah Barat khususnya Eropa melepaskan diri dari
zaman gelap (dark ages) melalui Renaissance dan dibarengi dengan kemajuan pesat
dalam hampir semua bidang. Eropa mulai menjajah bangsa-bangsa di Timur yang
tidak sedikit beragama Islam yang berimplikasi pada teradopsinya tatanan hukum
Barat atas negara atau Daerah jajahannya.
Hal ini terlihat dari terjadinya pembaharuan hukum di negara yang
mayoritas beragama Islam yang berorientasi pada sistem hukum barat, baik dari
56De Santilana, The Legacy of Islam (Oxford: Oxford University Press, 1931), dikutip oleh
A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum
(Cet, I;  Yogyakarta: Gama Insani, 2002), h. 100.
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rumpun Roman Low System, maupun Cammon Law System. Seperti, negara-negara
timur tengah, termasuk Turki, Pakistan, Indonesia, dan lain-lainnya.
Dari analisis tersebut, maka pada masa kini hubungan antara hukum adat,
Hukum Islam, dan hukum barat bukan lagi dalam suasana konflik, tetapi mengarah
pada proses saling koreksi dan mengisi serta melengkapi dalam integrasinya
terhadap pembinaan hukum nasional.
h. Teori Sinkretisme
Teori ini dikemukakan oleh Hooker  setelah sebelumnya melakukan
penelitian di beberapa daerah di Indonesia. Menurut Hooker, yang dikutip al-
Syaukani bahwa kenyataan membuktikan bahwa tidak ada satupun sistem hukum,
baik hukum adat maupun hukum Islam yang saling menyelisihkan. Keduanya
berlaku dan mempunyai daya ikat sederajat, yang pada akhirnya membentuk suatu
pola khas dalam kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran derajat berlakunya kedua
sistem hukum ini tidak selamanya berjalan dalam alur yang searah. Pada saat
tertentu, dimungkinkan terjadinya konfilk,  seperti digambarkan dalam konflik
antara hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau atau konflik antara santri
dan abangan di Jawa.57
Daya berlakunya suatu sistem hukum baik hukum Adat maupun hukum Islam
hukum tidak disebabkan oleh meresepsinya sistem hukum tersebut pada sistem
hukum yang lain, tetapi hendaknya disebabkan oleh adanya kesadaran hukum
masyarakat yang sungguh-sungguh menghendaki bahwa sistem hukum itulah yang
berlaku.
57A. Qodry Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional…, h. 100.
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Pada realitas bahwa antara sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam
mempunyai daya berlaku sejajar dalam suatu masyarakat tertentu. Daya berlaku
sejajar tidak muncul begitu saja tetapi melalui sebuah proses yang amat panjang.
Kondisi ini bisa terjadi karena sifat akomodatif Islam terhadap budaya lokal.
Mengakibatkan terjadinya hubungan erat antara niai-nilai Islam dengan hukum Adat
dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Eratnya hubungan tersebut menghasilkan
suatu sikap rukun, saling memberi dan menerima dalam bentuk tatanan baru yaitu
sinkretisme.
3. Integralisasi hukum Islam ke dalam hukum Nasional
Hukum Islam sesungguhya sudah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia.
Ada tiga alasan yang memberi posisi yuridis bagi keberlakuan hukum Islam di
Indonesia adalah dasar filosofis. Subtansi segi-segi normatif ajaran Islam di
Indonesia melahirkan sikap epistimologis yang mempunyai sumbangan besar bagi
tumbuhnya pandangan hidup cita moral dan cita hukum dalam kehidupan sosio
kultural masyarakat. Proses demikian berjalan sesuai dengan tingkat pemahaman
keagamaan sehingga memantulkan korelasi antara ajaran Islam dan realitas sosial
dan fenomena keislaman itu telah melahirkan norma fundamental negara.
Dasar sosiologis, sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa
cita dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki
tingkat aktualisasi yang berkesinambungan. Hal ini dapat dilihat adanya gejala
mentahkimkan permasalahan kepada orang yang difigurkan sebagai muh}akkam
akhirnya terkristalisasi menjadi suatu tradisi tauliyah. Akibatnya saat ini, dimensi
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lain pengaruh epistimologi keislaman menyebar sampai aspek kehidupan sehingga
tingkat religiutasnya yang kuat di pertahankan secara berkesinambungan.
Dasar yuridis, sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa validitas
fenomena yuridis yang mampu mengungkap perjalanan tata hukum kolonialisme
yang sarat dengan cita kolonialisme.Tetap saja ini tidak mampu membendung arus
tuntutan layanan masyarakat Islam. Pada akhirnya hukum Islam diberi tempat dalam
tata hukum. Eksistensi hukum Islam tersalurkan secara konstitusional melalui pasal
II aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945.58
Memperhatikan ketiga faktor diatas, pada dasarnya pengembangan hukum
dapat dibentuk oleh perilaku dalam suatu kelompok masyarakat itu sendiri. Sumber
daya manusia yang ada dalam masyarakat benar-benar dipersiapkan dan sanggup
untuk menyosialisasikan serta melaksanakan dan mematuhi hukum itu sendiri.
Disamping itu dukungan politik, dalam hal ini konsistensi dan semangat penguasa
untuk mendukung segala adanya upaya mengintegrasikan hukum nasional dalam
proses pelembagaan dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia.
Demikian pula sebaliknya, apabila salah satu tidak dapat berjalan secara
bersamaan, maka upaya pelembagaan dan pemberlakuan hukum Islam seperti yang
diharapkan tidak akan tercapai. Dengan kata lain, pelembagaan dan pemberlakuan
hukum Islam dalam tatanan legislasi hukum nasional, terkait erat dengan politik,
guna pencapaian tujuan bersama. Perlu dilihat sumber kekuasaan suatu sistem
hukum meluas ke wilayah sosial. Dengan menggunakan istilah Duverger,  Undang-
58Abdul Gani Abdullah, Hukum Islam Dalam Sistem Masyarakat Indonesia,” dalam Hukum
Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998), h. 54-55.
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Undang merupakan e en neerslagvan politie kemachtsverhoudingen (suatu endapan
dari pertukaran antara kekuatan-kekuatan politik dalam masyarakat).59
Menurut Bustanul Arifin, hukum adalah hasil pertikaian kepentingan dan
opini. Oleh karena itu, logika yang bisa di tarik adalah hukum Islam bisa menjadi
hukum nasional karena umat Islam adalah Mayoritas. Jika ini tidak bisa terjadi maka
yang menjadi persoalan adalah di kalangan umat Islam itu sendiri.60 Umat Islam
yang mayoritas, mestinya memiliki reprensentasi politik secara nasional yang
mendukung pelembagaan hukum Islam dalam tata hukum nasional.
Namun pluralisme pemahaman dan penghayatan agama Islam di kalangan
umat serta tidak meratanya informasi mengenai hukum Islam telah mengantarkan
masyarakat yang meyakini Islam hanya secara kultural. Sebagian kecil umat Islam
menerima hukum Islam sebagai hukum yang dapat diaplikasikan dalam tatanan
hukum nasional. Demikian juga dalam perpolitikan nasional, hanya sebagian kecil
saja yang mendukung pemberlakuan hukum Islam  dalam tatanan hukum nasional.
Perjuangan para tokoh-tokoh muslim secara kultural juga menyirat bahwa nilai-nilai
dan fikrah Islam secara sosiologis dan kultural tidak pernah mati, selalu hidup dari
masa ke masa.61
Kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia, tidak hanya
secara umum ada dalam Pasal 24 UUD RI 1945, tetapi secara khusus tercantum
59Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah (Jakarta:
Muhammadiyah University Press, 2002), h. 127.
60Sirajuddin, Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.
355.
61Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia tinjauan dari Aspek Metodologis,
Legalisasi dan Yurisprudensi (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 33.
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dalam pasal 29 ayat (1) negara berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.62 Menurut
Hazairin, bahwa kaidah pundamental dalam pasal 29 ayat (1) dapat ditafsirkan
dalam enam kemungkinan.
Hazairin menjelaskan, bahwa negara berkewajiban menjalankan syariat
agama bagi kepentingan pemeluk agama yang diakui keberadaannya dalam negara
Republik Indonesia. Syariat yang berasal dari agama Islam, misalnya yang disebut
syariat Islam tidak hanya memuat hukum-hukum salat, zakat, puasa, dan haji saja,
tetapi juga mengandung “hukum dunia“ baik perdata maupun Publik yang
memerlukan kekuasaan negara untuk menjalankannya secara sempurna. Yang
dimaksud misalnya hukum harta kekayaan, hukum wakaf, penyelenggaraan Ibadah
haji, pelanggaran-pelanggaran hukum perkawinan dan kewarisan.Pelanggaran aturan
pidana Islam seperti perzinahan, yang memerlukan kekuasaan kehakiman atau
peradilan agama untuk menjalankannya. Peradilan (khusus) ini hanya dapat diadakan
oleh negara dalam rangka pelaksanaan kewajibannya menjalankan syariat yang
berasal dari agama Islam yang menjadi warga negara republik Indonesia.
Menurut Juhaya Spraja bahwa, pasal 29 ayat(1) UUD 1945 yang juga
mengandung makna bahwa negara bangsa dan masyarakat Indonesia harus mematuhi
norma ilahi yang meliputi juga norma hukum dan kesusilaan. Oleh karena itu, di
dalam negara Indonesia tidak boleh dibiarkan berkembang kesusilaan (akhlak dan
moral) yang bertentangan dengan syariat agama.63
Pada politik pembinaan hukum Nasional, kedudukan hukum Islam juga Jelas,
untuk dapat dilihat dalam garis-garis besar haluan Negara dan rencana pembangunan
lima tahun bidang hukum. Juga dapat dilihat dalam pernyataan Ali Said (sewaktu
62Hazairin, Demokrasi Pancasila (Jakarta: Tinta Mas, 1973), h. 18-19.
63Juhaya Spraja, Aspek Sosiologi dalam pembaruan fiqh di Indoneia (Cet I; Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.
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menjabat sebagai Menteri kehakiman), dalam pembukaan simposium pembaharuan
hukum perdata Nasional di Yogyakarta tanggal 21 Desember 1981. Ali Said
menegaskan bahwa di samping hukum adat, dan hukum barat, hukum Islam juga
merupakan salah satu komponen tata hukum Indonesia. Pernyataan ini dikemukakan
kembali oleh penggantinya menteri kehakiman Ismail Shaleh pada tahun 1989 dalam
uraian yang lebih jelas.64
Menurut Ismail Saleh, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar rakyat
Indonesia adalah pemeluk agama Islam. Agama Islam mempunyai hukum Islam dan
secara subtansi terdiri dari dua bidang hukum yaitu (1) bidang Ibadah dan (2) bidang
muamalah. Pertalian hukum yang bertalian dengan bidang ibadah bersifat rinci,
sedang pengaturan dalam bidang muamalah atau mengenai segala aspek kehidupan
masyarakat, tidak bersifat rinci, hanya prinsip-prinsip saja.
Pengembangan dalam bidang terakhir ini hanya prinsip-prinsip saja.
Pengembangan dan aplikasi prinsip-prinsip tersebut diserahkan sepenuhnya kepada
para penyelenggara negara dan pemerintah yakni ulil amri. Hukum Islam memegang
peranan penting dalam membentuk serta membina ketertiban sosial umat Islam dan
mempengaruhi segala segi kehidupannya, maka jalan terbaik yang dapat ditempuh
ialah mengusahakan secara ilmiah adanya transformasi norma-norma hukum Islam
ke dalam hukum nasional, sepanjang sesuai dengan  Pancasila dan UUD RI 1945 dan
relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat Islam. Cukup banyak asas yang
bersifat universal yang terkandung dalam hukum Islam yang dapat dipergunakan
untuk menyusun hukum Nasional.65
64Noor Ahmad, Epistimologi Syara, mencari Format Baru Fiqh Indonesia (Cet:I;
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 130.
65Muhammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 13-14.
50
Menurut Rifyal Ka’bah, berdasarkan sila pertama pancasila dan pasal 29 RI
UUD 1945, hukum Islam adalah bagian dari hukum nasional. Akan tetapi, karena
hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas dari pada hukum nasional, maka
sebagian ketentuannya tidak memerlukan kekuasaan negara untuk penegakkannya.
Sebagian yang lain membutuhkannya dan sebagian yang lain tidak membutuh-
kannya, bergantung pada situasi dan kondisi.66
Hukum Islam dalam pembinaan hukum nasional menjadi jelas. Ismail Suny
berpendirian, “bahwa hukum Islam ada dalam hukum nasional Indonesia.67 Di
samping hukum-hukum yang lain Hukum Islam akan menjadi bahan baku
penyusunan hukum nasional Indonesia. Ini berarti sesuai dengan kedudukannya
sebagai salah satu sumber bahan baku dalam pembinaan hukum Nasional, hukum
Islam sesuai dengan kemauan dan pembentukan hukum nasional. Kemauan dan
kemampuan yang ada padanya dapat berperan aktif dalam proses pembinaan hukum
nasional. Kemauan ini harus ditunjukkan oleh setiap umat Islam, baik pribadi
maupun kelompok yang mempunyai komitmen terhadap hukum Islam dan ingin
hukum Islam berlaku bagi umat Islam dalam negara  Indonesia.
M. Daud Ali mencoba menganalisis sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq,
mengapa hukum Islam di Indonesia hanya terbatas dalam hukum muamalat saja,
atau lebih sempit lagi hukum keluarga, kewarisan, dan perwakafan. Ia memilah
hukum Islam di Indonesia menjadi dua. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara
formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan
66Lihat Rifyal Ka’bah, Hukum Islam di Indonesia (Cet I: Jakarta: Yarsi, 1999), h. 59.
67Lihat, Ismail Suny, Hukum Islam dalam Hukum Nasional suatu pandangan dari segi
Hukum Tata negara,Disampaikan dalam pidato Ilmiyah pada wisuda sarjana Universitas
Muhammadiyah Jakarta, tanggal 22 Juni 1987
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manusia lainnya dan benda lainnya yang disebut dengan hukum muamalat. Bagian
ini menjadi hukum positif berdasarkan bentuk perundang-undangan, seperti
kewarisan, perkawinan, dan wakaf, kedua, Hukum Islam yang bersifat normatif,
yang mempunyai sanksi. Terakhir ini dapat berupa ibadah murni atau hukum pidana.
Masalah pidana, menurutnya belum memerlukan pengaturan.68
Karena ini lebih tergantung pada kesadaran dan tingkatan iman dan takwa
kaum muslimin Indonesia sendiri. Di samping itu, kecenderungan pemberlakuan
hukum keluarga Islam di Indonesia mengandung unsur-unsur ta’abbudi> (peribadatan)
dan nilai-nilai kesucian yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Adapun dalam
pelaksanaan hukum Islam di Indonesia, umat Islam Indonesia melalui beberapa
jalur.69
Jalur pertama, adalah jalur iman dan takwa. Melalui jalur ini pemeluk agama
Islam dalam Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan hukum Islam yang
merupakan bagian dari agama Islam. Yang dimaksud dalam hal ini adalah hukum
Islam di bidang Ibadah Intensitas pelaksanaannya tergantung kepada kualitas
keimanan dan ketakwaan seorang musim. Jika kualitas keimanan dan ketakwaan
seorang muslim itu baik dan benar, maka pelaksanaan hukum Islam akan berjalan
baik dan benar, demikian juga sebaliknya. Pelaksanaan hukum Islam melalui jalur ini
dijamin dalam pasal 29 ayat (2) “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu”.
Jalur kedua, yaitu jalur peraturan perundang-undangan. Berbagai peraturan
perundang-undangan telah ditunjuk hukum perkawinan, dan perwakafan sebagai
68Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Gama Media,
2001), h. 73.
69Lihat, Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, h. 14-15.
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hukum yang berlaku bagi umat Islam. Berbeda dengan hukum Ibadah, sanksinya
diberikan oleh masyarakat atau anggota masyarakat yang bersangkutan.Pelaksanaan
hukum Islam di bidang muamalah, melalui jalur ini sanksi dan penguatanya diberi
oleh para penyelenggara negara melalui peradilan Agama. Ketiga cabang hukum
Islam ini, terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang telah menjadi hukum terapan
pada pengadilan Agama di seluruh Indonesia, melalui Intruksi Presiden Nomor 1
Tahun 1991.
Jalur ketiga, yaitu melalui pilihan hukum. Pelaksanaan hukum Islam dibidang
muamalah dapat juga menempuh jalur ini. Dengan melakukan perbuatan transaksi
tertentu di Bank Muamalah, Badan pengkreditan (BPR) Syariah dan asuransi
Takaful, orang telah memilih hukum atau Syariah dan Asuransi Takaful,  hukum
atau Syariat Islam menguasai perbuatan atau transaksi itu, sebab yang dilakukan
pada ketiga lembaga tersebut diatur menurut hukum Islam.
Jalur keempat, melalui BAMUI (Badan Artbitrase Muamalah, Indonesia)
yang dibentuk oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI). Sasaran BAMUI adalah para
pengusaha, pedagang dan industriawan yang atas kesepakatan dapat memilih hukum
Islam untuk menyelesaikan sengketanya secara damai (di luar pengadilan).
Jalur kelima, yaitu melalui LPPOM (Lembaga Pusat Penelitian
Obat/Kosmetik dan Makanan) yang juga dibentuk oleh (MUI). Ini bertugas untuk
menentukan apakah suatu produk obat-obatan, kosmetik, makanan dan minuman
haram atau halal dikomsumsi oleh umat Islam. Jalur keenam, yaitu jalur pembinaan
hukum Nasional. Melalui jalur ini, unsur (asas dan norma) hukum Islam akan berlaku
dan dilaksanakan bukan hanya bagi orang Islam, tetapi juga oleh warga negara
Republik Indonesia.
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Jalur pelaksanaan hukum Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bentuk
Integrasi hukum Islam dengan hukum nasional dapat dilihat dalam tiga bentuk:
pertama, hukum Islam berlaku khusus bagi umat Islam, contohnya UU RI No. 7
Tahun 1989 tentang peradilan Agama dan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan; kedua, hukum Islam masuk ke dalam hukum nasional dan
membutuhkan pelaksanaan secara khusus, contohnya; UU RI No. 2 Tahun 1989
tentang peradilan Nasional, UU RI No. 6 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
termasuk juga UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; ketiga, hukum Islam
masuk ke dalam undang-undang dan berlaku secara umum, contohnya KHUP dan
KUH Pidana.70
Sejarah perjalanan hukum Islam masuk ke Indonesia menunjukkan bahwa
kehadiran hukum Islam dalam hukum Nasional merupakan perjuangan eksistensi.
Teori eksistensi merumuskan keadaan hukum nasional Indonesia, masa lalu, masa
kini, serta masa akan datang, menegaskan bahwa hukum Islam adalah hukum
Nasional Indonesia, baik tertulis maupun tidak tertulis ia ada dalam lapangan
kehidupan hukum dan praktik hukum.71
Kehadiran berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun
1957 tentang pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan
Madura dan Undang-Undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatat nikah, talak dan
rujuk yang berlaku di Jawa dan Madura dan Undang-Undang No. 32 tahun 1954
(berlaku bagi seluruh Indonesia) yang lahir pada masa Orde lama. Demikian pula
70Amrullah Ahmad, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cet I; Jakarta:
Pena Madani, 2004),  h. 14.
71Said Agil al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial (Cet. I; Jakarta: Pena Madani,
2004)  h. 14.
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pada masa Orde Baru, telah lahir Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang
perkawinan, peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan, Undang-
Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan KHI tahun 1991.
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, lahir Undang-Undang No.17  tahun
1999 tentang haji dan penyelenggaraanya, Undang-Undang No. 38 tahun 1999
tentang zakat dan pengelolaannya, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono
lahir UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006
sebagai hasil amandemen terhadap  UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama,
yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Ketentuan perundang-undangan yang tertuang dalam UU. RI. No. 13 Tahun
2008 perubahan atas UU. RI. No. 17 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU.
RI. 34 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji. UU ini mengatur
pendaftaran, pembinaan, kesehatan, kemigrasian, akomodasi, barang bawaan, haji
khusus, ongkos haji, dana abadi umat, bahkan sampai tindak pidana.
Selain upaya-upaya integrasi hukum Islam di Indonesia terdapat gerakan-
gerakan kultural yang dilakukan di antaranya gerakan Islam liberal, gerakan yang
moderat dan ada pula gerakan Islam yang mengusung visi pemurnian aqidah maupun
ibadah dalam Islam. Gerakan-gerakan tersebut dapat diidentifikasi baik melalui
sombol-simbol yang digunakan maupun secara terang-terangan menyatakan
pemahaman yang dianut. Terkhusus pada gerakan purinitas senantiasa diidentikkan
sama dengan gerakan fundamentalisme dalam Islam.
4. Gerakan Fundamentalisme dalam Islam
Ada perdebatan mengenai istilah yang dapat digunakan untuk mencirikan
gerakan-gerakan agama yang menyerukan kepada dasar-dasar fundamental Islam.
Sebagian ilmuwan menggunakan istilah fundamentalisme Islam dengan alasan
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bahwa hal tersebut merupakan kelompok radikal yang menggunakan agama sebagai
simbol perjuangan menolak nilai-nilai Barat, sekularisme dan imperialisme. Hal
yang mengejutkan adalah penolakan terhadap modernitas pada abad ke XX yakni
sekuleritas, demokrasi dan  bahkan nasionalisme.
Munculnya gerakan-gerakan Islam menurut Esposito merupakan suatu
fenomena yang terjadi sepanjang sejarah Islam. Namun Esposito lebih memilih
menggunakan istilah ‘Islamisme’ atau ‘Islam politik’ dan penanaman itu lebih
didukung oleh Bobby Sayyid.72
Istilah fundamentalisme tidak tepat jika dilekatkan pada Islam karena itu
merupakan peristilahan dari Kristinitas, yang memiliki konteks tersendiri yaitu
seorang yang percaya dasar-dasar bibel dan kitab suci. Berdasarkan hal itu, setiap
muslim dapat dikatakan seorang fundamentalis karena percaya pada dasar-dasar
fundamental dari Islam, yaitu al-Qur'an dan sunah Nabi saw. yang tampaknya lebih
tepat jika disebut sebagai revivalisme Islam yang berarti adanya kesadaran untuk
meningkatkan keberagaman secara individual dan kolektif.73 Klaim itu didasarkan
terhadap situasi-situasi keprihatinan yang dialami oleh komunitas dunia muslim
dalam jangka waktu yang lama.
Menurut Fazlurrahman, sejarah gerakan pembaruan Islam selama dua abad
terakhir, paling tidak, terbagi dalam empat tipologi. Dia menempatkan dirinya
masuk dalam corak gerakan yang keempat. Keempat tipologi itu adalah sebagai
berikut:
72Bobby S. Sayyid, A Fundamental Fear: Euresentrisme and The Emergence of Islamic
(London and New York: Zed Books, 1997), h. 119.
73Bobby S. Sayyid, A Fundamental Fear…, h. 120.
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a. Golongan Revivalis (Pra-Modernis), mulai muncul pada akhir abad ke-18 dan
awal abad ke-19 yang dipelopori oleh gerakan Wahabiyah di Arab, Sanusiyah di
Afrika Utara, dan Fulaniyah di Afrika Barat.74
b. Gerakan Modernis, yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani (w. 1897) di
seluruh Timur Tengah, Sayyid Ahmad Khan (w. 1898) di India, dan Muhammad
Abduh (w.1905) di Mesir.
c. Gerakan Neo-Revivalisme, yang mempunyai corak _moderen_ namun agak
reaksioner, dimana Abul ‘Ala Al-Mawdudi dengan Jemaat Islami-nya menjadi
model yang tipikal bagi gerakan ini.
d. Gerakan Neo-Modernisme, neo-modernisme mempunyai sintesis progresif dari
rasionalitas modernis di satu sisi dengan ijtihad dan tradisi klasik di sisi yang
lain. Dan ini merupakan pra-syarat utama bagi Renaissance Islam.
Model pemikiran sintesis-progresif semacam apakah yang dibawa gerakan
neo-modernisme ini? Rahman, dalam catatan penulis, satu langkah lebih maju dari
kalangan modernis maupun tradisionalis Islam dalam dua hal pokok. Pertama,
berkaitan dengan soal metodologi. Kedua, berkaitan dengan buah pemikiran. Secara
metodologis, Rahman memberi perspektif historis dalam menghampiri Islam dan di
membubuhkan analisis hermeneutika-obyektif dalam menggali Al-Qur_an. Hasilnya
adalah buah pemikiran yang mempunyai pijakan kukuh di atas pondasi tradisi
74Golongan Revivalis pra-modernis dan neo-fundamentalis telah menyerukan untuk kembali
kepada Islam orisinil yang awal; yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Seruan serupa juga dikumandangkan
oleh kelompok modernis klasik. Namun golongan ini tidak mempunyai metode yang cukup jelas
untuk menafsirkan kedua sumber Islam tersebut. Implikasinya, problem dasar yang harus dijawab
belum mampu diselesaikan; yaitu bagaimana pembaharuan intelektualitas Islam dapat menjadi
bermakna dalam situasi intelektual dan spiritual modern. Bukan hanya untuk menyelamatkan agama
dari ancaman modernitas, namun juga - melalui agama - untuk menyelamatkan manusia modern dari
dirinya sendiri. Abd A’la, MA, Dari Neomodernisme ke Islam Liberal: Jejak Fazlur Rahman dalam
Wacana Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 2003), h. 54.
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(ortodoksi) Islam, sekaligus mampu keluar dari jebakan stagnasinya untuk
menggamit ruh tradisi yang kontekstual dan kompatibel bagi zamannya, yakni ruh
Islam yang substantif dan liberatif.
B. Pemahaman al-Salaf al-S{a>lih{ dan Gerakan Puritanis Islam di Indonesia
1. Manhaj al-salaf al-s}a>lih{
Manhaj berasal dari kata جﺎﻬﻨﳌاو  ،ﺞﻬﻨﳌاو ،ﺞﻬﻨﻟا artinya adalah‘Jalan yang nyata dan
terang.’ Allah swt. berfirman di dalam QS al-Maidah/5: 48.
ﺎَﻨَْﻟﺰْـَﻧأَو َﻚَْﻴِﻟإ َبﺎَﺘِﻜْﻟا ﱢﻖَْﳊِﺎﺑًﺎﻗ ﱢﺪَﺼُﻣﺎَﻤِﻟ َْﲔَـﺑ ِﻪْﻳَﺪَﻳ َﻦِﻣ ِبﺎَﺘِﻜْﻟاﺎًﻨِﻤْﻴَﻬُﻣَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ْﻢُﻜْﺣَﺎﻓ ُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ ْﻢَﺎِﲟ
 َلَﺰْـَﻧأ ُﻪﱠﻠﻟاﻻَو ْﻊِﺒﱠﺘَـﺗ ْﻢُﻫَءاَﻮْﻫَأﺎﱠﻤَﻋ َكَءﺎَﺟ َﻦِﻣ ﱢﻖَْﳊا ﱟﻞُﻜِﻟﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ ْﻢُﻜْﻨِﻣ ًﺔَﻋْﺮِﺷﺎًﺟﺎَﻬ ْـﻨِﻣَو ْﻮَﻟَو َءﺎَﺷ
 ُﻪﱠﻠﻟا ْﻢُﻜَﻠَﻌََﳉ ًﺔﱠُﻣأ ًةَﺪِﺣاَو ْﻦِﻜَﻟَو ْﻢَُﻛﻮُﻠ ْـﺒَِﻴﻟ ِﰲﺎَﻣ ْﻢُﻛَﺎﺗآاﻮُﻘِﺒَﺘْﺳَﺎﻓ ِتَاﺮْـَﻴْﳋا َﱃِإ ِﻪﱠﻠﻟا ْﻢُﻜُﻌِﺟْﺮَﻣﺎًﻌﻴ َِﲨ
 ْﻢُﻜُﺌﱢﺒَﻨُـﻴَـﻓَﺎِﲟ ْﻢُﺘْﻨُﻛ ِﻪﻴِﻓ َنﻮُﻔِﻠَﺘَْﲣ)٤٨(
Terjemahnya:
Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Qur’an dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan
sebelumnya) dan batu ujian75 terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang
telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu,76 Kami berikan
aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu
dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap
pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya
75Maksudnya: al-Qur’an adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang
diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya.
76Maksudnya: umat Nabi Muhammad saw. dan umat-umat yang sebelumnya.
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kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu
apa yang telah kamu perselisihkan itu.77
Manhaj menurut bahasa berarti jalan yang jelas dan terang. Ibnu abbas
mengartikannya sebagai jalan dan syariat.78 Menurut istilah, manhaj ialah kaidah-
kaidah dan ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pembelajaran ilmiyah,
seperti kaidah-kaidah bahasa Arab, us}u>l ‘aqidah, us}u>l fikih dan us}u>l tafsir, dengan
ilmu-ilmu ini pembelajaran menurut hukum Islam beserta pokok-pokoknya menjadi
teratur dan benar.79
Manhaj artinya jalan atau metode, manhaj yang benar adalah jalan  hidup
yang lurus dan terang dalam beragama menurut pemahaman para sahabat. Syekh
Salih bin Fauzan menjelaskan perbedaan antara aqidah dan manhaj, Salih berkata,
“manhaj lebih umum daripada aqidah. Manhaj diterapkan dalam aqidah, suluk,
akhlak, muamalah dan dalam semua kehidupan seorang Muslim, setiap langkah yang
dilakukan seorang Muslim dikatan manhaj. Adapun yang dimaksud aqidah adalah
pokok iman, makna dua kalimat syahadat dan konsekuansinya.”80
Al-Salaf memiliki arti: مﺪﻘﺗو ﻰﻀﻣ ﺎﻣ ‘yang telah berlalu dan terdahulu’. Jika
dikatakan ﺎﻔَﻠَﺳ  ءﻲﺸﻟا ﻒﻠﺳ artinya adalah ﻰﻀﻣ ‘yang telah lewat.’ jika dikatakan   نﻼﻓ ﻒﻠﺳ
ﺎﻔﻠﺳ artinya adalah مﺪﻘﺘﳌا ‘yang telah berlalu/terdahulu.’ Al-Salif ﻒﻟﺎﺴﻟا berarti : ﺘﳌامﺪﻘ
(pendahulu). Sedangkan al-Salaf bermakna : نﻮﻣﺪﻘﺘﳌا ﺔﻋﺎﻤﳉا (sekumpulan orang yang
77Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 168.
78Lihat Sami bin Muhammad as-Salamah, Tafsi>r Ibni Kas\i>r (Cet. IV; Da>r T{ayyibah, 1428H,
III/129).
79Lihat Isa bin Maulullah, al-Mukhtasa}rul Has\i>s\ fi> Baya>ni Us}u>li Manhajis Salaf As\ha>bil
H{adi>s\ (Cet. II; Da>rul Mana>r, 1428H), h. 15.
80Jamal bin Furaihan al-Haristi, al-Ajwibah al-Mui>dah ‘an As‘ilati mana>haji al-Jadi>dah (Cet.
III; Da>rul Manh}aj, 1424 H), h. 123.
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terdahulu). Ibnu Mansur mengatakan, salaf juga berarti orang yang mendahului anda,
baik dari bapak maupun orang-orang terdekat (kerabat) yang lebih tua umurnya atau
lebih utama. Oleh karen itu, generasi pertama umat ini dari kalangan para tabi’in
disebut al-salaf al-salih.81
Salaf juga berarti : ﲑﺴﻟا ﰲ  نﻮﻣﺪﻘﺘﳌا  مﻮﻘﻟا (orang-orang yang mendahului di
dalam  perjalanan hidup). Allah swt. berfirman dalam QS al-Zukhruf/43: 55-56.
ﺎﱠﻤَﻠَـﻓَﺎﻧﻮُﻔَﺳآﺎَﻨْﻤَﻘَـﺘْـﻧا ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ْﻢُﻫﺎَﻨ ْـﻗَﺮْﻏَﺄَﻓ َﲔِﻌَْﲨَأ)٥٥( ْﻢُﻫﺎَﻨْﻠَﻌَﺠَﻓﺎًﻔَﻠَﺳﻼَﺜَﻣَو َﻦِﻳﺮِﺧﻶِﻟ)٥٦(
Terjemahnya:
Maka tatkala mereka membuat Kami murka, Kami menghukum mereka lalu
Kami tenggelamkan mereka semuanya (di laut), dan Kami jadikan mereka
sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang kemudian.82
Ayat ini bermakna bahwa tatkala mereka menyebabkan kami marah maka
kami  hukum mereka dan kami tenggelamkan mereka semuanya, dan kami  jadikan
mereka sebagai salafan mutaqodimi>n (contoh  orang-orang terdahulu) bagi orang-
orang yang melakukan perbuatan mereka,  agar orang-orang setelah mereka dapat
mengambil pelajaran dan  menjadikan mereka sebagai peringatan bagi  lainnya. Salaf
juga berarti : ﻪﺘﻣّﺪﻗ  ﱀﺎﺻ ﻞﻤﻋ ﻞﻛ (Setiap amal shalih yang terdahulu), jika  dikatakan :
ﱀﺎﺻ ﻞﻤﻋ ﻪﻟ ﻒﻠﺳ ﺪﻗ artinya amal shalihnya telah berlalu.
Menurut istilah “salaf” adalah sifat yang khusus dimutlakkan kepada para
Sahabat. Ketika disebutkan “salaf” maka yang dimaksud pertama kali adalah para
Sahabat. Pada al-Qur'an surah al-Taubah ayat 100, Allah menyebutkan generasi
pertama umat ini adalah para Sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, mereka
adalah orang-orang yang diridai Allah swt. dan mereka dijamin masuk surga.
81Ibn Manz{u>r, Lisa>nul ‘Arab (Cet. I; Da>r Ihya’ut Tura>s\ al-‘Arabi>, 1408 H), h. 331.
82Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 801.
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Para ulama lain dari berbagai fiqrah mengatakan dan mengakui bahwa yang
dimaksud dengan “salaf” adalah para sahabat. Di antaranya Imam al-Gazali
mendefinisikan dengan mazhab sahabat dan tabi’in.83 Al-Baijuri berkata “maksud
dari salaf adalah orang-orang terdahulu dari kalangan para Nabi, para Sahabat,
Tabi’in dan para pengikutnya.84
Berdasarkan uraian di atas, kata salaf menunjuk kepada ulama-ulama
terdahulu terutama tiga generasi yakni para sahabat, tabi’in dan tabi’ tabi’in.
sedangkan kata manhaj menunjukkan kepada jalan hidup yang dilaksanakan menurut
cara-cara tertentu sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi
saw.
2. Gerakan salafi
Gerakan salafi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh ide gerakan pembaruan
yang dilancarkan oleh Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab di kawasan Jazirah Arab.
Menurut Abu Abdirahman al-Talibi, ide pembaruan Ibn ‘Abd al-Wahab diduga
pertama kali dibawa masuk ke kawasan nusantara oleh beberapa ulama asal Sumatra
Barat pada awal abad ke XIX.
Gerakan tersebut menjadi awal gerakan salafiyyah di tanah air yang
kemudian dikenal dengan gerakan kaum Padri, yang salah satu tokohnya adalah
Tuanku Imam Bonjol. Gerakan ini berlangsung dalam kurun waktu 1803 M hingga
1832 M. Lain halnya dengan Ja’far Umar Thalib mengklaim dalam salah satu
83Lihat Salim bin ‘Ied al-Hilali, Bas}a>iru Za>wi Syaraf bin Syarah Marwiyati Manhaj al-Salaf
(Cet. II; t.tp: Maktabah al-Furqan, 1920 H), h. 19.
84Lihat Abdirahman Muqbil bin Hadi al-Wadi’I, Tuhfatul Murib ‘ala al-ilatil Ha>d}ir wa al-
Gari>b (Cet. IV; t.tp.: Da>r al-Atsar, 1426 H), h. 231.
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tulisannya bahwa gerakan ini sebenarnya telah mulai muncul bibitnya pada masa
Sultan Aceh Iskandar Muda (1603-1673).
Gerakan Salafiyyun secara relatif  juga kemudian memberikan pengaruh pada
gerakan-gerakan Islam modern yang lahir kemudian, seperti Muhammadiyah, Persis
dan al-Irsyad. “Kembali kepada al-Qur'an dan sunah” serta pemberantasan  takhayul,
bid’ah dan khufarat kemudian menjadi isu mendasar yang diusung oleh gerakan-
gerakan ini.
Tokoh yang menjadi penggerak berkembangnya gerakan salafi modern di
Indonesia di antaranya Yazid Abdul Qadir Jawwas (Bogor), Abdul Hakim abdat
(Jakarta), Muhammad Umar al-Sewed dan Ahmad Fais Asifuddin (Solo), serta Abu
Nida’ (Yogyakarta). Nama-nama ini kemudian tergabung dalam dewan redaksi
Majalah al-Sunnah majalah Gerakan Salafi Modern pertama di Indonesia.
Adapun tokoh-tokoh luar Indonesia yang paling berpengaruh terhadap
gerakan salaf modern ini selain Muhammad ibn ‘Abd al-Wahab dan ulama-ulama
Saudi Arabia secara umum, terdapat tokoh-tokoh lain di antaranya Syekh
Muhammad Nasir al-Din al-Bani di Yordania, Syekh Rabi al-Madkhali di Madinah,
Syekh Muqbil al-Wadi’I di Yaman.85
Terdapat beberapa tokoh lainnya, namun ketiga tokoh tersebut menjadi
sumber inspirasi utama gerakan salafi. Menilik bias dari pengaruh Syekh
Muhammad Nasir al-Din al-Bani di Yordania, Syekh Rabi al-Madkhali di Madinah,
Syekh Muqbil al-Wadi’I di Yaman, secara lebih khusus banyak berperan dalam
pembentukan karakter gerakan salafi di Indonesia.
85Abu Abdirahman al-Talibi, Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak, Meluruskan Sikap Keras Dai
Salafi (Cet. II; Jakarta: Hujjah Press, 2006), h. 13.
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Ide-ide yang berkembang di kalangan salafi modern tidak jauh berbeda dari
arahan, ajaran dan fatwa Syekh Muhammad Nasir al-Din al-Bani di Yordania, Syekh
Rabi al-Madkhali di Madinah, Syekh Muqbil al-Wadi’I di Yaman. Ketiga tokoh
inilah yang kemudian memberikan pengaruh besar terhadap munculnya gerakan
salafi ekstrim, atau Abu Abdirahman al-Talibi menyebutnya gerakan Salaf
Yamani.86
Berdasarkan manhaj purifikasi modern ini memuat ide penting atau
karakteristik gerakan dibanding gerakan yang lain, di antaranya yaitu:
a. Hajr Mubtadi’ (Pengisoliran terhadap pelaku bid’ah). Isu bid’ah menjadi
perhatian khusus bagi gerakan purifikasi Islam ini. Upaya-upaya keras yang
dilakukan adalah mengkritisi dan membersihkan berbagai macam bid’ah yang
selama ini diyakini dan diamalkan oleh berbagai lapisan masyarakat Islam.
Produk hukum yang dihasilkan untuk meminimalisir hal tersebut disebut dengan
hajr al-mubtadi’ atau pengisoliran terhadap mubtadi’, dan semua gerakan salafi
menyepakati hal tersebut.87
Di Indonesia masing-masing faksi salafi Yamani dan Haraki sangat berbeda.
Salafi Yamani terkesan sangat keras dalam menerapkan mekanisme ini. Pemahaman
tersebut dapat dilihat pada upaya menerbitkan nama-nama da’I yang kompeten
dalam mendakwahkan gerakan salafi, namun terdapat kekeliruan karena nama-nama
da’I didominasi oleh murid-murid Syekh Muqbil al-Wadi’I di Yaman.
Sementara gerakan salafi haraki cenderung melihat mekanisme hajr al-
mubtadi’ tidak mutlak dilakukan, tergantung pada timbangan maslahat dan
mafsadahnya. Hajr al-mubtadi’ dilakukan tidak lebih untuk memberikan efek jerah
86Abu Abdirahman al-Talibi, Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak…, h. 13.
87Lihat karya Bakr ibn Abdillah Abu Zaid tentang Hajr al-Mubtadi’.
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kepada pelaku bid’ah. Jika hal tersebut tidak berdampak pada mubtadi’ maka
metode ta’lif al-qulub menjadi opsi yang sangat tepat.88
Selain Salafi Yamani dan Salafi Haraki, ada juga yang disebut Salafi Jihadi.
Ini berangkat dari tidak semua Salafi tertarik dengan jihad. Salafi Jihadi adalah
salafi yang mencintai jihad dan beramal dengan jihad, misalnya gerakan Al-Qaeda
dan pihak-pihak mujahidin di Afghanistan, Iraq dan Chechnya. Mereka inilah yang
sering dirujuk oleh media-media massa pembenci jihad sebagai “teroris”.
Menurut Hamas pimpinan Jundu Ansharullah tewas dengan meledakkan
dirinya sendiri sewaktu rumahnya diserbu oleh polisi Hamas.
Kemudian gerakan salafi indonesia justru semakin membingungkan orang awam
dengan Manhaj Salaf itu sendiri, dapat dibuktikan perpecahan dan penyesatan antar
salafi sendiri ketika di majlis-majlis, simposium, bedah-bedah buku, note dalam
facebook, Artikel Message dari sebuah grup di facebook, kuliah singkat dan
pengajian-pengajian mereka.
Ketika di Majlis Salafy Turotsi, pengajar al-Sofwah mengemukakan haram
hukumnya bermajelis dan bertalim dengan salafi Yamani. Ketika bermujalasah
dengan Salafy Wahdah Islamiyyah, pemuka-pemuka salafi Wahdah bilang Salafiyyin
aliran Turotsi itu hizbi.
Ketika Anda hadir ditaklim Salafi Sururi, pengajar mengemukakan salafi
Wahdah Islamiyah adalah khawarij yang menggunakan sistem marhala. Salafi
Yamani menegaskan bahwa salafi sururi, salafi haraki, salafi turotsi, salafi ghuroba,
salafi Wahdah Islamiyah, salafi MTA, salafi Persis, salafi Ikhwani, salafi Hadadi,
salafi Turobi bukanlah salafi tapi Salaf-I (salafi imitasi) yang khawarij, bidah dan
hizbi.
88Abu Abdirahman al-Talibi, Dakwah Salafiyah Dakwah Bijak. h. 13.
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Abdul Hakim Abdat (salafi turotsi) bilang kalau salafy Wahdah Islamiyyah
itu sesat menyesatkan dan melakukan dosa besar (hanya) dengan mendirikan
yayasan/organisasi, sedangkan organisasi adalah hizbi. Salafi ini juga dianggap sesat
oleh golongan salafi yang lain, sehingga terbit buku “NASIHAT ILMIAH UNTUK
WAHDAH ISLAMIYYAH.” Salafi Wahdah Islamiyyah bilang kalau salafi Yamani
dan Abdul Hakim Abdat itu salaf-salafy primitif dan terbelakang yang hanya cocok
hidup di jaman purba atau pra sejarah.
Perpecahan salafi menjadi beberapa kelompok antara lain: kelompok Al-
Sofwah & Al-Haramain Jakarta; Imam Bukhari Solo, Al-Furqan Gresik, Islamic
Center Bin Baaz & Jamilurahman As-Salafi Jogya; FKAWJ & Laskar Jihad Jakarta;
Dhiyaus Sunnah Cirebon. Ini belum termasuk kelompok salafi yang telah ditahdzir,
tetapi tidak bergabung dengan salafi “asli” dan membentuk kelompok-kelompok
sendiri.
b. Sikap terhadap politik (parlemen dan pemilu). Hal ini menjadi salah satu ide
utama untuk menegaskan bahwa gerakan salafi bukanlah gerakan politik praktis.
Bahkan mereka memandang bahwa keterlibatan dalam semua proses politik
praktis seperti pemilihan umum sebagai bid’ah dan penyimpangan. Ide ini
terutama dipegangi dan disebarkan dengan gencar oleh gerakan Salafi Yamani.
Pada penelitian ini akan mengeksplorasi sikap Wahdah Islamiyah terhadap
politik baik itu legislasi hukum Islam maupun pemilu. Selain itu akan diidentifikasi
pula kecenderungan manhaj salaf yang dianut baik salafi Yamani maupun salafi
Haraki atau tidak di kedua manhaj tersebut.
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C. Selayang Pandang Gerakan Wahdah Islamiyah
1. Sejarah Wahdah Islamiyah
Wahdah Islamiyah merupakan organisasi Islam lokal yang berkembang
diawali dari dinamika yang berkenaan dengan nilai, ideologi atau politik tentang
asas tunggal atau Pancasila. Gejolak pemikiran yang berkembang menstimulus
munculnya aspirasi-aspirasi personal yang akhirnya meningkat menjadi kesadaran
kolektif. Hal tersebut tidak terlepas dari peran KH. Fathul Mu’in yang senantiasa
memberikan pencerahan kepada kalangan muda Islam Makasssar.89
Gerakan kolektif tersebut berlanjut dengan upaya pelembagaan aspirasi
melalui pertemuan, dialog dan diskusi yang dilakukan di masjid Ta’mirul Masajid90.
Mulanya bertemu dan berkumpul dengan nama “Fityatu Ta’mirul Masajid” (Pemuda
Remaja Masjid Ta’mirul Masajid). Kepengurusan ini sekalipun atas restu dan
legitimasi dari pengurus dan imam serta mayoritas jama’ah masjid Ta’mirul
Masajid, namun kepengurusan ini tidak memperoleh pengakuan dari pengurus
Muhammadiyah cabang Makassar.
Pada awal tahun 1985, negara mewajibkan setiap organisasi masyarakat
berasaskan Pancasila. Hal tersebut menuai masalah internal sehingga pengikut KH.
Fathul Mu’in terkelompokkan menjadi dua kutub yang berbeda. Kalangan tua yang
pada umumnya dapat menerima pemberlakuan asas tunggal sekalipun sebagian
masih ada yang tetap idealis menolak asas tunggal.
89Qasim Saguni dalam Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah: Sebuah Geliat Ormas
Islamdi Era Transisi (Cet. I; Yogyakarta: Kreasi Kencana, 2007), h.107-109.
90Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah…, h. 109.
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Kalangan muda yang pada umumnya merupakan generasi cukup idealis dan
religius sulit menerima paksaan negara tentang asas kehidupan umat beragama yang
diseragamkan. Generasi tua yang dominan menguasai masjid Ta’mirul Masajid yang
didukung oleh Muhammadiyah akhirnya menguasai masjid dan kalangan muda
tersingkir dari masjid tersebut.91
Geliat kaum muda tersebut selanjutnya berwujud sebuah lembaga yang
beranjak dari sebuah halaqah. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa
lembaga-lembaga Islam yang sudah tidak dapat lagi merespon aspirasi umat yang
menghendaki adanya perbaikan tatanan dan struktur sosial. Upaya realisasi ide
tersebut perlu ada wadah yang menampung ide, pikiran dan gagasan kaum muda saat
itu dan menyetujui dibentuknya yayasan yang menjadi payung kegiatan dakwah,
sosial dan kegiatan-kegiatan pengkaderan lainnya.
Pada tanggal 18 Juni 1988 para murid KH. Fathul Mu’in mendirikan yayasan
yang bernama Yasasan Fathul Mu’in. Tetapi sebelum yayasan ini terbentuk
kegiatan-kegiatan tarbiyah telah dilakukan yang diwadahi oleh suatu Lembaga
pembinaan Pengambangan Dakwah dan Ekonomi (LP2DE), LP2DE telah
memfasilitasi awal dari YFM dan membidangi lahirnya Badan Ukhuwah dan BMT
al-Amien, yang kini menjadi salah satu dari lembaga amal atau unit usaha Wahdah
Islamiyah yang tetap eksis. Kajian atau tarbiyah terus digalakkan sehingga terbentuk
Kelompok Kajian Islam (KKI) yang berorientasi pada pembinaan aqidah dan tauhid
bagi para pelajar SMA.92
91Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah…, h. 150.
92Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah…, h. 149.
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Berdirinya Yayasan Wahdah Islamiyah merupakan bagian yang terintegrasi
dari YFM. Keterkaitan itu disebabkan oleh pergerakan Yayasan Wahdah Islamiyah
adalah para pengurus dan pengelolah YFM. Perubahan nama tersebut dilakukan
untuk menghindari kesan sekterian, sebab keberadaan YFM selalu dikaitkan dengan
KH. Fathul Mu’in Dg. Magading ketika nama itu disebut sering menjadi celah bagi
orang-orang yang tidak memahami sejarah dan ketidaktertarikan terhadap YFM
terutama dari kalangan Muhammadiyah.
Yayasan Wahdah Islamiyah dimaknai sebagai seuatu lembaga yang
menghendaki persatuan di kalangan umat Islam. Proses perubahan dilakukan setelah
YFM berjalan sekitar sepuluh tahun. Yayasan Wahdah Islamiyah didirikan menjadi
sebuah yayasan mengganti YFM pata tanggal 19 Februari 1998 dengan akta notaris
No. 059 (Sulfrian, S.H.) Keberadaan Yayasan Wahdah Islamiyah menggantikan
posisi YFM telah berpengaruh sangat luas di kalangan kaum muda Islam Makassar
terutama aktivis penggerak Islam di kampus-kampus.
Pada November 1998 pasca jatuhnya rezim orde baru, sebagian pengurus
Wahdah Islamiyah mengikuti Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) tanggal 3-8
November 1998 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta. Momen inilah menjadi
lompatan besar Wahdah Islamiyah dengan secara langsung memperkenalkan
Yayasan Wahdah Islamiyah ke berbagai organisasi Islam yang hadir. Hal tersebut
tidak terlepas dari upaya keras para pengurus yang mengikuti kongres tersebut.
Dinamika organisasi pada Yayasan Wahdah Islamiyah tampak pada tanggal
25 Mei 2000 didirikan Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah dengan akta notaris no.
55 (Sulfrian, S.H.). Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) didirikan untuk
mewadahi pesantren tinggi Wahdah Islamiyah yang diberi nama Sekolah tinggi Ilmu
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bahasa Arab (STIBA) yang diasuh oleh alumni Universitas Islam Madinah al-
Munawwarah Saudi Arabia.93
Pada musyawarah besar II tanggal 14 April 2002 M/ 1 Safar 1423 H.
pengurus YWI dari berbagai cabang dan daerah menyepakati untuk mengubah nama
yayasan menjadi organisasi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut menjadi
acuan perubahan Yayasan Wahdah Islamiyah menjadi Organisasi Masyarakat
(Ormas) Wahdah Islamiyah. Hal ini diharapkan agar geliat dakwah dan kaderisasi
dapat meluas keberbagai penjuru daerah di Indonesia.
Keberadaan Wahdah Islamiyah sebagai ormas didukung penuh oleh
pemerintah pusat hingga daerah yang ditandai dengan diterbitkannya surat
keterangan Terdaftar pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Makassar No. 220/1092-
1/KKB/2002 tanggal 26 Agustus 2002, surat keterangan terdaftar pada Badan
Kesatuan Bangsa Provensi Sulawesi Selatan No. 220/3709-1/BKS-SS, dan Surat
Tanda Terima Keberadaan Organisasi Pada Direktorat Hubungan Kelembagaan
Politik Ditjen Kesatuan bangsa Depdagri di Jakarta No. 147/D.1/IX/2002.
Wahdah Islamiyah kini berubah menjadi ormas sebagai bagian integral dari
yayasan yang pernah ada seperti Yayasan Fathul Mu’in, Yayasan Wahdah Islamiyah
dan Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah. Perubahan status sebagai strategi
Wahdah Islamiyah untuk berkembang di berbagai daerah dan sesuai dengan visinya
tahun 2015 untuk membuka cabang diberbagai kota besar di Indonesia terutama di
kawasan timur Indonesia.
Perubahan status kelembagaan Wahdah Islamiyah membawa konsekuensi
bagi perubahan komposisi kelembagaan, artinya semua organisasi masyarakat harus
93Syarifuddin Jurdi, Sejarah Wahdah Islamiyah…,
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memenuhi sejumlah ketentuan yang dipersyaratkan sebagai ormas, implikasi
kelembagaan ormas pun mengalami transformasi menjadi suatu kelembagaan yang
relatif kompleks dan pembagian kerja yang lebih baik dengan proliferasi tugas-tugas
kelembagaan kepada unit-unit kerja yang lebih kecil dengan spesifikasi kerja yang
lebih fokus.
Sturktur kelembagaan Wahdah Islamiyah menunjukkan adanya akomodasi
atas makna doktrin Islam dan akomodasi atas kehendak sosial yang berkembang
dalam masyarakat. Sturktur akomodatif itu dapat ditemukan dalam susunan dengan
otoritas yang didelegasikan oleh muktamar sebagai lembaga tertinggi dalam





d. Dewan Pimpinan Pusat
e. Dewan pemeriksa Keuangan
Wilayah kerja setiap dewan telah jelas diatur dalam Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga. Secara umum kewenangan yang dimiliki meliputi seluruh
substruktur pada ormas Wahdah Islamiyah dari pusat yang ke cabang, serta unit
usaha yang terintegrasi dalam kelembagaan. Potensi membangun sebuah jaringan
kelembagaan sangat besar ditopang oleh manajemen organisasi dan komitmen kader
yang kuat.
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2. Manhaj Wahdah Islamiyah
Wahdah Islamiyah adalah sebuah Organisasi Massa (Ormas) Islam yang
mendasarkan pemahaman dan amaliyahnya pada al-Qur'an dan sunah sesuai
pemahaman al-Salaf al-S{a>lih} (Manhaj Ahlussunnah Wal Jamaah). Organisasi ini
bergerak di bidang da'wah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan dan
lingkungan hidup.94 Meskipun bidang ekonomi tidak tersirat dalam manhaj Wahdah
Islamiyah, namun dalam AD dan ART organisasi mengakomodasi usaha-usaha yang
bergerak di bidang ekonomi.
Istilah yang digunakan untuk menamakan pengikut madzhab al-Salafus S{a>lih}
dalam i'tiqad ialah Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Banyak hadis yang memerintahkan
untuk berjama'ah dan melarang ber-firqah-firqah dan keluar dari jama'ah.95 Para
ulama berselisih tentang perintah berjama'ah ini dalam beberapa pendapat:
a) Jama'ah itu adalah Al-Sawa>dul A'z}am (sekelompok manusia atau kelompok
terbesar-pen) dari pemeluk Islam.
b) Para Imam Mujtahid
c) Para Shahabat Nabi radhiyallahu 'anhum.
d) Jama'ahnya kaum muslimin jika bersepakat atas sesuatu perkara.
e) Jama'ah kaum muslimin jika mengangkat seorang amir.96
Pendapat-pendapat di atas kembali kepada dua makna. Pertama. Jama'ah
adalah mereka yang bersepakat mengangkat seseorang amir (pemimpin) menurut
94Wahdah Islamiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Wahdah Islamiyah:
Periode Kepengurusan 2012-2016.
95‘Abdul Qodir al-Arna’uth, Al-Wajiz Fi Manhajis Salaf, ter. Abu Salma al-Atsariy at-
Tirnatiy, Manhaj Salaf. http://www.alarnaut.com/ (25 November 2013), h. 3.
96‘Abdul Qodir al-Arna’uth, Al-Wajiz Fi Manhajis Salaf, h. 6.
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tuntunan syara', maka wajib melazimi jama'ah ini dan haram menentang jama'ah ini
dan amirnya. Kedua. Jama'ah yang Ahlus Sunnah melakukan ittiba' dan
meninggalkan ibtida' (bid'ah) adalah madzhab yang haq yang wajib diikuti dan
dijalani menurut manhajnya. Ini adalah makna penafsiran jama'ah dengan Shahabat
Ahlul Ilmi wal Hadits, Ijma' atau As-Sawa>dul A'z}am.97
Pernyatan tersebut di atas merupakan bentuk interpretasi ulama yang
bermanhaj Al-Salafus S{a>lih{, sehingga dalam hasil penelitian ini akan dideskripsikan
dan dikoherensikan bentuk pemahaman Wahdah Islamiyah terhadap Al-Salafus
S{a>lih {. Sehingga dapat ditemukan corak pemikiran dan orientasi ormas Wahdah
Islamiyah di Indonesia.
3. Visi dan Misi & Struktur Organisasi
a. Visi Wahdah Islamiyah
Wahdah Islamiyah sebagai ormas Islam yang eksis di Sulawesi Selatan dan
seluruh ibukota propensi di Indonesia pada tahun 1436/2015
b. Misi Wahdah Islamiyah
1) Menegakkan syiar Islam dan menyebarkan pemahaman Islam yang benar.
2) Membangun persatuan umat dan ukhuwah islamiyah yang dilandasi
semangat ta’awun (kerjasama) dan tanashuh (saling menasehati).
3) Mewujudkan institusi/lembaga pendidikan dan ekonomi yang islami dan
berkualitas
4) Membentuk generasi Islam yang rabbani dan menjadi pelopor dalam berbagai
bidang kehidupan.
97Abu Mushlih, “Mengenal Manhaj Salaf “ (Naskah Presentasi, Jogjakarta, Jum’at 23 Rabi’ul
Awwal 1427 Hijriyah), h. 57.
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Kata “eksis” mengandung makna bahwa pada setiap kabupaten, Wahdah
Islamiyah memiliki :
1) Lembaga Pesantren minimal sampai tingkat ‘Aliyah;
2) Memiliki kader sebanyak 10% dari populasi Muslim;
3) Tersedia 8 orang alumni STIBA dan sejenisnya, 8 orang alumni
Tadribuddu’a>t dan 10 orang alumni PTN atau PTS, serta 1 orang Tahfidzul
Qur’an yang terlibat secara aktif dalam program Wahdah Islamiyah sesuai
dengan bidangnya;
4) Keberadaan lembaga Wahdah Islamiyah dikenal dan diakui masyarakat dan
pemerintah setempat;
5) Tersedianya sarana-sarana operasional dan sarana-sarana penunjang yang
memadai. Setidak-tidaknya berupa kantor, masjid, dan madrasah ‘aliyah;
6) Mampu membiayai dana-dana rutin.98
c. Struktur Organisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Kota
Makassar
Tata kelola internal organisasi membutuhkan perangkat kerja yang dapat
menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Pada ormas Wahdah Islamiyah runut
pengurus tingkat Dewan Pimpinan Daerah Kota Makassar berdasarkan Surat
Keputusan Nomor: D.023/QR/DPP-WI/VI/1433 tertanggal 3 Mei 2012 sebagai
berikut:
98Imam Syaukani, peneliti Zaenal Abidin (2007), editor Wakhid Sugiyarto, “Kasus-kasus
Aliran Pemikiran, Paham dan Gerakan Keagamaan di Indonesia: Gerakan Wahdah Islamiyah di Kota
Makassar Sulawesi Selatan (Laporan Utama), ed. I (Cet. 1; Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan Direktori, 2010), h. 46-49.
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1. Penasehat : Bahrunnida M. Amin; Rahmat Abd. Rahman; Syaibani
Mujiono; Muh. Amin
2. Ketua : Muhammad Taufan Djafry
3. Wakil Ketua : Muh. Sayuti Abdullah
4. Sekretaris : Sudirman Tahir
5. Wakil Sekretaris : Syamsul Alam
6. Bendahara : Aswinsyah
7. Wakil Bendahara : A. Muhammad Amin
Departemen-departemen: Dakwah, Pendidikan, Kaderisasi, Informan &
Komunikasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sosial & Kesehatan,
Pembinaan & Pengembangan Pendidikan al-Qur'an (LP3Q), Urusan Pengembangan
Cabang.99
Dewan pim pinan daerah (DPD) Wahdah Islamiyah Kota Makassar
merupakan pelaksana tugas organisasi tingkat daerah dalam satu kota/kabupaten.
DPD Wahdah Islamiyah Kota Makassar terdiri dari pengurus pleno yakni seluruh
pengurus DPD dan pengurus harian meliputi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan
Bendahara yang dapat ditambah dengan Wakil Sekretaris dan Wakil Bendahara.100
D. Kerangka Konseptual
99Wahdah Islamiyah, “Surat Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Wahdah
Islamiyah tentang Susunan Pengurus DPD Wahdah Islamiyah Makassar Periode 2012-2016,” (Surat
Keputusan), 3 Mei 2012.
100Wahdah Islamiyah, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Wahdah Islamiyah:
Periode Kepengurusan 2012-2016, h. 12-13.
74
Mengamalkan Hukum Islam secara kafah (menyeluruh) wajib hukumnya bagi
seluruh umat Islam sejak diteladankan oleh Nabi Muhammad saw. hingga ahkir
zaman nanti, karena syariat Islam merupakan sistem manajemen yang sangat
compatible (memiliki kecocokan), applicable (bisa diterapkan) dan implementable
(bisa diamalkan atau dioperasionalkan) untuk mengatur segala (bidang) urusan.
Interpretasi terhadap sumber hukum Islam memberikan bias berbeda pada
pemahaman kaidah-kaidah hukum yang akan direalisasikan. Hal tersebutlah yang
menjadikan Wahdah Islamiyah dikategorikan sebagai gerakan eksklusif. Pemahaman
yang berbeda melahirkan bentuk-bentuk formulasi hukum Islam yang berbeda
sehingga produk politik hukumnya berbeda pula.
Ketidaksamaan manhaj membuahkan implementasi yang berbeda atau
metode penerapan hukum Islam yang terbilang tekstual. Sehingga dalam penelitian
ini akan mengekslanasi implikasi yuridis dan sosiologis terhadap metode-metode
yang dilakukan Wahdah Islamiyah di kota Makassar.
Turunan dari bentuk-bentuk penerapan hukum Islam inilah yang merupakan
peranan Wahdah Islamiyah di kota Makassar dalam upayanya memasyarakatkan





















Penelitian ilmiah adalah kegiatan yang menggunakan metode ilmiah tertentu
bercirikan rasional, emperis dan memerlukan tahapan-tahapan perlakukan yang
sistematis dan terarah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan
tertentu,1 yakni memperoleh sebuah kesimpulan ilmiah yang didukung oleh data dan
fakta yang benar (validity) dapat dipercaya (reliable) dan dapat dipertanggung
jawabkan (accountability) secara ilmiah pula.2 Tahapan-tahapan yang dimaksud
adalah serangkaian cara atau metode yang meliputi: penentuan jenis penelitian,
pendekatan penelitian, sumber dan metode  pengumpulan dan pengelolaan data.
A. Lokasi dan Jenis penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan khususnya di Dewan
Perwakilan Daerah Wahdah Islamiyah kota Makassar, sebagai salah satu cabang
Wahdah Islamiyah, pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan peneliti
bahwa kader-kader Wahdah Islamiyah yang ada di  kota Makassar sebagai
representasi dari daerah yang ada di Sulawesi Selatan, kader-kader Wahdah
Islamiyah senantiasa menyerukan formalisasi hukum Islam. Pada realitas
emperiknya, masyarakat Indonesia memiliki sistem hukum yang variarif, sehingga
kehadiran Wahdah Islamiyah sebagai organisasi gerakan Islam akan memperoleh
tantangan yang cukup berat dalam menyampaikan dokrin-dokrin pemurnian
keagamaannya.
1Djam’an dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet I; Bandung: Alfabeta,
2009), h. 20-21.
2Djam’an dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 21.
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Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian
deskriptif kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa data tertulis atau lisan data responden dan perilaku yang dapat
diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang terbatas pada usahanya
merupakan penyingkapan fakta, suatu masalah dan  keadaan sebagaimana adanya
sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.3
Deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah gambaran tentang perspektif
Wahdah Islamiyah kota Makassar tentang Penerapan hukum Islam, meliputi
formulasi hukum dan realisasi program kerja.
B. Metode Pendekatan
Metode pendekatan4 yang digunakan adalah pendekatan normatif (syar'i> dan
yuridis). Melalui pendekatan syar'i> ini, sistem diteliti dan dikaji dengan
diorientasikan kepada penyelidikan terhadap fenomena  atau problematika   yang
terjadi untuk mengetahui pesan-pesan fundamental syariat Islam.
Pendekatan yuridis yakni mendekati masalah-masalah dengan  memerhatikan
ketentuan atau aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, pendekatan
historis, yakni menilai suatu fakta  dari aspek waktu, tempat, tokoh, dan konteks
yang melatarbelakangi sebuah peristiwa. Pendekatan fenomenologis yakni melihat
3Hermawan Wasita, Pengantar Metodologi Penelitian (Cet. V; Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama,1997), h.10.
4Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma dalam suatu ilmu yang digunakan dalam
memahami sesuatu. Lihat Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. IX; Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2004), h. 28.
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Wahdah Islamiyah sebagai fenomena gerakan keislaman. Pendekatan sosiologis5
yakni melihat masalah dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat.
C. Sumber data
Pada penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara purposive,6 dan
bersifat snowball sampling.7 Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan
faktor-faktor kontekstual. Maksud sampling dalam hal ini adalah menjaring
sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, dengan demikian
tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang dikem-
bangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada
dalam ramuan konteks yang unik.
Jenis data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian
yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan.
Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir
5Soerjono Soekanto, Sosiologi; Sebuah Pengantar (Cet. I; Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h.
18 dan 53.
6Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang yang
diharapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi
sosial yang ditelliti. Lihat Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2008), h.
54. Keputusan tentang penentual sampel, besarnya dan strategi sampling bergantung pada penetapan
satuan kajian. Kadang-kadang satuan kajian bersifat perorangan. Bila perseorangan itu sudah
ditetapkan, maka pengumpulan data dipusatkan di sekitarnya, yang dikumpulkan ialah kondisi dan
kronologis dalam kegiatan, yang memengaruhinya, sikapnya, dan semacamnya. Lexy J. Moleong,
Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h. 225.
7Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil,
kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama akan menjadi besar. Penentuan
sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa
lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu
dan dapat melengkap data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Sugiyono, Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 85-86.
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pertanyaan yang diajukan, jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data
yang disajikan dalam bentuk verbal, bukan dalam bentuk angka-angka.
Sumber data dalam penelitian ini dibagi atas dua jenis:
1. Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari informan yang erat
kaitannya dengan masalah yang diteliti, melalui hasil wawancara dengan
Pengurus dan kader-kader Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah kota
Makassar dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah serta
kader-kader Wahdah Islamiyah Sulawesi Selatan
2. Data sekunder yaitu data yang diambil berupa dokumen-dokumen
kepustakaan, kajian-kajian teori, karya ilmiah yang ada relevansinya dengan
penelitian ini, misalnya, kitab-kitab fikih, undang-undang yang relevan,
buku-buku yang terkait, serta buku-buku Wahdah Islamiyah, website,
majalah dan buletin al-Balagh mingguan.
D. Instrumen penelitian
Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan adalah:
1. Pedoman wawancara yaitu, sejumlah daftar pertanyaan yang dijadikan
sebagai acuan untuk memperoleh jawaban dari responden dari Wahdah
Islamiyah yang terkait dengan malasah yang diteliti.
2. Observasi langsung yaitu, peneliti menyiapkan jadwal kunjungan langsung
untuk mengamati secara dekat pola gerakan dan kegiatan Wahdah Islamiyah.
3. Dokumentasi yaitu peneliti menyiapkan alat untuk mendokumentasikan
berbagai kegiatan yang berhubungan dengan Wahdah Islamiyah kota
Makassar, kemudian melakukan pengklarifikasian sesuai kebutuhan peneliti.
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E. Metode Pengumpulan Data
Keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh teknik pengumpulan
data yang digunakan, sebab data yang diperlukan diharapkan dapat menjawab
permasalahan, data tersebut diperoleh melalui instrumen penelitian. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:
1. Observasi
Metode observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengamati dan mengkaji tingkah laku atau keadaan yang akan diteliti sambil
berperan serta dalam aktivitasnya. Pengamatan yang dimaksud adalah pengamatan
langsung, alamiah, berpartisipasi, dan bebas. Menurut Lexy J Moleong, pengamatan
berperan serta pada dasarnya berarti mengadakan pengamatan dan mendengarkan
secara cermat sampai pada hal kecil sekalipun.8
Observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan
sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. Observasi juga dilakukan bila
belum banyak keterangan yang dimiliki tentang masalah yang diselidiki. Observasi
ini dilakukan untuk menjajakinya. Jadi observasi berfungsi sebagai eksplorasi
(penjajakan). Dari hasil observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang
masalahnya dan bisa juga petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya.9
Ada dua jenis observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini, yaitu
observasi langsung dan observasi tidak langsung.
a. Observasi langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap
obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga orang  yang
8Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, h.135.
9Hermawan Wasita, Pengantar Metodologi Penelitian, h. 158-159.
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me1akukan observasi (observer) berada bersama obyek yang diselidiki.
b. Observasi tidak langsung adalah pengamatan dan pencatatan yang dilakukan
tidak berada pada saat berlangsungnya suatu peristiwa yang diselidiki, misalnya
peristiwa tersebut  diamati melalui film, rangkaian slide, atau rangkaian poto-
poto.10
Di samping itu, peneliti juga dapat melaksanakan teknik observasi dengan
beberapa cara, yaitu:
1) Observasi Partisipan dan Observasi Non Partisipan
Observasi partisipan adalah suatu proses pengamatan bagian dalam yang
dilakukan oleh observer dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan orang
yang diobservasi. Sebaliknya, observer yang hanya melakukan semi berpartisipasi
dalam kehidupan atau kegiatan orang yang diobservasi dan secara terpisah
berkedudukan selaku pengamat, hal itu disebut observasi non partisipan.
2) Observasi Sistematik dan Observasi Non Sistematik
Observasi sistematik adalah observasi yang diselenggarakan dengan
menentukan secara sistematik, faktor-faktor yang akan diobservasi
lengkap.Wilayah atau ruang lingkup observasi telah dibatasi secara tegas sesuai
dengan masalah dan tujuan penelitian. Sebaliknya, observasi yang dilakukan tanpa
terlebih dahulu mempersiapkan dan membatasi kerangka yang akan diamati,
disebut observasi non sistematik.11
2. Wawancara
Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data berupa tanya
10S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 106.
11S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah.
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jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung
secara lisan. Data atau informasi itu dapat berbentuk tanggapan, pendapat,
keyakinan, perasaan, hasil pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala
sesuatu yang dipertanyakan sehubungan dengan masalah penelitian.12
Menurut S. Nasution, teknik wawancara biasanya dilakukan dalam keadaan
saling berhadapan, namun wawancara juga dapat dilaksanakan melalui telpon.
Selain itu, sering interview dilakukan antara dua orang, yakni seorang pencari
informasi dengan seorang sumber informasi, namun interview juga dapat dilakukan
lebih dari dua orang, yakni seorang pencari informasi dengan dua sumber informasi
atau sebaliknya.13
Wawancara dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan berbagai
informasi tentang pendapat dan pandangan mereka terhadap wujud formalisasi
hukum Islam dan upaya yang dilakukan oleh aktivitas Wahdah Islamiyah kota
Makassar, dengan cara menggunakan media perekam, termasuk juga mencatat apa
yang disampaikan oleh informan. Pada penelitian ini akan melakukan pedoman
wawancara dengan dua cara yaitu:
a. Wawancara terstruktur  digunakan sebagai teknik pengumpulan  data, bila
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui  dengan pasti tentang informasi
yang akan diperoleh.14 Pedoman wawancara   terstruktur  yaitu   bentuk
pedoman wawancara yang disusun secara tidak bebas dan terperinci mengenai
hal-hal yang ingin ditanyakan. Oleh karena itu dalam melaksanakan
12Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. VI; Bandung:
Alfabeta, 2009), h. 72.
13S. Nasution, Metode Research: Penelitian Ilmiah, h. 113.
14Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 138.
82
wawancara, pengumpul data telah   menyiapkan instrumen penelitian    berupa
pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya  puntelah disiapkan.
b. Wawancara tidak terstruktur  adalah  wawancara yang bebas ketika peneliti
tidak menggunakan pedoman wawancara  yang telah  tersusun  secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.15 Dengan   demikian
pedoman   yang digunakan  untuk wawancara  hanya berupa garis-garis  besar
permasalahan  yang akan ditanyakan.
3. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang merupakan  pelengkap
dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.
Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat
buku-buku atau dokumen, daftar statistik dan hal-hal yang terkait dengan
penelitian. Dokumentasi  digunakan peneliti bertujuan untuk  mengumpulkan data
dari berbagai sumber data untuk dimanfaatkan dalam menganalisis dan untuk
pembuktian data penelitian dalam mengungkap formalisasi hukum Islam menurut
Wahdah Islamiyah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkannya.
F. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dilapangan terlebih dahulu diolah kemudian dibahas
dalam hal ini tesis, sebelum mengolah dan menganalisis data yang terkumpul
terlebih dahulu dilakukan pengecekan ulang. Setelah data yang diperlukan
terkumpul, kemudian peneliti mengelolanya dengan teknik kualitatif yaitu teknik
yang diteliti melalui data berawal dari observasi, wawancara secara mendalam dan
15Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.
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penelusuran dokumen.
Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan
beberapa tahapan dan langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu:
1. Reduksi data (data reduction). Peneliti memilih data mana yang dianggap
relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.
kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini yaitu, mengumpulkan data
dan informasi hasil wawancara dan hasil observasi, serta mencari hal-hal
yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.
2. Penyajian data (display data). Penelitian ini peneliti menyampaikan
informasi berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh dari obyek
penelitian, kemudian disajikan untuk dibahas guna menemukan kebenaran
yang hakiki.
3. Penarikan kesimpulan (data verifikasi). Kesimpulan dan implikasi sebagai
bagian akhir dari penelitian akan tetapi peneliti perlu melakukan proses
pengecekan ulang yang dimulai dari pelaksanaan pra orientasi, wawancara,
observasi, dan dokumentasi setelah itu peneliti membuat kesimpulan umum
untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan
berkembang setelah peneliti berada di lapangan yang diharapkan adalah merupakan
temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada yang meneliti.
G. Pengujian Keabsahan Data
Pada proses ini dimaksudkan memberikan gambaran mengenai kebenaran
data yang peneliti temukan di lapangan. Cara yang dilakukan dalam proses ini
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adalah dengan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan
sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai
waktu.16
Cara ini merupakan pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu
yang lahir di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan
terhadap data. Mengenai triangulasi data dalam penelitian ini, ada dua hal yang
digunakan, yaitu triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan teknik.
1. Triangulasi dengan sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara pengecekan data (cek ulang dan cek silang). Mengecek adalah
melakukan wawancara kepada dua atau lebih sumber informasi dengan
pertanyaan yang sama. Sementara cek ulang berarti melakukan proses
wawancara secara berulang-ulang dengan mengajukan pertanyaan mengenai
hal yang sama dalam waktu yang berlainan. Cek silang berarti menggali
keterangan tentang keadaan informasi satu dengan informasi yang lainnya.
2. Triangulasi dengan teknik, untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan
dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang
berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicek dengan
observasi, dokumentasi atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian
kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka
peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang
bersangkutan atau yang lain guna memastikan data mana yang dianggap
16Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, h. 273.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Karakteristik Pemikiran Hukum Islam Wahdah Islamiyah
1. Karakteristik Pemikiran pada Bidang Fikih
Penetapan hukum terhadap suatu persoalan atau perbuatan mukallaf
merupakan keseluruhan yang termaktub dalam al-Qur'an, sunnah sahih, baik yang
mutawattir maupun yang ahad, serta dalil lain yang terlahir dari ke duanya. Dalil-
dalil tersebut berupa ijmak yang terbukti kebenarannya, atau qiyas yang sahih,
maupun kaidah yang digali dari pembahasan masalah-masalah juziyyah dari syariat
Islam.
Berdasarkan pandangan di atas, Wahdah Islamiyah tidak membatasi diri dari
sumber hukum Islam hanya pada al-Qur'an dan sunnah saja. Sebab, dalam khasanah
penetapan hukum dikenal adanya pro dan kontra tentang sumber-sumber hukum
yang disepakati. Jumhur ulama bersepakat bahwa al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan
qiyas yang disepakati, sebagai sumber utama ajaran hukum Islam. Meskipun
terdapat kalangan dari mazhab al-Zahiri yang masih mempersoalkan kehujjahan
ijmak dan qiyas dalam penetapan hukum.1
Terhadap ijmak misalnya kalangan mazhab al-Zahiri berpandangan bahwa
ijmak hanya terjadi di kalangan pada sahabat sedangkan ijmak pada masa fukaha
atau sesudah masa sahabat tidak mungkin terjadi karena mereka hanya bekerja
sendiri-sendiri dari berbagai tempat serta ulama tersebut cenderung mempermudah
1Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 9
September 2013.
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kesepakatan. Selain itu, para ulama pasca sahabat mudah terpecah belah sesudah
sepakat sekalipun persoalannya sama.2
Tentang kedudukan qiyas, mayoritas ulama dapat menerima instrumen ini
sebagai salah satu sumber hukum Islam. Masalah-masalah kontemporer, alat inilah
yang paling banyak digunakan dalam menganalisa persoalan-persoalan tersebut.
Menurut mayoritas ulama bahwa syarat untuk dapat diterimanya qiyas sebagai
sumber hukum Islam.
Pertama, masalah pokok (usul) yakni suatu pristiwa yang suda ada ketentuan
hukumnya dalam nas yang dijadikan patokan dalam mengiayaskan hukum suatu
masalah. Kedua, masalah cabang (furu‘) yakni suatu pristiwa baru yang tidak
dijumpai ketentuan hukum yang jelas dalam nas sehingga memerlukan penetapan
hukum. Ketiga, hukum asal yakni hukum syara’ yang ditetapkan oleh nas hukum
tersebut, untuk menetapkan hukum cabang. Keempat, ‘illat yakni kesesuaiyan sifat
yang terdapat dalam hukum asal itu sama dengan sifat yang terdapat dalam
peristiwa baru.
Namun bagi Wahdah Islamiyah, fanatisme madzab tidak dianjurkan. Hal ini
diuraikan oleh Muhammad Ikhwan bahwa selama landasan (mazhab) itu diambil dari
al-Qur'an dan sunnah yang sahih tidak ada masalah karena Wahdah Islamiyah
menjauhkan diri dari segala bentuk fanatisme (ta‘as}s}ub), seperti fanatisme terhadap
mazhab.
Tapi mengenai ulama mazhabnya wajib untuk ditaati dalam kebaikan
(ma‘ruf) yang sahih, terutama dalam persoalan-persoalan kontemporer yang besar
dan berkaitan dengan kemaslahatan umum, dan wajib mencintai serta memuji
2Umar Shihab, Kontekstualitas al-Qur'an: Kajian Tematik atas Ayat-ayat Hukum dalam al-
Qur'an (Cet. IV; Jakarta: PT. Permadani, 2005), h. 342-343.
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mereka tanpa berlebih-lebihan atau melakukan pengkultusan. Selain itu, wajib untuk
menghargai dan menjauhkan diri dari memperolok-olok (mazhab) mereka, karena
konsistensi terhadap sunnah. ulama (mazhab) yang dimaksudkan di sini adalah
ulama al-sunnah dan pengikut kaum salaf.
Muhammad Ikhwan menguraikan bahwa mazhab-mazhab fikih dalam Islam
hendaknya diposisikan sebagai institusi pembelajaran fikih dan pengenalan hukum-
hukum Islam sehingga setiap peribadi muslim punya sandaran ilmiah yang bisa di
pertanggung jawabkan. Jika di antara mereka ada yang hendak mendalami lebih
lanjut, maka dapat saja tidak lagi berpegang pada suatu mazhab tertentu. Jika
terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab tentang suatu persoalan
diperlukan suatu usaha untuk mempertemukan pandangan-pandangan tersebut,
namun jika tidak dicapai kesepahaman, maka cara yang ditempuh adalah dengan
mengambil satu pandangan yang paling kuat.3
Sangat jelas bahwa Wahdah Islamiyah dalam menetapkan hukum-hukum
perbuatan mukallaf, dalil-dalil dari sumber utama ajaran Islam (al-Qur'an dan
sunnah) serta pandagan-pandangan ulama yang mengikuti pandangan kaum salaf
menjadi prinsip pokoknya. Oleh karena itu, dapat pula dimaknai bahwa kalangan
Wahdah Islamiyah, fanatisme mazhab sangat dihindari apalagi usaha untuk
mengkultuskan ulama tersebut.
Jika ingin dibandingkan, Wahdah Islamiyah yang mengusung teologi lebih
dekat dengan mazhab Ahmad bin Hanbal, sedangkan bagi mayoritas ulama lebih
condong ke mazhab Imam Syafi’i. Meskipun kecenderungan Wahdah Islamiyah ke
mazhab Ahmad bin Hanbal, namun bagi mereka pengkultusan dan fanatisme mazhab
3Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 9
September 2013.
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tidak dibenarkan. Oleh karena itu, bagi kalangan Wahdah Islamiyah pandangan-
pandangan dari ulama mazhab yang tetap menjadi acuan dalam menetapkan hukum.
Kedekatan kalangan Wahdah Islamiyah kepada mazhab Imam Ahmad bin
Hanbal dikarenakan adanya kesamaan historis emosional dengan organisasi yang
melahirkannya yaitu Muhammadiyah. Sebagaiman diketahui bahwa Muhammadiyah
sejak berdiri dilatarbelakangi oleh pemikiran pentingnya masyarakat muslim
terbebas dari perbuatan syirik, bi’dah, urafat atau tahayyul. Oleh karena itu,
dibeberapa pandangan dikalangan Muhammadiyah lebih dekat menggunakan
pandangan-pandangan Ahmad bin Hanbal daripada Imam Syafi’i.
Perbedaan pandangan dikalangan ulama mazhab, Rahmat Abd. Rahman
menuturkan bahwa selama perbedaan pendapat tersebut masih menyangkut sekitar
furu’iyah atau cabang tidak masalah, tapi jangan sekali-kali perbedaan itu mengenai
usuliyah, maka kami akan berupaya kembalikan semua itu kepada manhaj al-Qur'an
dan sunnah.4
Persoalan usuliyah yang dimaksudkan oleh Wahdah Islamiyah adalah
persoalan-persoalan yang menyangkut akidah kaum muslimin. Persoalan Aqidah
dalam pandangan Wahdah Islamiyah merupakan hal yang tidak dapat di tawar-
tawar. Ide-ide pemikiran kontemporer semisal liberalisme, sekularisme dan
pluralisme sangat ditentang oleh Wahdah Islamiyah. Lebih lanjut Muhammad
Ikhwan menambahkan bahwa saat ini perlu memahami dan memaklumi adanya
kemajemukan, pluralitas, paham-paham liberal, eksistensi pembaharuan.
Namun dibalik dari segala eksistensi itu, tentunya jangan sampai membuat
setiap muslim terlena dan tertipu sehingga akan jauh dari hidayah Allah swt.
4Rahmat Abd. Rahman, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 11
Oktober 2013.
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Sebagai seorang muslim harus sejak dini telah mengetahui paham-paham itu,
sehingga tidak terkontaminasi oleh berbagai rayuan yang tampak di hadapan mata.
Indonesia yang penduduknya hidup dalam serba beragam, cukuplah bagi ummat
Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini memberikan apresiasi toleransi bagi
umat-umat lain, sepanjang dalam hal-hal yang bukan bersifat ibadah ritual dan tidak
menjauhkan diri dari petunjuk Allah.
Tentang respon fikih terhadap masalah-masalah kontemporer, Muhammad
Ikhwan menjelaskan bahwa hal tersebut sangat penting dan diperlukan sepanjang itu
masih menyangkut furu‘iyah karena zaman selalu di bawah oleh Islam. Beberapa
abad yang telah silam banyak orang-orang Islam yang pakar dalam masalah ini juga
telah mengemukakan pendapatnya tentang hal tersebut.5
Wahdah Islamiyah berpandangan bahwa dalam memahami al-Qur'an, yang
terdapat suatu ayat yang dijelaskan dengan ayat, ayat dengan hadis, bahkan dengan
penalaraan manusia (ijtihad). Namun untuk memahami hal tersebut semua harus
dalam kerangka ulama salaf sebab hanya merekalah yang betul-betul paham dengan
Islam.6
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dalil-dalil
yang sahih baik dari al-Qur'an, sunnah, ijmak, dan qiyas merupakan bangunan
metode logis bagi Wahdah Islamiyah dalam menetapkan hukum perbuatan mukallaf
serta tema-tema kontemporer yang memerlukan pemecahan lebih lanjut. Namun
ijtihad fikih yang dibangun hanya pada persoalan-persoalan furu‘iyah serta bukan
ushuliyah yang dapat mencederai akidah umat Islam.
5Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 9
September 2013.
6Rahmat Abd. Rahman, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 11
Oktober 2013.
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2. Karakteristik Pemikiran Di Bidang Politik
Mengkaji Wahdah Islamiyah dalam konteks pemikiran politiknya
mencangkup dua hal menarik: Pertama, Wahdah Islamiyah merupakan suatu
organisasi masyarakat Islam dengan perhatian khusus pada masalah-masalah sosial
kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan dan fungsi penyadaran. Kedua,
organisasi ini masih belum punya prestasi politik yang perlu diterjemahkan
meskipun banyak pihak yang merasa memiliki keterkaitan emosional dengan elit
Wahdah Islamiyah, terutama pada partai-partai politik yang berlabel Islam.
Menurut Syarifuddin Jurdi bahwa keterkaitan mereka dengan Wahdah
Islamiyah bukan berarti menjadi bagian dari doktrin sosial politik Wahdah Islamiyah
sebab, Wahdah Islamiyah tetap tidak merasa memiliki hubungan apapun dengan
partai-partai tersebut. Artinya, Wahdah Islamiyah memiliki garis politik yang netral,
seluruh pilihan dan sikap politik diserahkan kepada warganya asalkan pilihan
tersebut sejalan dengan garis umum perjuangan Wahdah Islamiyah.7
Pandangan politik Wahdah Islamiyah, kepemimpian memengang kunci vital.
Pemimpin harus memiliki kemampuan memimpin yang kuat serta prilaku dan moral
yang baik. Karena itu, bagi Wahdah Islamiyah, pemimpin yang baik mesti dari
kalangan laki-laki. Muhammad Ikhwan menyatakan bahwa pemimpin mestinya
tidak diserahkan kepada perempuan meskipun disadari bahwa kepemimpinan
perempuan penting hanya pada wilayah-wilayah yang sesuai dengan kodrat dan
fitranya.8
7Syarifuddin Jurdi, Islam dan Politik, Studi Kritik atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah (Cet.
I; Pustaka Cendikia Press, Yogyakarta, 2006), h. 226.
8Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 9
September 2013.
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Iskandar Kato menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan dalam
pandangan Wahdah Islamiyah hanya sesuai dengan kadar fitrahnya sebagai seorang
perempuan. Adapun kepemimpinan di wilayah Negara dan kehakiman, hal itu bukan
merupakan domain dari perempuan. Dengan kata lain menurut Iskandar, bahwa
pemimpin Negara merupakan hak laki-laki.9
Selain itu karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang beriorentasi
dan berpihak kepada penegakan syariat Islam dalam konstitusi Negara. Sebab
bagaimanapun, ajaran Islam harus tercermin dalam setiap prilaku muslimin dan
pemimpin harus mampu mengantarkan cita-cita tersebut agar terealisasi.
Untuk mempertegas dan merealisasikan penegakan syariat Islam, negara
harus terlibat secara aktif. Sebab, negara islami adalah negara yang menjalankan
syariat Islam secara murni dan konsekuen. Islam mengenal konsep negara yang
Islami yakni negara yang menjalankan ajaran Islam secara kaffah serta
masyarakatnya tunduk patuh menjalankan syariat Islam. Bahkan untuk mewujudkan
Islam sebagai rahmatan lil ‘a>lami>n, ajaran Islam harus terserap dalam konstitusi
Negara.
Kalangan Wahdah Islamiyah menginginkan syariat Islam dapat berlaku, baik
dari kehidupan pribadi para individunya maupun secara kolektif. Wahdah Islamiyah
memiliki strategi sendiri dalam memperjuangkan syariat Islam, paling minimal
dengan menerapkan syariat Islam ditingkat kolektif lembaganya dan keluarga
anggota organisasinya. Pendidikan politiknya terletak pada penyandaran syariat ini,
terutama dalam menghadapi perubahan struktur politik, budaya dan tata sosial
9Iskandar Kato, Sekretaris Jendral DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19
Agustus 2013.
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masyarakat yang terus mengalami pengikisan oleh mesin-mesin pendistorsi realitas
dan pengaburan kebenaran.10
Wahdah Islamiyah dalam merespons tipologi pemikiran tentang wacana
pemberlakuan syariat Islam bahwa nilai-nilai syariat Islam harus tercermin dalam
konstitusi negara dengan semangat ahmatan lil‘a>lami>n. Sebab hanya dengan
memasukkan nilai-nilai syariat Islam ke dalam konstitusi negara, kesejahteraan
rakyat dapat terwujud, kedamaian dan ketenteraman dapat terpelihara dalam satu
bingkai masyarakat yang berperadaban.
Namun ada beberapa hal yang mendasar yang perlu direform menurut Qasim
Mathar, bahwa pemahaman Wahdah Islamiyah selama ini bukan merupakan produk
baru karena telah menjadi bahan yang sangat biasa dikalangan Muhammadiyah
maupun ormas lainnya, terutama mengenai politik. Mestinya kebajikan-kebajikan
sosial yang mendesaklah menjadi perhatian Wahdah Islamiyah. Selain itu untuk
memperkaya khasanah pemikiran kader-kadernya, idealnya mengikuti jenjang
pendidikan yang mengajarkan cara berpikir yang berbeda.11
Dalam hal sikap, respons dan partisipasi politik, Wahdah Islamiyah
membantu anggotanya dalam memahami implikasi langsung dari tarbiyah politik
yang dilakukannya. Wahdah Islamiyah bukanlah lembaga Islam yang pasif dalam
soal politik, meskipun politik praktis menjauhinya. Dalam beberapa momentum
politik global yang berkaitan Islam maupun politik nasional, wahdah Islamiyah tetap
memberikan perhatiannya.
10Iskandar Kato, Sekretaris Jendral DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19
Agustus 2013.
11Qasim Mathar, Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Wawancara, Makassar, 20 Oktober
2013.
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Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab, sebagai bagian dari
kehidupan kolektif suatu bangsa yang baik. Dalam soal pemilihan presiden langsung,
wahdah memberikan sikap politiknya. Wahdah Islamiyah sangat menganjurkan
kepada pengurus anggota,simpatisan dan kaum muslimin warga negara indonesia
untuk turun serta dalam pemilihan presiden dengan memilih pasangan presiden/
calon wakil presiden sesuai dengan hati nurani yang dilandasi dengan nilai-nilai
syariat Islam.
Uraian di atas menggambarkan, bahwa konsepsi politik yang dimaksudkan
oleh Wahdah Islamiyah adalah politik pembebasan manusia dari tindakan yang
menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Oleh karena itu, bagi Wahdah
Islamiyah kepemimpinan yang kuat yang diperagakan oleh laki-laki menjadi sangat
penting.
Selain itu, konsep politik kenegaraan yang Islami adalah negara yang dapat
mengakomodir pemberlakuan syariat Islam dalam konstitusi negara. Untuk
merealisasikannya, elit Wahdah Islamiyah sangat menganjurkan anggota-anggota
dan pendukungnya untuk ikut aktif terlibat dalam momen politik untuk memilih
calon-calon yang berpihak pada penegakan syariat Islam dalam bernegara dan
berbangsa.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
karakteristik pemikiran Wahdah Islamiyah dalam peta pemikiran puritanis
merupakan  reformis fundamental. Kencenderungan pemahamn salaf yang dianut
terlepas dari salaf Yamani, salafi Sururi, salafi Haraki, salafi Jihadi, salafi Turotsi,
salafi Ghuroba, salafi MTA, salafi Persis, salafi Ikhwani, salafi Hadadi dan salafi
Turobi. Salaf Wahdah Islamiyah merupakan mutasi salaf yang beradaptasi dengan
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sosiogeografis Indonesia serta perkembangan ilmu pengetahuan. Namun hal tersebut
menjadi bumerang karena pembentukan institusi yang bermanhaj salaf dianggap
hizbi.
B. Bentuk-bentuk Peranan Wahdah Islamiyah terhadap Upaya Implementasi
Hukum Islam
1. Peran Wahdah Islamiyah
Kontribusi Wahdah Islamiyah di Kota Makassar tidak hanya sebatas pada
upaya dakwah atau pendidikan yang bersifat nonformal. Namun hingga saat ini
keikutsertaannya dalam peningkatan sumber daya manusia baik dari segi ekonomi,
sosial dan politik. Adapun beberapa peran Dewan Pimpinan Daerah Wahdah
Islamiyah Kota Makassar sebagai berikut:
a. Lembaga pendidikan
Sebagai ormas yang memiliki badan hukum dan diakui eksistensinya oleh
Negara, Wahdah Islamiyah memperlihatkan suatu komitmen sebagai gerakan Islam
yang menisbahkan diri pada dunia pencerahan. Hampir satu dekade terakhir,
Wahdah Islamiyah telah merintis kegiatan pencerahan dengan mendirikan sekolah-
sekolah secara resmi terdaftar pada institusi negara.
Wahdah Islamiyah merupakan organisasi yang mengakui eksistensi negara,
betapapun negara dan perangkatnya masih bersifat sekuler. Setelah memperoleh
status sebagai ormas dan dengan status itu Wahdah Islamiyah dapat mendirikan
cabang-cabang di berbagai daerah sebagai konsekuensi status yang dimilikinya.
Perkembangan lembaga pendidikan wahdah sejak tahun 2000 mengalami kemajuan
yang  sangat signifikan. Ini bisa dimengerti karena kondisi sosial politik yang relatif
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lebih baik, lebih bebas dan lebih demokratis, bahkan melampaui makna demokrasi
itu sendiri.12
Beberapa ormas yang telah besar seperti Muhammadiyah dan Nahdatul
Ulama memberikan perhatian pada lembaga pendidikan, yang satu lebih pada
pendidikan yang bersifat umum dengan memadukan pendidikan agama dan
pendidikan umum dan yang lain berkonsentrasi pada lembaga  pendidikan Islam.
Wahdah Islamiyah pun telah menunjukkan komitmen pada dunia pendidikan model
Muhammadiyah dengan memadukan pendidikan agama dan umum sebagaimana
yang  dikehendaki oleh departemen pendidikdan nasional.
Menyikapi perkembangan yang terus berlangsung, maka Wahdah Islamiyah
sebagai lembaga tidak mungkin mengurus bidang amalnya secara serampangan.
betapa pun sederhananya ormas Wahdah Islamiyah, tetap memerlukan adanya
spesifikasi bidang garapan, artinya harus dapat dikelola secara professional dengan
jaringan kelembagaan yang rapi. Nampaknya Wahdah Islamiyah menyadari bahwa
pendelegasian tugas kepada masing-masing bidang amal sangat diperlukan untuk
merealisasikan misi besar bagi terciptanya tatanan sosial politik yang lebih beradab.
Untuk mengelola bidang pendidikan, maka Wahdah Islamiyah membentuk
departemen pendidikan yang diberikan tugas untuk mengurus masalah pendidikan.
Departemen ini belum banyak bergerak pada kawasan yang sesuai dengan bidang
garapannya, karena masih ada yayasan pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI).
Keberadan departemen harus lebih diperhatikan dan diberi otoritas yang penuh
untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga pendidikan yang
dimiliki  oleh Wahdah Islamiyah Persoalan yang berkaitan dengan perangkat keras
12Abdul Rahim, Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sul-Sel, Wawancara, Makassar, 9 September
2013.
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dan lunak (Hardware dan software), lembaga pendidikan sepenuhnya menjadi
kewenangan departemen pendidikan, sementara pimpinan pusat hanya berperan pada
tingkat pengambil kebijakan.13
Lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Wahdah Islamiyah adalah dari
tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Beberapa lembaga pendidikan
yang dimiliki oleh Wahdah Islamiyah dapat di sebut antara lain.14 Pertama, taman
kanak-kanak (TK) Islam terpadu wihdatul ummah (satu unit). Kedua, sekolah dasar
(SD) Islam terpadu wihdatul ummah (satu unit). Jenjang pendidikan dasar ini di
kelola Wahdah Islamiyah secara sangat professional dan peminat lembaga
pendidikan ini sangat banyak. Sebagaimana TKIT-nya, SDIT ini pun memperoleh
respon yang baik dari masyarakat dan pemerintah. Sekolah dasar wahdah tersebut
mengambil tempat yang sama dengan TKIT, yaitu berlokasi di jln. Abdullah dg.
Sirua Makassar.
Ketiga, SLTP Islam Terpadu Wahdah Islamiyah (satu unit). Yang berlokasi
di jl. Antang Raya, Makassar. Keempat, SMU Islam terpadu Wahdah Islamiyah
(satu unit). Sekolah yang berlokasi di jl. Antang dalam, Makassar. Jenjang
pendidikan SMU/SMA ini melengkapi jenjang pendidikan yang dikelola Wahdah
Islamiyah. Kalau selama ini wahdah hanya mengelola TK dan SD serta perguruan
tinggi, maka dengan adanya jenjang SLTP dan SMA telah melengkapi amal sosial
Wahdah Islamiyah di bidang pendidikan.15
13Iskandar Kato, Sekretaris Jendral DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19
Agustus 2013.
14Abdul Rahim, Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sul-Sel, Wawancara, Makassar, 9 September
2013.
15Abdul Rahim, Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sul-Sel, Wawancara, Makassar, 9 September
2013.
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Kelima, pondok pesantren Tahfidzul qur’an yang berlokasi di kawasan Kassi
Tamangapa Makassar ini mendidik santri penghafal al-qur’an dari seluruh Indonesia.
Keenam, pesantern tadribut duat Makassar. Santri pesantren saat ini dipersiapkan
untuk menjadi tenaga da’I di pedesaan dan daerah terpencil.16
Pengembangan lembaga pendidikan Wahdah Islamiyah akan terus di perluas.
Beberapa cabang Wahdah Islamiyah kini telah merancang berdirinya lembaga
pendidikan, setidaknya ada lembaga tingkat TK atau SD di suatu cabang.17
Berdirinya suatu cabang perlu di perketat, misalnya suatu cabang baru dapat
dibentuk apabila telah memiliki minimal satu lembaga pendidikan, baik TK atau SD.
Barangkali persyaratan adanya suatu lembaga pendidikan minimal setingkat
TK atau SD di suatu cabang sudah menjadi mutlak, sebab tanpa lembaga
pendidikan, eksistensi Wahdah Islamiyah menjadi sangat lemah dimata umat.
Lembaga pendidikan juga menjadi pintu Wahdah Islamiyah untuk membangun
kesadaran umat, baik kesadaran akal pikiran maupun kesadaran tauhid dan
keimanan. Di masa depan, pengaruh lembaga pendidikan akan sangat besar bagi
umat dan bangsa, karena itulah pilihan untuk mensyaratkan adanya lembaga
pendidikan bagi berdirinya suatu cabang yang resmi menjadi penting untuk
dirumuskan oleh elite pusat Wahdah Islamiyah.
b. Peran Sosial dan Kesehatan Umat Wahdah Islamiyah
Membicarakan peran sosial Wahdah Islamiyah adalah sesuatu yang sangat
penting, karena meski umur lembaga yang masih sangat belia, tapi telah memiliki
16Abdul Rahim, Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sul-Sel, Wawancara, Makassar, 9 September
2013.
17Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
9 September 2013.
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reputasi sosial yang baik dimata umat. Peran-peran sosial Wahdah Islamiyah meski
kecil, tapi memiliki makna yang dalam dimata umat.
Untuk melihat kerja sosial Wahdah Islamiyah dari yang semula berbentuk
yayasan sehingga berbentuk ormas, dapat di bagi ke dalam beberapa penjelasan
yang lingkup bahasanya berkaitan dengan departemen yang di kelola oleh Wahdah.
Pertama, departemen sosial. Departemen sosial PP Wahdah Islamiyah
mengelola beberapa lembaga sosial yang langsung menyentuh masyarakat seperti, 1)
Tim penanggulangan musibah (TPM) Wahdah Islamiyah. Lembaga sosial ini
menjadi dua divisi, yaitu Divisi penanggulangan kebakaran dan bencana alam dan
divisi penyelenggaraan jenazah, 2) unit pelayanan ambulance. Departemen sosial PP
Wahdah dalam mengelola armada kendaraan ambulans yang dapat dimanfaatkan
oleh masyarakat, khususnya kaum muslimin, 3) program sumbangan 3B (Baju Bekas
Berkualitas). Lembaga ini murni berurusan dengan persoalan kemanusiaan, seperti
memberikan bantuan dan pertolongan kepada golongan masyarakat yang tidak
mampu.18
Kedua, Departemen kesehatan dan lingkungan hidup. Departemen ini telah di
dukung dengan tenaga medis professional (dokter spesialis, dokter umum, perawat,
bidan, dan apoteker) dan telah memiliki beberapa fasilitas kesehatan yang sangat
dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat, khususnya kalangan
ekonomi menengah ke bawah. Fasilitas-fasilitas kesehatan yang di kelola oleh
Departemen Kesehatan WI adalah, 1) balai kesehatan ibu dan anak (BKIA)
18Muh. Taufan Djufry, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Ketua Bidang
Akademik STIBA Makassar, Wawancara, Makassar, 3 September 2013.
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Wahdatul Ummah (1 unit). BKIA Wahdatul Ummah beralamat di jl. Abdullah Dg.
Sirua, Makassar (depan mesjid Wihdatul Ummah).19
Lembaga kesehatan ini memberikan beberapa pelayanan kepada kaum wanita
berupa, 1) persalinan, buka tiap hari 24 jam, 2) pemeriksaan/control kesehatan bagi
ibu hamil (termasuk imunisasi dan konsultasi gizi), buka tiap hari pukul 08.00-14.00
WITA, 3)  pemeriksaan umum kesehatan wanita, buka tiap hari  pukul 08.00-14.00
WITA. Sedangkan pelayanan kepada anak-anak diantaranya a) pemeriksaan umum
anak-anak buka tiap hari pukul 08.00-14.00 WITA, b) imunisasi dan konsultasi gigi,
buka tiap selasa pukul 09.00-14.00 WITA, c) khitan.
Selain itu, departemen ini juga mengelola Klinik Ruqyah Syar‘iyyah Assyifa.
Klinik Ruqyah Syar‘iyyah Assyifa merupakan klinik pengobatan alternatif yang
mengobati pasien-pasien yang terkena gangguan-gangguan jin dan penyakit yang
tidak terdeteksi oleh medis. Klinik ini memiliki beberapa tenaga yang bergabung
dalam tim ruqyah yang siap membantu masyarakat apabila menghadapi hal tersebut
diatas. Klinik ini membuka praktik mulai hari senin sampai kamis pukul 16.00-
18.00. adapun lokasinya di jl. Abdullah Dg. Sirua No.52 J, tepatnya di lantai 1
Mesjid Wihdatul Ummah.
Selain itu ada juga unit tim medis peduli masyarakat. Unit tim medis peduli
umat departemen kesehatan PP wahdah banyak melakukan bakti sosial yang bekerja
sama dengan berbagai instansi pemerintah, swasta, dan lembaga kemahasiswaan di
perguruan tinggi, berupa kegiatan, 1) pemeriksaan dan pengobatan gigi secara gratis,
3) khitanan massal, dan 4) donor darah (bekerja sama dengan unit transfusi darah
PMI cabang Makassar).
19Iskandar Kato, Sekretaris Jendral DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19
Agustus 2013.
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Ketiga, LP2KS (lembaga pembinaan dan pengembangan keluarga sakinah).
Lembaga ini berfungsi sebagai penyelenggaraan pernikahan  bagi jamaah.
Mempertemukan ikhwan dan akhwat yang akan menikah. Dan sebagai tempat
konsultasi masalah keluarga sakinah.20
Keempat, departemen informasi dan komunikasi (INFOKOM). Departemen
ini memiliki 4 divisi  kerja yang terdiri, 1) divisi radio 102,7 FM. Radio ini
mengambil gambar suasana di ruangan studio penyiar yang tengah menjalankan
tugasnya dan menanyakan beberapa materi siaran, 2) divisi penerbitan. Divisi ini
menayangkan buku-buku yang telah di terbitkan seperti buku kesurupan jin, khutbah
idul fitri dan idul adha, jurnal Islam al-bashirah dan memuat berita kegiatan wahdah
Islamiyah di Koran fajar dan tribun timur, 3) divisi tajsilat. Divisi ini menayangkan
beberapa gambar kaset dan cd danmerekam ceramah-ceramah, 4) divisi peliputan.
Divisi ini meliputi kegiatan dalam bentuk handycam serta penyiaran melalui Ummat
TV, dan 5) divisi website. Divisi ini menayangkan situs-situs www.wahdah.or.id.21
c. Kegiatan Di Bidang Ekonomi
Kegiatan Wahdah Islamiyah pada bidang ini belum banyak yang dapat di
catat sebagai sebuah kegiatan yang dianggap berhasil, meski prestasi-prestasi
minimalis telah di ukur oleh bidang-bidang usaha Wahdah Islamiyah yang mulai
dikembangkan sejak akhir dekade lalu, ketika ormas ini masih di bawah yayasan
(baik YFM maupun YWI). Bidang ekonomi selalu saja menjadi persoalan tersendiri
bagi kalangan Islam, tak terkecuali lembaga-lembaga Islam yang telah eksis
20Iskandar Kato, Sekretaris Jendral DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19
Agustus 2013.
21Saiful Bahri, Staf DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara,Makassar, 19 Agustus 2013.
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berpuluh-puluh tahun juga mengalami problem tersendiri ketika berkiprah pada
persoalan ekonomi.22
Sementara Wahdah Islamiyah belum banyak memiliki ahli ekonomi
kontemporer yang dapat disebut sebagai arsitek dari kegiatan ekonomi Wahdah
Islamiyah, artinya aset-aset lembaga yang di kelola pun masih sangat terbatas.
Meski bersifat terbatas, aset-aset Wahdah Islamiyah yang dikelola dengan cara yang
amanah dan jujur, potensial membawa perbaikan di masa depan. Penguatan kegiatan
ekonomi di kalangan Wahdah Islamiyah harus dilakukan, karena dengan kekuatan
ekonomilah mampu membawa atmosfir yang baik bagi tumbuh kembang organisasi.
Adapun beberapa usaha yang dilakukan dalam bidang ekonomi di antaranya:
1) LAZIS (lembaga amil, zakat, infaq, dan shadaqah). Lembaga ini berfungsi
menghimpun berbagai dana dari masyarakat, memungut iuran dari anggota
jamaah atau simpatisan (donatur) setiap bulannya. Menyebarkan amplop ZIS
setiap memasuki bulan ramadhan, sekaligus menyebarkan kepada yang
berhak menerima.23 Beberapa program kerja LAZIS Wahdah Islamiyah yaitu:
No.
Program Kerja Tujuan Sasaran
1
Pengurusan izin LAZ Nasional
LAZIS WI Legalitas formal BAZNAS






3 Pembuatan counter zakat Memaksimalkan - Kantor DPP WI
22Muhammad Musri, Ketua Badan Ru’yah dan Falakiyyah DPP Wahdah Islamiyah,
Wawancara, Makassar, 3 September 2013.







4 Kursus manajemen pengelolaan
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10 Aplikasi sistem akuntansi ZIS Tata kelola
keuangan
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Sumber: Hasil-hasil MUKERNAS Wahdah Islamiyah VII 11-12 Februari 2012
Makassar
2) LWP2 (Lembaga Wakaf Pembangunan dan Pengembangan). Lembaga ini
mempunyai tugas mencari tanah wakaf yang akan di bangunkan mesjid
dengan anggaran 100% dari para donator dari luar dan dalam negeri.
Membangun tempat wudhu dan sumur bor. Sampai saat ini mesjid yang telah
di bangun berjumlah 90 mesjid yang tersebar di berbagai daerah.24
No Program Kerja Tujuan
Penanggung
Jawab
1 Membangun kantor dan sarana
tarbiyah
PDP, PDM dll LP3
2 Renovasi Guest House Pelayanan tamuDPP LP3
3 Membangun STIBA Akhwat
Fasilitas kelas dan
asrama LP3










6 Pembentukan konsultan proyek Perencanaan LP3
7 Penunjukkan penanggung jawabsetiap proyek Pelaksana tetap LP3
8 Penentun anggaran setiap proyek
Penetapan
anggaran LP3
9 Peninjauan/ pengawasan proyek Pengawasan LP3
10 Pembangunan masjid
24Saiful Bahri, Staf DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara,Makassar, 19 Agustus 2013.
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3) Departemen Pengembangan Usaha DPP WI, departemen ini membidangi
berbagai program kerja pengembangan jangka pendek, jangka menengah dan
jangka panjang. Adapun program kerja DPU DPP WI sebagai berikut:
No Program Kerja Tujuan Anggran
Program Jangka Pendek
1
Pendirian Perum. Griya Hasanah












Pengaktifan KSU Syarikah al-





































7 Penyegaran Bursa UkhuwahAgency dan unit Bisnisnya
Menggenjot




untuk pengurus, karyawan, dosen
Tersedianya
kebutuhan Rp. 2 Milyar
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Sumber: Hasil-hasil MUKERNAS Wahdah Islamiyah VII 11-12 Februari 2012
Makassar.
4) BMT al-Amin adalah sebutan ringkas dari Baitul Maal Wat Tamwil yang
berada dibawah unit bidang ekonomi Wahdah Islamiyah,. Kegiatan Baitul
Maal Wat Tamwil adalah pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi
dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil diantaranya
dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya
dengan sistem Syariah.
Lembaga keuangan mikro syariah ini berdiri sejak tahun 1995 dengan badan
hukum operasional nomor: 158/BH/2022/IX/1999, yang secara spesifik bergerak di
bidang simpanan, pembiayaan, investasi syariah, serta penerimaan dan pengelolaan
zakat, infaq, sedekah dan wakaf.
Visi BMT al-Amin menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang kuat dan
sehat, berkembang dan terpercaya dan berdaya saing serta komitmen pada prinsip
syariah sebagai solusi ekonomi ummat yang berkeadilan, sehingga mempu melayani
anggota dan masyarakat lingkungan berkehidupan sejahtera, penuh keselamatan,
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kedamaian dan berperadaban mulia dengan prinsip kerja profesional, amanah dan
sejahtera. Adapun misi BMT al-Amin sebagai berikut:
a) Mengembangkan usaha anggota dan masyarakat sekitar melalui pembiayaan jasa
keuangan syariah.
b) Menggalang dana anggota dan pihak lain sesuai dengan ketentuan untuk
kesejahteraan bersama.
c) Menyalurkan dana pembiayaan bagi anggota dan pihak lain untuk
mengembangkan usahanya.
d) Menghimpun dana kesetiakawaanan sosial berupa zakat, infaq, sedekah dan
wakaf tunai
Untuk menunjang realisasi visi BMT al-Amin dilakukan kerja sama dengan
beberapa lembaga keuangan syariah antara lain: BTN Syariah, BNI Syariah, BMI,
Bank Sul-Sel Syariah, BAZ Provinsi Sul-Sel, PINBUK Sul-Sel, Bisa Jakarta, LPBD,
Bank Syariah Mandiri. Adapun Program Unggulan BMT al-Amin yaitu Simpanan
Mudharabah Pendidikan (TRENDI), Simpanan Qurban, Simpanan Haji, Simpanan
Deposito Berjangka, Simpanan Wadi‘ah Ummat, Simpanan Investasi Bagi Hasil,
Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Sewa, Layanan ZIS dan
Gadai Syari‘ah.
Selain itu terdapat beberapa unit usaha yang eksis di bawah naungan Wahdah
Islamiyah seperti, Toko buku yang menyediakan berbagai literatur yang berkenaan
dengan kajian keislaman, mini market yang memberikan kemudahan pada
masyarakat untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan jaminan produk baik dan
halal.
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d. Rancangan Program Kerja DPD Wahdah Islamiyah Makassar periode 2012-2015








6 Konsilidasi naqib dan bendahara ta’rif dan takwin
7 Up date data dan kontroling tarbiyah
8 Pelayanan dan pengontrolan daurah/SKS
2) Departemen Dakwah
No Program Kerja
1 Pembuatan jadwal & pengontrolan khatib jum’at
2 Pembuatan jadwal ceramah ramadan (tarwih, subuh, duhur & ‘id)
3 Pembuatan jadwal & pengontrolan majelis taklim
4 Pengontrolan Embun Qalbu Makassar TV
5 Pelatihan manajemen pengelolaan masjid
6 Konsilidasi pengurus masjid
7 Bedah buku
3) Departemen Pengelolaan Sumber daya Ekonomi
No Program Kerja
1 a. Pelatihan manajemen keuangan usaha
b. Pelatihan kewirausahaan
2 a. Kerjasama dengan investor
b. Pemanfaatan dana hibah dari pemerintah
3 a. Penyusunan SOP pengelolaan unit usaha
b. Pendirian KSU Medina Sejahtera
c. Pengembangan unit usaha KSU Medina Sejahtera
4 Pengumpulan dana pada setiap acara besar DPD Wahdah Islamiyah
Makassar
5 Melakukan pendataan distribusi kotak amal
6 Pendistribusian kotak amal
7 Rekruitmen kolektor pengumpul dana kotak amal
4) D epartemen Informasi dan Komunikasi
No Program Kerja
1 Pengelolaan website www.wimakassar.org
2 Penerbitan buletin al-Balagh
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3 Dokumentasi dan publikasi kegiatan
4 Pelatihan pengelolaan blogger
5 Pelatihan desain grafis
5) Departemen Sosial dan Kesehatan
No Program Kerja
1 Pelatihan & pembentukan tim penyelenggara jenazah
2 Pembentukan & pengelolaan tim penanggulangan bencana
3 Pengumpulan bantuan dan penanganan musibah
4 Penanganan penyelenggaraan jenazah
5 Program anak asuh dan santunan da’i
6 Khitanan massal
7 Donor darah sukarela
8 Buka puasa bersama
9 Seminar/ bedah buku kesehatan
10 Pembentukan dan pengelolaan klinik bekam
6) Departemen Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Pengajaran al-Qur'an
No Program Kerja
1 Pelatihan manajemen TKA-TPA
2 Rekruitmen mudarris tahsin
3 Rekruitmen mudarris dirosa
4 Pembentukan unit-unit binaan baru (TKA-TPA, tahsin, dirosa)
5 Up Grading pengajar TKA-TPA
6 Up Grading mudarris tahsin
7 Penyempurnaan kurikulum tahsin
8 Supervisi (TKA-TPA)
9 Temu pengajar (TKA-TPA)
10 Munaqasyah dan temu santri
11 Pertemuan naqib tahsin
12 Ikhtibar liqo-liqo tahsin
13 Ikhtibar liqo-liqo dirosa
14 Pertemuan mudarris tahsin
15 Outbond santri
Berdasarkan program kerja di atas telah nampak bahwa upaya yang dilakukan
DPD Wahdah Islamiyah mengedepankan pendekatan kultural yang secara perlahan
merajuk sistem keorganisasian baik secara internal maupun eksternal organisasi.
Metode tersebut memudahkan Wahdah Islamiyah untuk menerapkan fatwa-fatwa
yang telah dirumuskan pada Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.
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2. Bentuk-bentuk formulasi hukum Wahdah Islamiyah
Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah sebagai salah satu jejaring ormas
Islam mempunyai peranan penting sebagai pengayom bagi umat Islam di Kota
Makassar terutama di dalam memecahkan dan menjawab persoalan sosial-
keagamaan dan kebangsaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat. Jawaban yang
dikeluarkan tidak diambil dari DPD Wahdah Islamiyah Kota Makassar melainkan
melalui Dewan Syariah DPP Wahdah Islamiyah. Semua kebijakan/ fatwa hanya
dibahas di Dewan Syariah, penetapan fatwa didasarkan pada al-Qur'an, sunah, ijmak
dan qiyas dan bersifat responsif, proaktif dan antisipatif.25
Proses penetapan fatwa, dilakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap
pendapat para imam mazhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut dengan
seksama, berikut dalil-dalilnya. Masalah yang hukumnya (al-ah}kam al-qat}’iyah)
disampaikan sebagaimna adanya, sedangkan dalam masalah-masalah yang
merupakan kawasan perbedaan pendapat antara para ulama/mazhab, maka penetapan
fatwa dilakukan dengan mencari titik temu antara pendapat-pendapat mazhab yang
berbeda, melalui al-jam’u wa al-tawfiq.
Jika usaha perumusan dan penetapan titik temu tidak berhasil dilakukan,
penetapan fatwa berdasarkan pada hasil tarjih melalui metode muqaran al-maz}ahib
dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih muqarin (komparatif). Persoalan yang
tidak ditemukan pandangan hukumnya dikalangan mazhab, maka dalam penetapan
fatwa dilakukan berdasarkan hasil ijtihad kolektif melalui metode bayani, ta’lili,
istislahi dan sad al-Zari‘ah.
25Rahmat Abd. Rahman, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
11 Oktober 2013.
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Namun hingga saat ini tidak ada pedoman dan prosedur penetapan fatwa
khusus yang telah disusun oleh Wahdah Islamiyah, sehingga setiap upaya istinbat
hukum senantiasa kembali ke metode klasik dan memerhatikan kemaslahatan umum
dan maqa>s}id al-syari>‘ah.26
Setelah sebuah fatwa ditetapkan dalam Dewan Syariah melalui proses
mendalam dan koprehensif, serta dengan memerhatikan pendapat-pendapat yang
berkembang, maka Dewan Syariah segera melaporkan kepada Dewan Pimpinan
untuk dipermaklumkan kepada anggota. Fatwa yang dikeluarkan bersifat terikat
untuk kader dan bersifat himbauan untuk masyarakat.27
Masalah-masalah yang tela ada keputusan fatwa Dewan Syariah, semua
perangkat organisasi mulai dari pusat hingga daerah wajib melaksanakan.
a. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sebagai Lembaga Ijtihad
Dewan Syariah Wahdah Islamiyah adalah lembaga yang memiliki fungsi
pertimbangan, pengawasan dan penetapan kebijakan syar‘>>i. Susunan Dewan Syariah
terdiri dari: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Komisi-komisi dan Anggota.28
Berkenaan dengan persoalan hukum yang muncul dalam internal Wahdah Islamiyah
atau di luar dari Wahdah Islamiyah tetapi memiliki pengaruh, maka Dewan Syariah
menampungnya melalui sebuah prosedur standar.
Langkah pertama yang dilakukan adalah menyamakan persepsi terhadap
permasalahn tersebut di dalam tubuh Komisi29 yang sesuai dengan bidangnya pada
26Muh. Ihsan Zainuddin, Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara,
Makassar, 4 September 2013.
27Rahmat Abd. Rahman, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
11 Oktober 2013.
28AD & ART Wahdah Islamiyah Periode Kepengurusan 2012-2016, h. 10.
29Komisi yang terdapat pada Dewan Syariah Wahdah Islamiyah meliputi Komisi Aqidah,
Komisi Muamalah, Komisi Ibadah. Hasilnya diajukan ke rapat pengurus kemudian diteruskan kerapat
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Dewan Syariah. Jika Komisi Fatwa menemukan sebuah dalil qat}‘i> yang berkenaan
dengan masalah tersebut, maka permasalah itu segera diputuskan dengan dalil
tersebut. Kalau tidak, maka akan dilakukan kajian yang lebih mendalam. Biasanya
kecenderungan yang  ada dalam Dewan Syariah lebih dekat dengan fatwa-fatwa
yang telah dikeluarkan oleh Ulama-ulama Saudi Arabia. Hal ini tidak terlepas dari
hubungan kultur yang direalisasikan berupa manhaj salafi.30
Garis-garis besar metodologi istinbat dan penetapan hukum yang dipaparkan
tersebut masih merupakan paparan global yang perlu dijelaskan lebih lanjut.
Berpegang teguh pada asumsi bahwa metodologi istinbat hukum Dewan Syariah
Wahdah Islamiyah tidak akan keluar dari koridor tata cara istinbat hukum yang
lazim berlaku di kalangan ahlussunnah wal jama’ah, maka dapat disimpulkan bahwa
berbagai istilah teknis dan gambaran yang disampaikan dalam wawancara harus
dirujuk pada literatur-literatur ilmu usul fikih yang mu‘tabar. Maka setelah paparan
deskriptis di atas, dikalsifikasikan menjadi dua bagian yaitu telaah kritis terhadap
metodologi istinbath dan penetapan hukum yang dilakukan Dewan Syariah Wahdah
Islamiyah.
b. Telaah kritis terhadap metodologi Istinbath Hukum Dewan Syariah Wahdah
Islamiyah
Secara umum bisa dikatakan bahwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan
komisi fatwa yang dinaunginya sudah melakukan istinbat hukum sesuai dengan
konsep dasar yang baku dalam tradisi fikih Islam. Harus dipahami bahwa metodologi
pleno. Rahmat Abd. Rahman, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 11
Oktober 2013.
30Rahmat Abd. Rahman, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
11 Oktober 2013.
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istinbat hukum Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sesuai dengan koridor tersebut.
Namun patut kiranya ditegaskan bahwa metodologi istinbat hukum dalam Islam dan
mazhab-mazhab ahlussunnah wal jama’ah terus mengalami perkembangan.
Di antara bentuk perkembangan tersebut adalah melakukan klasifikasi ulang
terhadap mas}adir al-ah}kam oleh para ulama ilmu usul fikih klasik yang notabene
adalah para kritikus metodologi istinbat hukum. dalam klasifikasi yang baru telah
dibedakan empat hal dalam istinbat hukum:
Pertama, mas}a>dir al-ah}ka>m (sumber-sumber materi hukum) masih bisa dibagi
lagi ke dalam dua segmentasi: sumber hukum materil yang bersifat tekstual, yaitu al-
Qur'an, sunah, a>s\ar al-s}ah}a>bah, aqwa>l wa maz\a>hib aimmah (ucapan para imam) serta
ijma>’ fi>ma nus}s}a fi>hi (ijmak ulama yang berkaitan dengan pemahaman teks);
kemudian ada juga yang disebut sebagai al-ma>s}adir al-burh}a>niyah (Sumber hukum
materil yang bersifat rasional), berupa ijma>‘ fi>ma la> nus}s}a fi>hi (ijmak ulama yang
berkaitan dengan sebuah hukum yang sama sekali tidak ada sandaran tekstual), rasio
dan ilmu pengetahuan modern.
Kedua, mana>hij istinba>t ah}ka>m, yaitu instrumen-instrumen metodologis yang
digunakan dalam merumuskan kesimpulan hukum, yaitu al-qiya>s (silogisme), al-
ilha>q (silogisme antara sebuah masalah kontemporer dengan pendapat ulama klasik)
dan al-istiqra>’ (Deduksi).
Ketiga, al-Adawa>t, yaitu data-data baru yang digunakan sebagai instrumen
penentuan sebuah hukum, di antaranya adalah al-‘urf (adat kebasaan), hukmul ha>kim
wal qa>d}i (keputusan pemerintah dan pengadilan), al-maqa>s}id, al-mas}a>lih, al-istih}sa>n
dan sadd z}ara>’i’.
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Sedangkan yang keempat adalah prinsip-prinsip dasar jurisprudensial yang
digunakan sebagai instrumen penentuan sebuah hukum, antara lain al-akhz}u bi aqal
ma qi>la (mengambil pendapat yang teringan), al-bara>’ah al-as}liyah dan berbagai
kaidah fiqhiyah lainnya.
Berdasarkan klasifikasi di atas, penggunaan masing-masing item seharusnya
disesuaikan dengan kedudukannya. Dalil penetapan fatwa hukum seharusnya hanya
memuat bagian pertama dan ketiga. Sedangkan bagian kedua dan keempat disebut
dalam konsideran fatwa untuk menjelaskan dalil-dalil tersebut dalam pandangan
Komisi Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah telah menjurus atau menjustifikasi
ditetapkannya sebuah hukum atau fatwa tertentu.
Keempat bagian tersebut tidak bisa ditempatkan secara sejajar atau berurutan
begitu saja. Sebagai klasifikasi tersebut dengan sendirinya menuntut adanya
penjelasan tentang aspek argumentatif pengembilan kesimpulan hukum (wuju>h al-
istidla>l) dari setiap dalil yang digunakan, namun hal ini tidak dilakukan oleh  Dewan
Syariah Wahdah Islamiyah dalam konsideran fatwanya.
c. Telaah terhadap Prosedur Penetapan Hukum
Jika ditilik lebih jauh, prosedur penetapan hukum melalui ijtihad jama’I dalam
prakteknya sebagaimana yang dilakukan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah
layak untuk dikritisi serta ditingkatkan kinerja dan efektifitasnya. Berkaca pada
fatwa yang dihasilkan mengenai Pemilihan Umum. Penjelasan Dewan Syariah
Wahdah Islamiyah tentang hal tersebut, tidak memberikan sebuah kepastian hukum
yang dapat mengerahkan secara jelas langkah organisasi maupun kader-kader
Wahdah Islamiyah.
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Adapun produk hukum yang telah dirumuskan oleh Wahdah Islamiyah dalam
bentuk fatwa melalui Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sebagai berikut:
1) Keterlibatan dalam Pemilihan Umum.
2) Hukum mengajarkan nasyid Islam di lingkungan pendidikan.
3) Hukum menerima bantuan pendidikan dengan syarat pemotongan ilegal.
4) Hukum membuat bendera organisasi.
5) Keterlibatan akhwat dalam musyawarah.
6) Hukum asuransi kesehatan hukum praktek pengobatan lawan jenis.
7) Hukum imunisasi dengan vaksin yang mengandung najis pada proses
pembuatannya.
8) Hukum salat di masjid yang di dalamnya terdapat kuburan.
9) Penilaian terhadap materi pelatihan instruktur.
10) Hukum proses pelantikan Dewan Pengurus Cabang Wahdah Islamiyah.
11) Hukum-hukum yang berkaitan degan perkuburan Islam.
12) Program sedekah seribu sehari (S3).
13) Hukum mengikuti program Keluaga Berencana (KB).
14) Pelaksanaan kegiatan dakwah di malam hari bagi akhwat.
15) Hukum melaksanakan shalat jum’at di mus}alla.
16) Hukum jual beli sistem murabahah.31
Berbagai fatwa yang dikeluarkan pada penelitian ini mengeksplorasi fatwa
berkenaan dengan keterlibatan pada Pemilihan Umum. Di sisi lain terdapat
kesesuaian dengan menampilkan dalil-dalil yang berlawanan. Terlebih lagi fatwa
31Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Himpunan Keputusan Dewan Syariah
Wahdah Islamiyah (Cet. I; Makassar: Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah), h. vii-viii.
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yang dikeluarkan bersifat mengikat hanya untuk kader-kader Wahdah Islamiyah.
Adapun pengaruhnya terhadap masyarakat dapat dilihat pada kecenderungan
ekspansi pemahaman pada bidang politik.
3. Kecenderungan ekspansi pemahaman pada bidang politik
a. Sikap Wahdah Islamiyah terhadap Politik Praktis
Memperbincangkan kembali sesuatu yang berkenaan dengan sikap, respon dan
partisipasi politik Wahdah Islamiyah akan membantu dalam memahami implikasi
langsung dari tarbiyah politik yang di lakukannya. Wahdah Islamiyah bukanlah
ormas Islam yang pasif dalam sosial politik, meskipun politik praktis dijauhinya.
Pada beberapa momentum politik global yang berkaitan dengan Islam maupun
politik nasional, Wahdah Islamiyah tetap memberikan perhatiannya. Hal tersebut
dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai bagian dari kehidupan kolektif
suatu bangsa yang baik. Pada suatu pemilihan presiden secara langsung, Wahdah
Islamiyah memberikan sikap politiknya.32
Sikap politik Wahdah Islamiyah yang aktif dalam mendorong anggotanya
untuk memberikan hak pilihnya pada even pemilihan presiden sebagai bentuk
tanggung jawabnya sebagai warga negara. Sikap aktif Wahdah Islamiyah yang
diwujudkan dalam pertanyaan di atas membuktikan bahwa penggunaan hak suara
dalam pemilihan umum dianjurkan.
Pandangan semacam  ini merupakan sikap umum umat Islam yang beraliran
sunni dan pandangan itu telah terjadi sejak jaman kejayaan Islam, terutama sejak
Dinasti Abbasyiah, ketika pemimpin yang dipilih, meskipun secara pribadi tidak
32Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
9 September 2013.
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total menjalankan ajaran Islam, tetap ditaati menurut ukuran umum, artinya apabila
pemimpin itu berbuat baik, melindungi rakyat, dari segala hal yang mengganggu
kehidupan sosialnya, menyejahterkannya, berbuat adil, amanah, jujur dan
sebagainya. sebaliknya bila tidak seperti tersebut maka ketaatan kepada pemimpin
tidak berlaku, meskipun pemimpin seorang muslim.
Secara umum, Wahdah Islamiyah mengambil sikap netral aktif dalam politik,
artinya Wahdah Islamiyah tetap menunjukkan dirinya sebagai lembaga sosial
keagamaan yang tidak memiliki keterkaitan  apapun dengan partrai politik. Partai
manapun tetapi tidak tinggal diam dalam merespon soal-soal politik yang terjadi.
Sikap netral yang ditempuh Wahdah Islamiyah sebagai pilihan cerdas dan rasional,
karena sikap demikian telah menjadi sikap umum setiap ormas Islam. Hal ini
mempunyai bobot dan implikasi sosial politik yang baik. Apabila masalah-masalah
politik mendesak atau mengganggu kehidupan umat Islam dan agama Islam, maka
Wahdah Islamiyah akan menempuh langkah-langkah tertentu yang sesuai  dengan
garis umum kebijakan organisasi.33
Sikap Wahdah Islamiyah yang netral terhadap politik, menurut penulis,
pernyataan yang dikeluarkan oleh beberapa pengurus DPP Wahdah Islamiyah tidak
sejalan, sehubungan dengan hasil penelitian yang dilakukan tepat pada even
kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota ditemukan berbagai atribut partai
yang melekat pada beberapa kader dan pada pengamatan selanjutnya perangkat
ormas Wahdah Islamiyah ikut serta menyukseskan salah satu kandidat.
33Muh. Taufan Djafry, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Ketua Bidang
Akademik STIBA Makassar, Wawancara, Makassar, 3 September 2013.
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Idealnya Wahdah Islamiyah terus mempertahankan netralitas selama mungkin
karena sekali Wahdah Islamiyah mengaitkan diri atau menjalin afiliasi dengan
kekuatan politik tertentu, resiko sosialnya sangatlah besar bagi masa depan Wahdah
Islamiyah. Sikap netral dalam soal politik, tidak berarti Wahdah Islamiyah sama
sekali anti terhadap persoalan politik, melainkan dengan sikap itu Wahdah Islamiyah
akan jauh lebih luas wilayah kerjanya, jauh lebih luas hubungannya dengan partai
politik yang ada dan dapat mengembangkan kerja sosial dalam rangka menegakkan
amar ma’ruf nahi mungkar dalam spektrum jaringan yang luas.
b. Partisipasi Politik Wahdah Islamiyah
Partisipasi biasanya terkait keterlibatan personal maupun lembaga dalam
proses pembangunan. Partisipasi politik selalu dikaitkan dengan keterlibatan dalam
masalah-masalah politik. Perlu dicermati adalah partisipasi dalam bentuk apapun
selalu didorong adanya nilai-nilai yang mendesain tentang alasan dilakukannya
partisipasi itu dalam soal pembangunan misalnya, partisipasi warga, demikian
halnya partisipasi Wahdah Islamiyah, selalu terkait dengan keterlibatan aktif di
dalamnya pembangunan (development) adalah istilah yang sering kali tidak jelas.34
Kesan pertama ketika istilah itu muncul, yakni peningkatan output dari
sektor ekonomi serta perubahan-perubahan pada struktur perekonomian. Hal ini
perlu penegasan sekali lagi kata untuk semua, seandainya kata tersebut dinafikan
pengaruhnya akan sangat besar pada pembagian hasil pembangunan itu sendiri
terutama yang tidak mampu dan rendah tingkat aksesibilitasnya (accessibility).
34Muh. Taufan Djafry, Ketua DPD Wahdah Islamiyah Kota Makassar dan Ketua Bidang
Akademik STIBA Makassar, Wawancara, Makassar, 3 September 2013.
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Sedangkan tujuan pembangunan, kalau kita perhatikan selama ini adalah
pertumbuhan (growth) dan sekali lagi pertumbuhan.35
Seharusnya pertumbuhan hanya berfungsi sebagai indikator pembangunan
dan bukannya tujuan, sedangkan tujuan pembangunan itu sendiri adalah peningkatan
kualitas hidup manusia. Sedangkan indikator pembangunan bisa kita susun sebagai
berikut: partisipasi, keadilan sosial, kesempatan kerja untuk semua dan kemandirian.
Konsep tersebut dapat kita perhatikan bahwa pembangunan harus memahami 2 hal,
yakni  pemuasan kebutuhan dasar manusia dan respon pada kemanusian.36
Partisipasi di masa depan, akan lebih aktif apabila partisipasi itu terkait
dengan masalah-masalah agama. Di era otonomi daerah dan politik lokal, godaan-
godaan kekuasaan, ekonomi dan politik serta peluang untuk menerapkan syariat
Islam akan membawa makna sendiri bagi Wahdah Islamiyah di masa depan.
Beberapa kelompok keagamaan di Sulawesi Selatan meemiliki keinginan
kuat untuk terlibat dalam  proses demokrasi pada level  lokal mendatang, mengingat
pengalaman terpilihnya Abdul Azis Kahar Muzakkar sebagai wakil daerah (Dewan
Perwakilan Daerah) dengan suara relatif besar telah mendorong kalangan Islam
sulawesi selatan untuk berpartisipasi aktif dalam pilkada langsung mendatang.
Wahdah Islamiyah sebagai potensi Islam lokal, memiliki potensi untuk
berpartisipasi dalam pilkada langsung itu. Tinggal cara elite Wahdah Islamiyah
merespon isu dan output dari proses politik yang berlangsung dan apa wujud respon
tersebut di kemudian hari adalah tanggung jawab elite wahdah terhadap anggota
35Abdul Rahim, Ketua DPW Wahdah Islamiyah Sul-Sel, Wawancara, Makassar, 9 September
2013.
36Hidayat Hafid, Dai Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 9 September 2013.
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simpatisannya. Kalau dalam komunitas Wahdah Islamiyah menguat isu-isu
pragmatis-praktis dalam soal pilkada, maka bukan tidak mungkin Wahdah Islamiyah
akan berpartisipasi aktif dalam soal penentuan kepala daerah, meski kekuatan dan
kewenangannnya secara politis tidaklah begitu besar, dan pihak Depdagri memiliki
hak regulator  dan eksekutor atas sejumlah hal yang terjadi di daerah.
Konteks politik lokal maupun pesta demokrasi rutin dalam 5 tahun misalnya,
Wahdah Islamiyah potensial berpartisipasi aktif dalam proses-proses itu, karena
berbagai infrastruktur yang dimilikinya sangat memadai. Dalam pemilihan
bupati/wali kota dan gubernur  yang marak terjadi sejak juni 2005 belum ditemukan
adanya sikap partisipasi independen dalam konteks mendulang calon-calon yang
bermoral tanpa melibatkan lembaga sangat mungkin dilakukan oleh Wahdah
Islamiyah, setidaknya dapat dalam bentuk himbauan dan ajakan untuk mendukung
calon-calon yang memiliki akhlak mulia dan berbudi pekerti yang luhur. Mengapa
harus  mengajak anggotanya untuk memilih seperti itu? Sederhana saja, bahwa
langkah itu memiliki makna yang dalam bagi usaha minimal wahdah menghambat
calon-calon bermasalah yang akan membawa mudharat yang besar bagi umat.37
Di samping itu,  dalam UU ini terdapat penonjolan hak-hak dan kewajiban
DPRD yang tidak terdapat pada perundan-undangan sebelumnya, antara lain hak
DPRD. Pertama,  meminta pertanggung jawaban kepala daerah atas pelaksanaan
kebijaksanaa pemerintah daerah. Kedua, meminta keterangan kepada kepala daerah
atas suatu  rencana kebijakan, atau akibat dari pelaksanaan atau kebijakan, atau atas
37Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
9 September 2013.
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suatu masalah  yang menurut hukum dan atau etika yang berlaku  termasuk dalam
lingkup tanggung jawab kepala daerah.
Ketiga, mengadakan penyelidakan, termasuk meminta pejabat dan atau
warga masyarakat yang diperlukan untuk memberikan keterangan tentang sesuatu
hal demi kepentingan daerah, masyarakat dan pemerintahan “hak subpoena”. Ini
adalah suatu upaya pemberdayaan DPRD untuk menghindarkan semacam sikap
“contempt of parliament.”
Memahami konteks politik lokal maupun politik secara umum serta posisi
politik elite daerah yang begitu kuat seperti penjelasan di atas, menurut banyak
kalangan,  bahwa keterlibatan ormas tidak dapat diabaikan  termasuk keterlibatan
Wahdah Islamiyah dalam soal itu. Wahdah Islamiyah sudah sewajarnya mengambil
sikap politik yang berpartisipatif sebagai bagian dari kiprah sosialnya, artinya
partisipasi politik wahdah tidak harus diwujudkan dalam bentuk politik  partisan
dengan suatu partisipasi politik Wahdah Islamiyah itu harus berada dalam ranah
moral politik. Pemihakan Wahdah Islamiyah pada umat dan kerja aktif Wahdah
Islamiyah dalam membangun kesadaran umat, sebetulnya adalah bagian dari
partisipasi  politik yang substansif. Apalagi Wahdah Islamiyah melakukan kegiatan
yang sungguh-sungguh bermakna politik  seperti pendidikan politik  dan penyadaran
hak-hak politik umat.
Sikap politik Wahdah Islamiyah yang aktif dalam merespons soal-soal politik
kebangsaan dan  keumatan sudah termasuk dalam ranah  politik yang  partisipatif.
Janganlah memaknai politik itu secara sangat sempit, artiya  politik tidak hanya
berkaiatan dengan partai politik, kekuasaan politik atau negara dan pemerintah, tapi
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politik  memiliki spektrum yang amat luas, mencakup seluruh segmen kegiatan
manusia.38
Wahdah Islamiyah merencanakan kerja-kerja sosial keumatan untuk
memberdayakan umat sebetulnya sudah merupakan kegiatan politik, karena strategi
dan taktik untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan organisasi sungguh-sungguh
merupakan  kegiatan politik.  Tidak ada satu orang pun yang menolak klaim bahwa
politik itu berkaitan dengan segalah aktivitas manusia. Setiap orang merencanakan
suatu kegiatan, merumuskan agenda kerja dan merealisasikan agenda dan  rencana
itu,  maka seluruh rangkaian proses itu  merupakan bagian dari kerja yang bermakna
politik. Dengan demikian, Wahdah Islamiyah harus memliki kejelasan  dalam
melihat aspek politik.
c. Partisipasi Wahdah Islamiyah pada Pemilu
Sebagai organisasi sosial keagamaan, Wahdah Islamiyah tidak terlibat secara
aktif dengan berafiliasi dan mendukung kekuatan politik tertentu untuk di
menangkan, melainkan partisipasi secara umum sebagai bagian integral dari peran
serta Wahdah Islamiyah dalam mendorong kehidupan politik yang lebih baik dan
maju.39 Sirkulasi dan pergantian elit kekuasaan hanya dapat dilakukan melalui
mekanisme pemilihan umum.
Menilik makna doktrin, betapa pun persoalan yang dihadapi oleh umat
dewasa ini sangatlah kompleks, tetapi tetap saja diperlukan adanya nash atau teks
yang menjadi dasar pijakan tentang alasan dilakukannya suatu tindakan atau
38Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
9 September 2013.
39Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
9 September 2013. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan hasil observasi pada penelitian yang
dilakukan pada Kantor Pusat DPP Wahdah Islamiyah.
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perbuatan. Berkenaan dengan pemilu, sebagian ulama menyebutnya sebagai suatu
persoalan yang belum terdapat dalam tradisi Islam pada masa kenabian.
Ada preseden kecil yang terjadi sepeninggal Nabi Muhammad, yaitu ketika
harus memilih pengganti Nabi. Maka sebagian orang berkumpul kala itu berbaiat
kepada Abu Bakar yang kemudian diikuti oleh Umar. Wahdah Islamiyah adalah
gerakan Islam yang mengisbahkan gerakannya pada tradisi Islam yang dicontohkan
oleh Nabi dan para sahabat-Nya. Apabila suatu perbuatan merupakan masalah
kontenporer dan lalu tidak ditemukan nash atau teladan dari pendahulu, maka perlu
dilakukan ijtihad tersendiri dengan mempertimbangkan sejumlah hal tentang alasan
menjadi boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan.
Penjelasan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang pemilihan umum yang
kini menjadi masalah penting dalam kehidupan kolektif suatu bangsa, masalah ini
merupakan “barang import” dari Barat. Meski impor namun oleh sebagian kalangan
Islam tidak dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagian lagi menyebutnya
sebagai sistem yang haram dipergunakan oleh umat Islam. Dalam memandang
masalah ini, Wahdah Islamiyah sangat hati-hati dalam menyikapinya.
Menegakkan agama Allah di atas muka bumi ini tidak akan ditempuh dan di
capai kecuali dengan manhaj yang digariskan dan dijalani oleh Rasulullah saw
bersama para sahabat-Nya. Begitu juga dengan upaya melakukan perubahan menuju
kehidupan yang diridhoi Allah, ia tidak dapat diwujudkan kecuali dengan menempuh
manhaj perubahan yang ditempuh sang rasul penutup itu bersama dengan para
sahabatnya.
Manhaj penegakan Islam dan perubahan menuju kehidupan yang diridhoi
Allah itu tersimpul pada dua kata, dakwah dan tarbiyah yang dibangun atas ajaran
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Islam yang sahih dan murni. Inilah jalan pilihan bagi siapa pun yang ingin melihat
tegaknya Islam di muka bumi ini dan ingin menyaksikan terjadinya perubahan
menuju kehidupan yang diridhoi Allah azza wa jalla.40
Memaknai pandangan itu, bahwa perbuatan untuk menuju pada suatu
kehidupan yang lebih baik perlu di tempuh oleh umat manusia, sepanjang apa yang
dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahwa pemilu merupakan
persoalan keduniaan yang bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih
baik. Maka tujuan untuk menciptakan tatanan baru yang lebih baik itu perlu di
dukung, sebab hal semacam ini juga dilakukan oleh Nabi, karena wilayah yang
digarap oleh Nabi tidak hanya persoalan tauhid, akhlak, dan muamalah yang bernilai
sempit, tapi spektrum wilayah garapan mencakup sosial, politik, ekonomi, dan
sebagainya.
Wahdah Islamiyah bersikap meyakini bahwa seluruh perhatian, usaha, dan
upaya keras harusnya ditujukan untuk membangun gerakan yang berkonsentrasi
pada jalan dakwah dan tarbiyah tersebut. Itupula sebabnya, kami meyakini bahwa
sudah seharusnya kaum muslimin tidak berpaling dan mencari jalan atau metode lain
yang dianggap dapat menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Sebab pastilah
jalan atau metode itu tidak akan berhasil mengantarkan kita kepada tujuan yang di
cita-citakan, menegakkan hukum Allah taala di muka bumi ini.41
Tugas menegakkan agama allah menjadi tugas utama dalam kehidupan umat
manusia yang beriman. Keimanan seseorang akan diukur dengan seberapa besar
40Rahmat Abd. Rahman, Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
11 Oktober 2013.
41Muh. Ihsan Zainuddin, Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara,
Makassar, 4 September 2013.
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perhatian seseorang terhadap penyebaran dan pengalaman nilai-nilai Islam dan
kehidupannya. Apabila hukum allah dapat ditegakkan dengan cara-cara atau metode-
metode tertentu, akan kelihatan tidak Islami, tapi potensial menciptakan suatu
struktur dan kultur sosial yang Islami dan barangkali akan ditempuh sepanjang tidak
bertentangan dengan ajaran Islam.
Menurut Wahdah Islamiyah , cara hidup umat dewasa ini sudah semakin jauh
dari nilai-nilai Islam. Apabila meninggalkan hal-hal yang tidak Islami itu dan atau
memadukan dengan wilayah yang “abu-abu,” justru akan potensial memperparah
kondisi yang ada, jadi harus ada pilihan untuk mencegah meluasnya kemungkaran.42
Untuk argument ini, Syarifuddin mengatakan bahwa dalam perjalan menepuh
dakwah dan tarbiyah itu, terkadang diperhadapkan pada sebuah pilihan yang
sesungguhnya tidak sejalan dengan prinsip dan keyakinan yang haq. Namun kita
terpaksa memilih demi mencegah atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar.
Istilah para ulama langkah ini dikenal dengan kaidah irtika>b al mafsadah al s}ugra li
daf’i mafsadah al kubra menempuh kemafsadatan yang kecil demi mencegah
terjadinya kemafsadatan yang lebih besar43
Wahdah Islamiyah lebih tegas menyatakan sikapnya atas masalah pemilu
yang telah menjadi domain penting dalam kehidupan politik kenegaraan Indonesia,
mengikuti pemilu adalah salah satu contohnya. Kami berkeyakinan bahwa mengikuti
pemilu dan masuk ke dalam parlemen bukanlah jalan yang dicontohkan oleh
Rasulullah saw, para sahabatnya serta generasi as-salaf ash-shaleh dalam
42Iskandar Kato, Sekretaris Jendral DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19
Agustus 2013.
43Syarifuddin, Ketua Lembaga Sakinah, Wawancara, Makassar, 9 September 2013.
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menegakkan dien ini dan melakukan perubahan menuju kehidupan yang diridhoi
Allah.44
Akan tetapi, saat ini khususnya kita di Indonesia kita tengah dihadapkan
sebuah realitas bahwa sebuah kekuatan besar baik secara terbuka maupun secara
tersembunyi tengah merencanakan dan mendatangkan kerugian bagi kaum muslimin.
Dan salah satu celah yang mereka tempuh adalah melalui berbagai kebijakan dan
keputusan yang bersifat politis. Dengan kata lain, perlu ada dari kaum muslimin
yang dapat menghalangi upaya tersebut, yang tentu saja salah satunya secara
terpaksa dengan menempuh jalur politik.45
Wahdah Islamiyah masih menganggap pemilu sebagai persoalan kontenporer
yang tidak ditemukan contohnya dari Nabi. Masuk dalam sistem politik kenegaraan
seperti parlemen dan eksekutif bukanlah cara yang baik untuk memperjuangkan
nilai-nilai Islam, meski kita menyadari bahwa kekuasaan terkadang sangat potensial
menghambat perkembangan ajaran Islam, melarang suatu gerakan Islam, serta
mengawasi dan meneror kaum agamawan.46
Seperti penegasan wahdah berikut, bahwa masa pemilihan umum dengan
mekanisme yang dikenal pada hari ini memang masalah kontenporer yang belum
dikenal dimasa as-salaf ash-shaleh.47 Itulah sebabnya, akan sulit menemukan nash
yang shahih untuk menjelaskan tentang hukum masalah ini. Oleh kerena itu, para
44Iskandar Kato, Sekretaris Jendral DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19
Agustus 2013.
45Iskandar Kato, Sekretaris Jendral DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19
Agustus 2013.
46Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
9 September 2013.
47Muh. Ihsan Zainuddin, Sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, Wawancara,
Makassar, 4 September 2013.
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ulama ahlus sunnah yang menjelaskan masalah ini pun mempunyai pandangan yang
berbeda. Sebagian mengharamkan untuk ikut serta secara mutlak, sebagian yang lain
‘membolehkan’ dengan berbagi syarat dan batasan.
Perbedaan kalangan ulama atas masalah pemilu bukanlah persoalan yang
bersifat substansial, melainkan persoalan teknis dan strategi semata dalam
meperjuangkan Islam. Kalangan ulama yang mendukung sistem pemilu
berpandangan bahwa tidak ditemukan dalil-dalil atau nash-nash yang melarang umat
Islam yang terlibat aktif dalam pemilu karena sangat boleh jadi melalui pemilu itu
kegiatan Islam akan lebih baik, penyebaran ajaran Islam akan lebih kuat dan luas dan
dukungan struktur politik untuk kepentingan dakwah Islam meningkat.
Sementara ulama yang mengharapkannya berargumentasi bahwa sistem
pemilu merupakan sistem kaum kafir, karena contoh serta teladan bagi umat Islam
adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Perbedaan itu sendiri sebetulnya hanya ada
penekanan dalam menimbang maslahat dan mafsadat suatu hal yang sering terjadi
dalam masalah yang tidak didukung oleh nash yang sahih yang ada dalam kasus ini.
Walaupun beberapa ulama besar ahlus sunnah kontemporer memandang bahwa ikut
pemilu bahkan menjadi anggota parlemen dibolehkan demi mencegah kemafsadatan
yang lebih besar. Dengan kata lain, kita terpaksa menempuh sebuah kemafsadatan
yang lebih kecil (pemilu dan segala yang menjadi konsekuensinya) demi mencegah
atau mengurangi kemafsadatan yang lebih besar.48
Penjelasan sikap Wahdah Islamiyah tersebut di atas menunjukkan adanya
kehati-hatian elit Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam mengambil suatu sikap
48Puslitbang Lektur dan Khasanah Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama RI, Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan (Cet. II; Jakarta: 2002), h.
463.
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yang tegas atas masalah pemilu dalam membolehkan atau mengharamkan kepada
anggotanya untuk ikut pemilu. Berdasarkan berbagai uraian di atas maka dapat
ditarik benang merah bahwa kehati-hatian keterlibatan Wahdah Islamiyah dalam
politik praktis baik legislatif dan eksekutif diawali dengan pemantapan sistem
internal organisasi, sehingga kader yang dianggap siap nantinya dapat dipromosikan
sebagai figur pada politik praktis.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Yang Dihadapi Wahdah Islamiyah Dalam
Penerapan Hukum Islam Di Kota Makassar Serta Solusinya
1. Faktor pendukung
Setiap gerakan keagamaan yang muncul dan berkembang selalu saja
memperoleh dukungan dan penentangan, entah itu atas dasar logika sosial, logika
politik dan logika kepentingan ataupun logika kebudayaan. Semua gerakan Islam
pada mulanya mempunyai respons yang bervariasi dari umat ketika gerakan itu
untuk pertama kali didirikan.
Demikian halnya dengan Wahdah Islamiyah, namun pada bagian ini perlu
dilihat faktor pendukung serta kerja sama yang dilakukan oleh Wahdah Islamiyah
terhadap berbagai pihak luar. Kerja sama dilakukan dalam berbagai bentuk, artinya
kerja sama itu dilakukan dengan semangat amar ma’ruf nahi munkar. Kerja sama
juga dikembangkan dalam rangka untuk membina, mendidik dan mengajarkan
agama yang benar kepada pihak-pihak yang diajak kerja sama.49
Kerjasama dilakukan guna misi kebenaran dan misi penyebaran agama Islam
dalam lingkup yang luas hanya dapat dilakukan dengan membangun kerja sama
49Hidayat Hafid, Dai Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 9 September 2013.
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dengan berbagai pihak. Logika berfikir inilah yang digunakan oleh Wahdah
Islamiyah untuk membangun kerja sama dengan berbagai kalangan. Menurut
Wahdah Islamiyah, demi tercapainya visi, misi, dan program kerja, Wahdah
Islamiyah senantiasa berupaya menjalin kerja sama dengan berbagai instansi
pemerintah maupun swasta.50
Di bawah ini dijelaskan pihak-pihak yang melakukan kerja sama dengan
Wahdah Islamiyah sebagai berikut:
Pertama, Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar. Pembinaan karyawan dan
tahanan dilakukan dalam bentuk kegiatan khutbah Jumat, pesantren kilat, pengajian
rutin, penyaluran buka puasa dan hewan kurban. Kedua, Bappedalda Propinsi
sulawesi Selatan. Kerja sama ini dalam bentuk pembinaan karyawan dan pelatihan
pelestarian lingkungan hidup. Ketiga, Ka.Usri Lantamal II TNI Angkatan Laut di
Makassar. Kerja sama ini dalam bentuk pembinaan mental kerohanian tentara dan
karyawan.51
Keempat, PT.Industri Kapal Indonesia (IKI). Kerja sama ini dalam bentuk
pembinaan kerohanian karyawan dan staf serta pesantren kilat selama bulan
ramadhan. Kelima, Radio Siaran Telstar 102,7 FM Makassar. Kerja sama ini dalam
bentuk siaran langsung acara Permai Baru (Dialog Interaktif) setiap senin – Sabtu
pukul 05.20 – 06.00 pagi, siaran langsung acara Fardhu (Fadhilah Ramadhan
Menanti Bedug) di bulan Ramadhan menjelang buka puasa, dan penyaluran bantuan
sosial korban bencana alam.52
50Saiful Bahri, Dai Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19 Agustus2013.
51Muh. Jasman. Staf LP3Q Wahdah Islamiyah, Wawancara , Makassar, 3 September 2013.
52Muh. Jasman. Staf LP3Q Wahdah Islamiyah, Wawancara , Makassar, 3 September 2013.
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Keenam, Radio Gamasi FM Makassar. Kerja sama ini dalam bentuk siaran
langsung khutbah Jumat Mesjid Babus Salam, kompleks Murinda Makassar.
Ketujuh, Radio Mercurius 104 FM Makassar. Kerja sama ini dalam bentuk acara
dialog menjelang buka puasa di bulan Ramadhan. Kedelapan, Balai Latihan Kerja
Industri (BLKI) Makassar. Kerja sama ini dalam bentuk pembinaan kerohanian
karyawan dan staf.
Kesembilan, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan. Kerja sama ini
dalam bentuk pelatihan da’i dan khatif dari anggota Polri se-Sulsel yang dituangkan
dalam Nota Kesepahaman (MoU). Kesepuluh, Sekolah-sekolah negeri dan swasta
tingkat SLTP hingga SLTA. Kerja sama ini dalam bentuk pembinaan kerohanian
siswa dan pesantern kilat. Kesebelas, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Kerja
sama ini dalam bentuk pembinaan lembaga da’wah kampus, ta’lim Syar’iyah, dan
seminar Islami.
Keduabelas, PT PLN (Persero) Wilayah Sulselra. Kerja sama ini dalam
bentuk penerbitan buku khutbah Idhul Adha. Ketigabelas, PT Bank Muamalat
Indonesia Cabang Makassar. Kerja sama ini dalam bentuk penerbitan majalah Islami
Bulanan. Keempatbelas, Makassar TV. Kerja sama ini dalam bentuk tayangan
Dakwah Islamiyah seperti Embun Qalbu setiap hari mulai pukul 08.30 – 09.00, Syiar
dan Dakwah setiap hari Jumat pukul 20.00 – 21.00 malam.
Selain itu, Wahdah Islamiyah juga memperoleh sambutan yang baik
dikalangan ilmuan dan akademisi, setidaknya sambutan dan dukungan itu diberikan
oleh beberapa orang akademisi. Sambutan positif dan dukungan atas kegiatan-
kegiatan Wahdah Islamiyah menjadi salah satu spirit bagi kalangan Wahdah
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Islamiyah untuk terus memperluas horizon perjuangannya untuk mendidik,
mencerahkan dan mencerdaskan umat.53
Wahdah Islamiyah juga telah membangun hubungan timbal balik dengan pers
yang eksis di Makassar, bahkan dengan harian Fajar, salah satu koran lokal Sulawesi
Selatan yang berpengaruh. Wahdah Islamiyah membangun kerja sama dalam rangka
membantu berbagai korban bencana alam yang melanda negeri ini. Mulai dari
bencana gempa dan tsunami di Aceh hingga gempa, banjir, tanah longsor, serta
gempa dan tsunami yang terjadi di Pangandaran Ciamis, Jawa Barat. Kerja sama
dengan harian Fajar memberikan keuntungan ganda bagi Wahdah Islamiyah. Selain
dapat membantu masyarakat yang tertimpa musibah, juga memperoleh ruang
publikasi melalui media massa, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui
aktivitas sosial Wahdah Islamiyah.54
Kegiatan-kegiatan sosial Wahdah Islamiyah memperoleh sambutan positif
dari kalangan masyarakat luas. Kegiatan sosial itu menjadi media sosialisasi
Wahdah Islamiyah melalui media publik dan juga media massa. Sementara kerja
sama dengan sesama gerakan Islam juga dibangun oleh Wahdah Islamiyah, baik
dengan Muhammadiyah, MUI, NU dan organisasi Islam lainnya sebagai bagian dari
pengalaman ajaran Islam, yaitu membangun ukhuwah Islamiyah sesama muslim.55
Kerja sama Wahdah dengan Muhammadiyah berlangsung secara baik.
Mungkin elite-elite Muhammadiyah yang kini memperoleh kedudukan sebagai
53Nasaruddin, Staf Departemen Dakwah Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 4
Oktober 2013.
54Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
9 September 2013.
55Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
9 September 2013.
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pengurus di Sulawesi Selatan dan terutama di kota Makassar merupakan kader yang
telah saling kenal dengan elite Wahdah. Sangat mungkin mereka dahulu memperoleh
pengaderan atau dididik dalam lingkungan Muhammadiyah. Hubungan dengan
Muhammadiyah dapat dianggap sebagai hubungan antara kakak dan adik, atau
orangtua dan anak. Demikian pula hubungan Wahdah dengan lembaga keagamaan
Islam lainnya, tak terkecuali hubungan dengan MUI dan NU yang berlangsung
secara baik.56
Berdasarkan faktor-faktor yang mendukung berbagai gerakan Wahdah
Islamiyah di Kota Makassar dapat ditarik benang merah di antaranya legalitas
formal yang  memberikan ruang terhadap Wahdah Islamiyah dalam merealisasikan
pelbagai program kerja. Selain itu, pola komunikasi yang baik, kualitas kader yang
mumpuni, desain manajerial organisasi yang efektif dan efisien dengan kurikulum
pendidikan yang jelas.
2. Faktor penghambat
Perkembangan Wahdah bukan tanpa tantangan dari rintangan. Sebagai
lembaga baru dan memulai suatu kerja dengan misi sosial yang besar dalam
membangun umat dan bangsa, Wahdah Islamiyah memperoleh beragam sikap
negatif atau dengan kata lain tantangan. Perkembangan dan ajakan kerja sama yang
dikembangkan Wahdah Islamiyah tidak membuat sejumlah kalangan tidak
mencurigai eksistensi gerakan ini.
56Muhammad Ikhwan, Wakil Ketua Umum DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar,
9 September 2013.
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Beberapa pihak menuduhnya sebagai organisasi yang perlu “ diwaspadai”.
Tuduhan ini adalah menurut investigasi yang penuh dengan kepentingan sepihak.
Sejumlah anggota Wahdah dituduh sebagai biang kekerasan, meski apa yang
dituduhkan itu sama sekali tidak memiliki akar objektifnya.57
Tuduhan-tuduhan dan kecurigaan-kecurigaan yang dialamatkan kepada
Wahdah Islamiyah adalah sebagai bagian dari upaya untuk mengecilkan peran umat
Islam di pentas global. Betapa pun Wahdah Islamiyah masih memiliki wilayah kerja
yang terbatas, tapi oleh beberapa pihak dianggap potensial untuk “mengganggu”
kepentingan global kaum kapital.
Adapun stigma negatif yang melekat pada Wahdah Islamiyah disebabkan
generalisasi yang hanya didasarkan pada aspek tertentu, seperti cara berbusana atau
sudut pandang pada hal-hal tertentu. Selain itu, gerakan Wahdah Islamiyah belum
mampu menembus semua lapisan masyarakat.58
Wahdah Islamiyah dianggap sangat potensial untuk menghambat perluasan
pengaruhnya dimasa depan, sebab lembaga ini dengan pemahaman doktrin yang
dimilikinya lebih bersikap tekstualis dan bahkan doktrin jihad menjadi sesuatu yang
penting. Namun dalam penelitian ini, Wahdah Islamiyah tidak mengkerdilkan nilai-
nilai doktrin jihad dalam bentuk yang ekstrem atau jihad dalam bentuk fisik, seperti
berperang.
Kecurigaan kalangan tertentu terhadap beberapa lembaga Islam disebabkan
oleh kesalahpahaman mereka terhadap Islam. Lebih dari itu, kecurigaan itu tidak
57Syamsu Alam, Dai Wahdah Islamiyah, Wawancara,Makassar, 3 Oktober 2013.
58Iskandar Kato, Sekretaris Jendral DPP Wahdah Islamiyah, Wawancara, Makassar, 19
Agustus 2013.
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bisa pula dilepaskan dari berbagai kepentingan yang ikut memengaruhinya. Selain
itu, kecurigaan sesama umat Islam juga terjadi terhadap ormas, termasuk Wahdah
Islamiyah yang sempat dicurigai sebagai gerakan Islam yang tidak mengikuti sunnah
dan tidak mewarisi betul pesan-pesan kenabian.
Faktor penghambat yang paling tampak dalam penelitian ini adalah
ketidakjelasan posisi Wahdah Islamiyah dalam menggaungkan posisinya dalam
ranah politik. Selain itu dari sisi internal, belum ada metode atau standar baku yang
digunakan Wahdah Islamiyah dalam upaya menetapkan fatwa dan terdapat beberapa
aspek kelembagaan yang perlu untuk dibenahi.
Wahdah Islamiyah sebagai ormas yang sedang membangun jaringan dan
kekuatan untuk membebaskan umat ini dari segala keterpurukannya, tentu harus
berjiwa besar dalam merespons sejumlah tuduhan dan kecurigaan dari pihak luar
(pihak lain), karena boleh jadi kecurigaan itu akan membuka ruang bagi Wahdah
Islamiyah untuk menempuh strategi-strategi lain yang ringan daya resistensinya.
Sikap positif atas tuduhan pihak lain dijadikan sebagai modal dasar yang kuat bagi
Wahdah untuk menata kelembagaannya dan dengan itu Wahdah Islamiyah akan
terus mengalami perkembangan dimasa depan.
3. Solusi terhadap upaya penerapan hukum Islam oleh Wahdah Islamiyah di
Kota Makassar
Berbagai upaya yang dilakukan Wahdah Islamiyah hendaknya didahului
dengan berbenah diri secara internal.
a. Idealnya merumuskan standarisasi istinbat hukum sehingga dapat diidentifikasi
faktor-faktor yang menjadi sangat penting dalam upaya tersebut, sebaiknya
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Wahdah Islamiyah juga dapat berperan dalam legislasi hukum Islam di
Indonesia.
b. Hendaknya Wahdah Islamiyah membuka diri dan bersikap elegan terhadap
berbagai pihak yang ingin mengenal ataupun memberikan kritik konstruktif
maupun saran positif. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manuasia,
baiknya Wahdah Islamiyah memobilisasi para kader menempuh jenjang
pendidikan yang lebih tinggi.
c. Wahdah Islamiyah seharusnya menetukan sikap berkenaan dengan kebijakan
politik sehingga menghindarkan diri dari stigma politik ambigu atau klaim
gerakan yang dianggap inkonsistensi.
d. Mengkonsolidasikan semua DPD Wahdah Islamiyah dan meminimalisir
perbedaan
e. Mengupayakan keberadaanya diterima oleh kalangan muslim Indonesia dengan
melakukan kegiatan-kegiatan sosial.
f. Berupaya mendirikan sebuah institusi agama yang sangat terpusat, diisi oleh






Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di DPD Wahdah Islamiyah Kota
Makassar, maka gambaran tentang karakteristik dan peranan Wahdah Islamiyah
terhadap penerapan hukum Islam di Kota Makassar disimpulkan sebagai berikut:
1. Karakteristik pemikiran hukum Islam Wahdah Islamiyah adalah reformis
fundamentalis bermanhaj al-salaf al-s}alih yang mengusung prinsip purifikasi
dan puritanis.
2. Bentuk-bentuk peranan Wahdah Islamiyah terhadap upaya implementasi
hukum Islam berupa fatwa-fatwa yang bersifat mengikat kepada kader dan
sebagai himbauan kepada masyarakat. Peran DPD Wahdah Islamiyah
Makassar direalisasikan melalui Departemen Kaderisasi, Departemen
Dakwah, Departemen Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi, Departemen
Informasi dan Komunikasi, Departemen Sosial dan Kesehatan serta
Departemen Lembaga Pengembangan dan Pembinaan Pengajaran Al-Qur'an.
Wahdah Islamiyah pada bidang politik memberikan keleluasaan kepada kader
untuk mendukung calon pemimpin yang dianggap dapat merealisasikan amar
makruf nahi munkar.
3. Faktor-faktor yang mendukung upaya Wahdah Islamiyah yaitu legalitas
formal yang memberikan ruang dalam merealisasikan pelbagai program kerja,
pola komunikasi yang baik, kualitas kader, desain manajerial organisasi yang
efektif dan efisien dengan kurikulum pendidikan yang jelas, dan respon aktif
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masyarakat terhadap dakwah dan tarbiyah Wahdah Islamiyah. Sedangkan
faktor penghambatnya adalah adanya stigma negatif yang disebabkan
generalisasi, dan pergerakan yang belum mampu menyentuh semua level
masyarakat.
B. Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau
rekomendasi kepada Wahdah Islamiyah.
1. Idealnya merumuskan standarisasi istinbat hukum sehingga dapat
diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi sangat penting dalam upaya
tersebut, sebaiknya Wahdah Islamiyah juga dapat berperan dalam legislasi
hukum Islam di Indonesia.
2. Hendaknya Wahdah Islamiyah membuka diri dan bersikap elegan terhadap
berbagai pihak yang ingin mengenal ataupun memberikan kritik maupun
saran. Untuk peningkatan kualitas sumber daya manuasia, baiknya Wahdah
Islamiyah memobilisasi para kader untuk menempuh jenjang pendidikan yang
lebih tinggi.
3. Wahdah Islamiyah seharusnya menetukan sikap berkenaan dengan kebijakan
politik sehingga menghindarkan diri dari stigma politik ambigu atau klaim
gerakan yang dianggap inkonsistensi.\
4. Mengkonsolidasikan semua DPD Wahdah Islamiyah dan meminimalisir
perbedaan
5. Berupaya keberadaanya diterima oleh kalangan muslim Indonesia dengan
melakukan kegiatan-kegiatan sosial.
138
6. Berupaya mendirikan  sebuah institusi agama yang sangat terpusat, diisi oleh
tokoh-tokoh Wahdah Islamiyah terkemuka dan memiliki otoritas penuh
untuk pembentukan basis konstituen
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